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ARTIKEL

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, ANTARA

TEROBOSAN HUKUM DAN FAKTA PELAKSANAANNYA

Oleh: Estu Rakhmi Fanani, S.Pi.

Latar Belakang

Ini masalah keluarga...saya tidak bisa ikut campur!!!

Penggalan kalimat di atas merupakan lontaran dari salah satu saksi
kekerasan dalam rumah tangga, ketika seorang perempuan korban meminta
tolong kenapa orang tersebut tidak menghentikan tindak kekerasan yang
dilakukan suaminya.

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22
September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai
payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU
PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum
karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah
diatur oleh Undang- Undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-Undang
seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum yang terdapat dalam
UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk–bentuk tindak pidananya, tetapi
juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum
untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu
alat bukti petunjuk1. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum
ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT
umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur
kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi
kembali.
1 Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan
Kesetaraan. PSKW UI - TIFA. Jakarta.2008. hlm. 87.
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Namun permasalahannya sekarang adalah, apakah terobosan hukum
yang diatur dalam UU PKDRT ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif
dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan yang
ditempuhnya?

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Terobosan hukum yang pertama diakomodasi dalam UU PKDRT ini

adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi
atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU
PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan
fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka
korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari
keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang
memang terjadi dan menimpa mereka.

Namun dalam faktanya, terobosan hukum ini masih menemui banyak
kendala dalam proses hukumnya. Di bawah ini data kasus KDRT yang diterima
LBH APIK Jakarta tahun 2006 dan 2007 berdasarkan bentuk-bentuk
kekerasan yang dialami oleh korban.

  Jenis Kekerasan              2006    2007

  Fisik, ekonomi    3
  Fisik, Psikis               84    41
  Fisik, Psikis, ekonomi               16    39
  Fisik, Psikis, Ekonomi, Seksual               1    4
  Fisik, Psikis, Seksual    4
  Psikis               130    30
  Psikis, Ekonomi               68    82
  Psikis,Ekonomi, Seksual               2    2
  Psikis,Seksual    1
  Ekonomi               23    8
  Seksual    2

  TOTAL                 324             216
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Dari keseluruhan data LBH Apik Jakarta di atas, tidak semua kasus
diselesaikan melalui jalur hukum, bisa dipastikan tidak sampai 10%nya saja.
Banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan
atau diselesaikan dengan jalur hukum. Berdasarkan analisa yang dilakukan LBH
Apik Jakarta terhadap kasus yang masuk, hambatan yang ada antara lain karena
korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu
lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya,
korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain-lain.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses
hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan Visum et Psikiatrikum
sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik
oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih
sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks
KDRT terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap
istri (marital rape) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih
merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf a
yang berbunyi sebagai berikut pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal
ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan
publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata
yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum
pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah
publik menjadi tidak ada.

Dari bentuk-bentuk KDRT ini, dimana banyak terjadi terobosan hukum,
dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang
dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri.
Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang
dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan
kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga
melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara
luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut
yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga
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tersebut2. Jadi, UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni
ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’ dimana hal ini
awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua,
menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain3. Namun
dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk
Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali
menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan
pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka
waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi
kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang
tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.
Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan
bahwa locus delicti harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan
pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun
relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa peristiwa pidana
KDRT dapat pula terjadi di luar rumah.

Pemulihan Korban KDRT
UU PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak

korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain
mencakup:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat

proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. pelayanan bimbingan rohani.

2 Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
3 Lihat Penjelasan Pasal 2 UU PKDRT.
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Sejak advokasi dilakukan semasa penyusunan draf RUU PKDRT, upaya
pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses
hukum, dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah
dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman.
Konsep layanan terpadu untuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati
bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen
Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri4.

Dalam Pasal 13 dan Pasal14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas
bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT
untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam
pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya
Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam
rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan
upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini
menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa
pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan
kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan
Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya
diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti
inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuan dari korban karena
ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga
untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan
bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran.

Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat
pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi
maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem

4 Lihat SKB 3 Menteri dan Kapolri atau lebih dikenal dengan Kamagatripol untuk layanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam Institusi Kementerian
Pemberdayaan Perempuan kesepakatan ini ditandatangani oleh Sri Redjeki suratnya
bernomorkan 14/Men PP/Dep.V/X/2002; Departemen Kesehatan ditandatangani oleh
Achmad Sujudi yang suratnya bernomorkan 1329/MENKES/SKB/X/2002; Departemen
Sosial ditanda tangani oleh Bachtiar Chamsyah yang suratnya bernomorkan 75/HUK/
2002; dan dari Kepolisian adalah Da’i Bachtiar yang suratnya bernomorkan B/3048/X/
2002.
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rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara
Pemda dan LSM. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana
memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat
di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.

Kewajiban Masyarakat
Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara

pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba
dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan locus terjadinya
KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk
dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan
keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT
di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14
dan Pasal 15 UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai
kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan
batas kemampuannya untuk a). mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b). memberikan perlindungan kepada korban; c). memberikan pertolongan
darurat; dan d). membantu proses pengajuan permohonan penetapan
perlindungan.

Namun, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh
korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan
laporan masyarakat dari pihak kepolisian, meskipun dibeberapa kepolisian
seperti Polres Jakarta Barat pernah menerima laporan KDRT yang
dilakukan oleh Ketua RT dan pendamping5. Selain dari pihak kepolisian,
dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di
lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus
KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi,
takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah
tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi
dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk
menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan,baik

5 Kasus Ibu E, salah satu kasus komunitas LBH Apik Jakarta di tahun 2007.
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melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat
terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun
yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya
penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman
atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku
yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya
tersebut.

Oleh karenanya, dalam mendorong kewajiban masyarakat ini,
diperlukan adanya peningkatan pemahaman tentang KDRT dan juga tentang
relasi hubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah
pihak untuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada
kekerasan di dalamnya. Selain itu diperlukan sosialisi tentang prosedur
penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban yang
sungguh-sungguh seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk
mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan tindak
kekerasan yang terjadi di lingkungannya tanpa ada rasa takut dan terancam
jiwanya.

Penutup
Dengan adanya UU PKDRT dan terobosan-terobosan hukumnya,

diharapkan adanya penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan
bagi korban. Namun, pelaksanaan Undang-Undang ini tidaklah mudah
karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan
sosialisasi ke aparat penegak hukum selaku pelaksana Undang-Undang
dan juga kepada aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia
layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT, memahami
konteks terjadinya KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap
korban KDRT. Jika ketiga hal tersebut dipunyai oleh setiap orang, maka
penyalahan kembali pada korban tidak akan terjadi (victimisasi korban),
dan penyelesaian kasus melalui jalur hukum maupun non hukum dapat
menjawab keadilan korban serta pemecahan fenomena gunung es kasus
KDRT semakin dimungkinkan untuk terjadi.
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Dan yang perlu diingat adalah perlu dibangunnya sarana pendukung untuk
pelaksanaan UU PKDRT ini, seperti anggaran bagi pemulihan korban
sehingga tidak ditanggungkan pada korban KDRT yang umumnya sangat
jauh dari akses ekonomi keluarga, ruang yang sensitif terhadap korban
KDRT, petunjuk pelaksanaan peraturan yang sensitif gender dan mudah
dipahami oleh aparat penegak hukum  dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim,
serta penyedia layanan medis, rumah aman, pendamping, psikolog, dan
lain-lain. Selain itu juga sinkronisasi pelaksanaan UU PKDRT dengan
Undang Undang lain seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP,
UU Perlindungan Anak, dll.
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KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Oleh: Drs. Mohammad ‘Azzam Manan, MA.

Abstract

In sociological perspective, this article shows that domestic violence is a

kind of criminal actions which is spread anywhere without ethnic groups,

believes, and social status limitations. Although in the beginning domestic

violence is a privacy matter, it has been considered public interest and a

criminal action due to the impact of any types of this violence to victims

physically, sexually, and mentally are very bad and serious. As a criminal

action, domestic violence has been subjected to criminal punishment according

to the Indonesian Law Number 23 the Year 2004 on the Elimination of Domestic

Violence. In addition, it is also considered violence toward humanity based on

the human rights principles. However, in the present day there are strong

indications that domestic violence in Indonesia from time to time increases in

number.

The objective of this discussion is to get an explanation on direct and

indirect factors leading to this social problem. In addition, the purpose of the

study is also aimed to recommend how to eliminate or at least to decrease

domestic violence as a social problem in number. This study found that those

factors are able to be divided into two categories, i.e. internal and external

factors.  The internal factors mean any kinds of actors’ and victims’

characteristics connecting with their social background and status. In the

other hand, the external factors are all cultural value systems, incompatible

conditions, especially conflict and anomie situation, and economy problems.

Over all, domestic violence occurs due to the abuse of power.

In order to eliminate domestic violence in every level of actions, all factors

leading to the problem in society should be removed by strengthening social

networking, understanding local wisdom, and strengthening economic

foundation and structure. Moreover, the implementation of religion messages

in a daily real life should also be conducted by every actors of any household.
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Pendahuluan

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari
suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-
istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang
yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang
menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah
tangga.1 Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri,
anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian
yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu
rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri
atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam
masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota  keluarga yang
lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun
perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam
kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran
orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari
kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang
luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial
bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia.
Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan
dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat  timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.

1 Muhammad Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007,t,hlm.
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Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta
sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga
tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun
korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana,
miskin dan  terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal,
dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri
terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga
yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.
Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan
rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk
seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang
cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia
lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai
fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan
yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam
rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah
kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa
cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita
dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah
tangga para selebriti.

Dalam pada itu, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk
Keadilan (LBH APIK), merilis laporan pada 12 Mei 2004 bahwa terjadi 83
kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2007 di
wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus itu merupakan kekerasan
suami terhadap istri. Para perempuan korban tindak kekerasan itu antara lain
mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinafkahi atau
diperas, dan kekerasan seksual atau kombinasi di antara semuanya itu. Perkara
tersebut kemudian berakhir dengan perceraian (30 kasus), pidana (9 kasus),
mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus)2.  Tindak kekerasan
terselubung ini baru dianggap serius dan masuk ke dalam tindak kejahatan
dengan sanksi hukum pidana sejak tahun 2004 sesuai Undang-Undang

2 http://www.tempoiteraktif.com/hg/nasional/2007/05/13/brk, 20070513-99962,id.html.
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Nomor 23 Tahun 2004 setelah ia makin marak dengan akibat berlapis hingga
menelan korban jiwa.

Peningkatan kasus KDRT juga terjadi di Nusa Tenggara Barat
sebagaimana disampaikan oleh Khaerul Anwar dalam Kompas Online,17 Mei
20043, dan di Kota Sragen, Jawa Tengah. Ni’matul Azizah dalam Nasyiah
Online, 19 Juni 2008 menulis bahwa Aliansi Peduli Perempuan Sukowati
(APPS) mencatat selama Januari-Juni 2008 telah terjadi 22 kasus kekerasan,
pencabulan, dan pemerkosaan seperti dimuat dalam harian Kedaulatan Rakyat,
17 Juni 2008. Padahal, pada tahun 2007 hanya terjadi  12 kasus. Bentuk
tindak KDRT tersebut amat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan
seksual. Bentuk tindakan terburuk adalah tendangan seorang suami terhadap
istri yang tengah hamil 8 bulan hingga mengakibatkan janin yang dikandungnya
meninggal4.

Kekerasan seksual seperti perkosaan merupakan salah satu bentuk
tindak kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya bisa laki-laki di samping
perempuan. Para kriminolog sering mengatakan bahwa angka statistik kejahatan
perkosaan, termasuk dalam rumah tangga, bagaikan sebuah gunung es.
Data statistik tindak kekerasan ini jauh lebih kecil berbanding jumlah
sesungguhnya peristiwa perkosaan yang terjadi. Dalam masyarakat yang
terbuka saja tidak seluruh kasus perkosaan terungkap, apalagi dalam unit yang
lebih kecil seperti keluarga5 .

Kekerasan (Dalam Rumah Tangga) Sebagai Konsep Sosiologis

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar
dengan kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai
pembanding terhadap persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan
politik sebagai berikut:

“all collective attacks within a political community
against the political regime, its actors – including competing
political groups as well as incumbents—or its policies. The

3 http://www.kompas.com.
4 http://www.nasyiah.or.id.
5 Mohammad Kemal Darmawan,Op.Cit.
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concept represents a set of  events, a common property of
which is the actual or trheatened use of violence .... The
concept subsumes revolution, ... guerilla war, coups d’atat,
and riots.” 6

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat
luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah
penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh
pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara.7

Selain itu, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih
luas sebagai “any avoidable impediment to self-realization”, yang berarti
segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan
potensi dirinya secara wajar.8

Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut
mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal
dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah
kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak
lain (violence–as-action), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja
(built-in) dalam suatu struktur (violence-as-structure) atau masyarakat
tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan menggunakan alat kekerasan.9 (Lihat Karakteristik Tindak Kekerasan
Dalam Masyarakat pada Tabel 1).

Berdasarkan dua definisi pembanding tersebut, KDRT dapat diartikan
sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara
sewenang-wenang tanpa batasan (abuse of power) yang dimiliki pelaku,
yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat
mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau
anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

6 Rober Gurr, Why Men Rebel.Princeton,NJ: Princeton University Press,1970, hlm.3-4
7 Mohtar mas’oed, et.al (eds), Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu. Yogyakarta:
P3PK UGM, 2000,hlm.4.
8 Johan Galtung, The True World: A Transnational Persperctive. New York: The Free
Press, 1980,hlm.67. Lihat penjelasan dalam Mohtar Mas’oed, et.al (eds),Op.Cit.hlm.5.
9 Mohtar Mas’Oed.et.al (eds), Op.Cit,hlm.5.
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Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena
situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di mana dominasi yang satu ke atas
yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan
kemudian. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan
pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi.

Tabel 1 Karakteristik Tindak Kekerasan Dalam Masyarakat 10

Lazimnya, KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu
dalam suatu rumah tangga datang dari suami atau istri. Tetapi, kadangkala
ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang
lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan
negatif berlebihan yang mereka terima. Malahan, tindak kekerasan oleh
pembantu dewasa ini bukan lagi persolanan kecil dan remeh lantaran sering
terjadi terutama terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk
penyiksaan ringan sampai pembunuhan.

10 Ibid., hlm.6.
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Cakupan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda
dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik seperti
pada Tabel 1. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas
hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang
orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang
dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan
potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu,
termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan,
dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Karena
itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang
melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling
percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh angggota dalam rumah
tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan
rumah tangga harmoni, tercederai.

Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya
berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot
sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum
perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku
selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam
kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan
ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih
dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak
untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat
dan potensi dirinya.

Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima
bentuk, yaitu:
1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda,
     penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan
     pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan

lain secara verbal.
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3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak
individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.

4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasn penggunaan keuangan yang
berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk untuk kepentingan-kepentingan
ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.

5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga
perkosaan.11

Contoh Kasus

Sebelum terungkap dan menjadi perhatian luas publik, KDRT bersifat
tertutup yang cenderung dipahami oleh pelaku dan korban sebagai persoalan
pribadi dalam wilayah privasi yang terkungkung rapat. Keberadaannnya
dalam wilayah privasi kian kukuh seiring dengan sikap manusia di sekelilingnya
yang juga cenderung acuh dan tidak ingin terlibat dengan persoalan-persoalan
rumah tangga orang lain. Sikap acuh yang diperlihatkan masyarakat sekitar
terhadap perkara ini masih tetap dirasakan kuat hingga kini, terlebih lagi
bila masyarakat di sekitar lingkungan rumah tangga yang mengalaminya
tidak sepenuhnya pula bebas dari praktik-praktik KDRT meskipun dalam
bentuknya yang paling ringan. Bila sebab-sebabnya diurai satu per satu akan
ditemukan banyak sekali faktor yang menyebabkan ketertutupan ini terus
berlanjut. Di antaranya yang paling kuat dirasakan adalah munculnya sikap
hidup individualistik yang tumbuh subur terutama di kalangan masyarakat
perkotaan di samping kiat untuk menghindari konflik terbuka antar sesama.

Salah satu contoh kasus yang sempat menyedot perhatian publik
secara luas adalah kekerasan yang dialami Ary Anggara di Jakarta sekitar
tahun 1980-an. Bocah berusia belasan tahun dari keluarga terdidik dan
berkecukupan itu dipukuli dan disiksa orangtuanya sedemikian rupa tanpa batas
dan belas kasihan secara berulang kali dalam banyak kesempatan.

Kasus lain KDRT yang cukup sensasional adalah  kekerasan yang
menimpa Nirmala Bonet di Kuala Lumpur, Malaysia. Buruh migran tenaga
kerja wanita (TKW) berprofesi sebagai pembantu rumah tangga yang berasal

11 Mohammad Kemal Darmawan. Op.Cit., hlm.7.32-7.33 (penjelasan lanjut,lihat Hasil
Tim Perumus Kelompok Kerja Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999,
hlm.3.)
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dari Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut mengalami penyiksaan berat
yang dilakukan oleh majikannya, yaitu seorang perempuan Cina bernama
Yim Pek Ha.  Kasus ini terkuak ke permukaan pada pertengahan Mei 2004
setelah seorang penjaga keamanan kondominium tempat majikannya tinggal
melaporkan kondisi Nirmala ke polisi setempat dengan wajah dan kepala
memar penuh luka saat ia menangis di tangga kondominium. Polisi kemudian
membawanya ke Rumah Sakit Kuala Lumpur dan kemudian ke Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

Publik Malaysia dan Indonesia memberikan reaksi dan kecaman keras
lantaran kekerasan yang dialami pembantu rumah tangga tersebut selama
lima bulan berturut-turut begitu serius dan amat memprihatinkan. Ia disiksa
sedemikian rupa oleh majikannya dengan sengatan setrika panas di dada
dan punggungnya hingga kulitnya melepuh dan mengkerut. Kepalanya pun
sempat dihantam besi sementara sekujur tubuhnya disiram air panas.
Harian Suara Merdeka menyebutnya sebagai bentuk penyiksaan paling kejam
yang pernah ada.12 Foto Nirmala Bonet yang cedera tersebut tersebar cepat
ke seluruh penjuru dunia hingga memunculkan reaksi internasional.

Ini merupakan satu contoh dari kasus KDRT yang paling serius
dengan peniadaan hak-hak individual. Ivy Josiah, Direktur Eksekutif Organisasi
Bantuan Perempuan Malaysia (Malaysia’s Women’s Aid Association)
mengatakan: “Nirmala’s case is an extreme case. It ‘s everyday abuse
that we are also concerned about, such as no off-days, lack of food,
lack of bedding, not receiving wages, and so on.13” Jelaslah,
bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kekuasaan dan dominasi.
“It is about power. Some of the time it’s because of their own insecurities
and their need to retain some form of power.”14

Akibat KDRT

KDRT jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira.
Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat

12 Suara Merdeka, 22 Mei 2004.
13 http//www.dailynews.lk/2004/06/04/fea06.html.
14 Ibid.
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mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan
dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya,
termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena
fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya.
Ini  berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian
besar dari segi fisik maupun non-fisik.

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah
tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota
lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang
suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan
negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga
yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian
dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku.
Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama
akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita
karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat
penyesalan yang tiada lagi berguna.

Dalam lingkup yang lebih luas, akibat dari suatu tindak kejahatan dalam
rumah tangga dapat pula menimbulkan reaksi dunia luar, yang dalam
kasus tertentu berpotensi untuk merusak hubungan bilateral antardua negara.
Inilah yang terjadi dengan kasus Nirmala Bonet, yang sempat menimbulkan
reaksi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan dunia internasional.
Protes yang disampaikan Pemerintah Indonesia telah membuat Perdana Menteri
Malaysia, Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi  malu, terkejut, dan marah
sambil berkata: “Ini memalukan. Ini keji dan menyakitkan bagi warga
Malaysia melihat seorang manusia disiksa seperti ini”15

Penyelesaian kasus tersebut memang telah berakhir di
pengadilan (mahkamah) Malaysia dengan menghukum berat pelaku.
Bersamaan dengan itu, Nirmala Bonet sebagai korban telah kembali
ke tempat asalnya dengan penunaian seluruh hak-haknya. Dia menerima
pembayaran seluruh nilai gajinya selama berbulan-bulan yang sebelumnya
tak pernah diterimanya, dan sejumlah uang sebagai ungkapan

15 Ibid.
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rasa empati mendalam dari masyarakat Malaysia, termasuk Dr. Siti Hasmah
binti Mohamad Ali, istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir
Mohamad.

KDRT Sebagai Suatu Kejahatan

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan
pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusian yang universal dari perspektif
hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan
dengan ancaman hukuman  pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai
pelanggaran pidana sebagaimana diataur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat
dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin
menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP
menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan
atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan
itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis).

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial
yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga
dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak
kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena
mengandung maksud jahat (mens rea) yang dapat menimbulkan akibat kerugian
fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.

Kontribusi Sistem Nilai terhadap Tindak KDRT

Kejahatan dalam KDRT sebagaimana lazimnya tindak kriminal yang
lain tidak mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan
pemberlakuan sanksi hukum pidana seperti diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004. Dalam perspektif sosiologis, mengenali latar belakang
sosial pelaku dan korban akan memudahkan siapa pun untuk lebih dapat
memahami peristiwa dan faktor-faktor penyebabnya.
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Semua anggota dalam suatu rumah tangga merupakan makhluk sosial
yang lahir dan terbentuk oleh lingkungan sosialnya. Pengaruh lingkungan sosial
(millieu) terhadap watak dan perilaku seseorang di dalam maupun di luar rumah
tangga amatlah besar. Meskipun pembuktian melalui penelitian amat diperlukan,
rumah tangga dengan suami-istri dan anggota lain yang berasal dari latar belakang
sosial yang berbeda akan rentan terhadap tindak KDRT, terlebih lagi jika
masing-masing pihak tidak mempunyai kearifan budaya lokal (local wisdom)
dan landasan normatif yang kuat yang menjunjung tinggi martabat dan
kehormatan setiap individu.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola
pikir dan pandangan hidup (world viem)  berdasar kebudayaan dan sistem
nilai yang ia jalankan. Agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam
pandangan sosiologis merupakan sebuah pranata sosial di samping institusi
keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik.16 Meskipun agama sesungguhnya
bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan tetapi ajaran-ajaran yang
dikandungnya akan bekerja dalam hati dan pikiran untuk memungkinkan
pemeluknya membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani dalam
menjalankan kehidupannya. Karena itu, perilaku manusia tidak hanya
dipengaruhi dan mereka sandarkan sepenuhnya kepada nilai-nilai budaya lokal
maupun global melainkan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang
mereka anut.

Masyarakat dengan tingkat pengamalan dan tingkat keyakinan yang
tinggi terhadap agama akan menjadikan agama sebagai rujukan dan sandaran
utama perilakunya melebihi kebudayaan dan sistem nilainya. Oleh karena itu,
meskipun akan ditemukan banyak persamaan, jika penelitian tentang KDRT
dilakukan terhadap rumah tangga dengan latar belakang budaya, agama dan
kepercayaan, etnik atau suku bangsa, pendidikan, dan lingkungan sosial yang
berbeda dilakukan maka akan ditemukan pula perbedaan dari segi bentuk
tindakan, intensitas kekerasan, jumlah kasus, dan kekerapan peristiwanya.

16 Sumber http://www.google.id/http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php, memuat
pandangan Nugroho P. yang menyatakan bahwa Horton dan Hunt (1987) merumuskan
pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan
yang dianggap penting oleh masyarakat. Artinya, pranata sosial adalah sistem hubungan
sosial terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai dan prosedur umum untuk
mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat
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Di luar kepercayaan dan agama yang dianut, manusia secara sosiologis
menjadikan kebudayaan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani
kehidupannya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Melalui nilai-nilai
dan sistim nilai yang dibentuknya, kebudayaanlah sebenarnya yang mengajarkan
mereka cara bertindak dan bertingkah laku dalam pergaulan sosial dengan
sesama di lingkungan tempat tinggal, termasuk dengan semua anggota dalam
rumah tangga.

Dalam konteks fokus tulisan ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga
sebagai kebiasaan atau kebetulan jelas merupakan manifestasi dari konstruksi
pikiran dan pandangan hidup yang terbentuk dari nilai-nilai yang
mempengaruhinya, termasuk nilai tentang kekuasaan dan penguasaan terhadap
siapa pun dalam rumah tangga. Apa pun bentuk protes dan kritisi yang
mengancam stauquo dominasi dan kekuasaan tersebut akan berakibat
munculnya tindak kekerasan dari pihak yang mendominasi sebagai balasan
sitimpal yang harus diberikan. Fakta di masyarakat mengenai bentuk KDRT
menunjukkan bahwa besar kecilnya atau serius tidaknya tindak KDRT tidak
selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang
dilakukan. Seringkali persoalan kecil dan sangat remeh dapat menimbulkan
tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tak terukur.
Pembunuhan dan penyiksaan sadis yang dialami korban hanya karena persoalan
salah ucap dan kurangnya pelayanan seperti sering kita dengar dari laporan
media adalah bukti dari ketidaksimbangan antara tingkat penyebab dan
akibatnya.

Sistem nilai yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang
kadangkala juga berasal dari sistem kekerabatan kebudayaan lokal masyarakat
Indonesia dari sudut pandang garis keturunan. Dalam konteks garis keturunan
tersebut, terdapat dua bentuk sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal atau
patriarkhat yang berarti kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki,
dan sistem matrilineal atau matriarkhat yang berarti kekuasaan berada di tangan
ibu atau pihak perempuan.17 Meskipun sulit menemukan bentuk kebudayaan

17 http://www.google.id/http://en.wikipedia.org/wiki/patrilineal. Di sini dijelaskan
bahwa “in patrilineal descent system (agnatic system), an individual is considered to
belong to the same descend group of his or her father”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa
“patrilineality (agnatic kinship) is a system in which one belongs to one’s father’s lin-
eage, it generally involves the inheritance of property, names or titles through the male
line as well.” Lihat juga sumber lain, http://www.google.co.id/http://id.wikipedia.org/
wiki/matrilineal. Di sini dijelaskan bahwa matrilineal adalah suatu adat masyarakat



22

Vol. 5 No. 3 - September 2008

manusia Indonesia dengan ratusan suku bangsa, bahasa, dan tradisi
membenarkan atau memberi peluang pembenaran terhadap tindak KDRT, akan
tetapi dominasi dalam keluarga berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal
umumnya adalah laki-laki, sementara dalam sistem kekerabatan matrilineal
cenderung adalah perempuan. Dominasi kaum perempuan dalam sistem
kekerabatan patrilineal atau dominasi kaum lelaki dalam sistem kerabatan
matrilineal sangat mungkin terjadi karena perbedaan-perbedaan status sosial,
keturunan dan sebagainya.18 Inilah yang ditunjukkan oleh Handayani, bahwa
sebagian wanita Jawa mempunyai kuasa dalam rumah tangga sehingga
perempuan lah yang menentukan arah dari keluarga. Dia membuktikannya
dengan contoh tentang kekuasaan Ibu Tien Soeharto terhadap (Presiden)
Soeharto dalam menentukan keberlanjutan proyek Taman Mini, meskipun
proyek tersebut sudah dinyatakan gagal.19

Kesimpulan Handayani tentang kuatnya dominasi dan kuasa kaum
perempuan tersebut ia rumuskan dari salah satu di antara tiga tesis besar tentang
peran perempuan Jawa yang dibuat oleh Sullivan berdasarkan kajin yang
dilakukan oleh Hildred Geertz dan Koentjaraningrat. Tesis tersebut ialah tesis
konflik tentang adanya kekuasaan dan subordinat perempuan yang tidak terlihat,
sementara dua tesis lainnya ialah tesis konsensus yang melihat perempuan dan

yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan
dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilin-
eal berasal dari dua kata, yaitu meter (Bahasa Latin) yang berarti “ibu”, dan linea (Bahasa
Latin) yangberarti “garis”. Jadi, matrilineal berarti garis keturunan yang ditarik dari pihak
ibu. Sementara itu, matriarkhat berasal dari dua kata yang lain, yaitu meter (Bahasa Latin)
yang berarti “ibu” dan archein (Bahasa Yunani) yang berarti memerintah. Jadi, matriarchi
berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan. Di dunia, penganut adat
matrilineal terdapat pada Suku Indian Apache Barat, Suku Navajo, sebagian besar Suku
Pueblo, Suku Crow yang semuanya adalah penduduk asli Amerika, Suku Khasi di
Meghalaya (India Timur Laut), Suku Nakhi di Provinsi Sichuan dan Yunnan (Tiongkok),
dan beberapa suku kecil di Kepulauan Asia Pasifik. Di Indonesia, penganut adat matrilin-
eal adalah Suku Minangkabau di Sumatra Barat.
18 Status sosial dan keturunan membawa implikasi terhadap konsep tentang pelapisan
sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) dalam masyarakat, yaitu suatu konsep
yang melihat pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau
bertingkat. Pitirim A. Sorokin menyebutnya pembedaan penduduk atau masyarakat ke
dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, yang mengambil bentuk dalam lapisan
yang tinggi dan lapisan-lapisan di bawahnya. Lebih jauh, lihat http://id.wikipedia.org/
wiki/stratifikasi_sosial.
19 Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: LkiS
Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004, hlm. 36-39.
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lelaki adalah berbeda tetapi setara, dan tesis master-manager yang
memperlihatkan perempuan dan lelaki berbeda dan tidak setara.20

Selain sistem kekerabatan, perkara lain yang juga berkaitan erat dengan
KDRT yang melibatkan laki-laki atau suami dan perempuan atau istri sebagai
pelaku maupun korban adalah konsep tentang femininitas. Sebagai konstruksi
sosial, Widjajanti M. Santoso melihat femininitas secara umum dipahami sebagai
[cara] kekuasaan mendefinisikan perempuan, bagaimana perempuan
seharusnya bersikap dan berperilaku. Dalam arti kata lain, ialah bagaimana
cara masyarakat mengidealisasikan perempuan.21 Terpengaruh oleh pernyataan
Gouda22 tentang kolonialisme dan kewajiban moral pemerintah kolonial
(Belanda) yang rakus untuk mendidik rakyat pribumi, dia menambahkan
perbedaan pemahaman antara laki-laki dan perempuan dalam dua kebudayaan
yang berbeda. Jika di Barat, perbedaan-perbedaan lelaki dan perempuan lebih
dilihat dari segi biologis, yang cenderung melihat perempuan subordinat dan
tidak berdaya,23 maka di Indonesia perbedaan-perbedaan tersebut berkaitan
erat dengan kekuasaan, status, kecenderungan moral, dan kepedulian sosial.
Pernyataan Gouda tersebut dia lihat sebagai kecenderungan pola white men
burden yang mengindikasikan kewajiban dari mereka yang superior dan yang
memiliki kemampuan terhadap mereka yang subordinitas dan yang memiliki
keterbatasan.24

Bagaimanapun, kontribusi sistem kekerabatan kebudayaan lokal dan
konsep femininitas tersebut terhadap KDRT belakangan ini ternyata tidak lagi
bersifat mutlak. KDRT akhir-akhir dapat kita pahami sebagai tindak kekerasan
yang tidak lagi berdiri sendiri dan bagian utuh dari persoalan sistem budaya
lokal. Sejumlah kasus dalam KDRT menunjukkan bahwa sesungguhnya telah
terjadi kini di masyarakat Indonesia suatu perubahan yang drastis.

20  Norma Sullivan, “Gender and Politics in Indonesia”, dalam Maila Stivens (ed.), Why
Gender Matters in Southeast Asian Politics. Center of Southeast Asian Studies, Monash
University, 1991, hlm. 74-85. Lihat juga,  Widjajanti M. Santoso, “Femininitas dan
Kekuasaan”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, vol. 10, No. 1, 2008, hlm. 68.
21 Widjajanti M. Santoso, Op.Cit., hlm. 53 dan 56.
22 Frances Gouda, “Good Mothers, Medeas, or Jezebels: Feminine Imagery in Colonial
and Anticolonial Rhetoric in the Dutch East Indies 1900-1942” dalam Julia-Smith,  Francis
Gouda (eds.), Domesticating the Empire, Race, Gender and Family Life in French and
Dutch Colonialism, 1999, hlm. 237.
23 Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, Op.Cit.
24  Widjajanti M. Santoso, Op.Cit., hlm. 57.
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Pelaku KDRT tidak hanya laki-laki atau perempuan sesuai garis linear sistem
kekerabatan di atas, tetapi bisa siapa saja dalam rumah tangga tanpa
membedakan jenis kelamin dan status perkawinan.

Akibat Dari Situasi Konflik

KDRT merupakan pertanda keharmonian dalam rumah tangga
tergantikan oleh sitausi konflik. Konflik dalam tataran sosiologis diartikan sebagai
suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, dimana
salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan
atau membuatnya tidak berdaya. KDRT sesungguhnya terjadi dalam situasi
konflik yang dipicu oleh perbedaan  antara anggota-anggota dalam rumah tangga
dalam berbagai aspek. Kasus-kasus KDRT  yang sempat muncul ke ranah
publik menunjukkan  KDRT terjadi karena perbedaan kepribadian antara pelaku
dan korban  yang disebabkan umumnya oleh perbedaan kepandaian, wawasan,
adat-istiadat atau budaya, dan agama atau keyakinan.

Perbedaan-perbedaan itu membuat anggota-anggota dalam rumah
tangga terutama suami dan istri satu sama lain sulit untuk bisa saling
memahami. Sesuatu yang dianggap baik, wajar dan tepat oleh pelaku
kekerasan belum tentu demikian dalam pandangan korban, sehingga
mereka sulit untuk bisa menyesuaikan diri dan memenuhi keinginan-keinginan
masing-masing. Dalam situasi di mana keinginan dan harapan tidak terpenuhi
akan muncul prasangka bahwa di rumah tangga tidak lagi ditemui kepedulian
dan penghargaan terhadap sesama sehingga akhirnya memicu pihak yang lebih
dominan dan berkuasa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap yang lemah
atau yang dikuasai.

Konflik yang terjadi menggiring pelaku KDRT ke arah perilaku
menyimpang yang tidak sejalan dengan tuntunan nilai-nilai asli budaya lokal
Indonesia dan norma-norma sosial yang dipedomani oleh masyarakat. Ini berarti
nilai-nilai luhur budaya dan norma-norma sosial tersebut bagi masyarakat ketika
tindak KDRT terjadi tidak lagi berperan sebagai pedoman utama dan alat
pengendali dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial mereka, termasuk dalam
rumah tangga. Demikian pula, peran agama yang dianut oleh pelaku sebagai
salah satu pranata sosial yang mengajarkan pemeluknya nilai-nilai luhur dalam
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berperilaku sosial dan berinteraksi dengan sesama, termasuk dengan keluarga,
menjadi lumpuh.

Pengaruh Dari Situasi Anomie

Dalam keadaan bebas nilai seperti ini, KDRT terjadi ketika pelaku
berada dalam situasi tidak menentu, kacau, dan kehilangan pegangan. Keadaan
ini lah yang dalam perspektif sosiologis dikenal dengan siatusi anomie, yaitu
suatu istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Sosiolog Perancis abad
ke 19, Emile Durkheim, untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa
hukum atau tanpa peraturan.25 Jika ada pendapat kukuh mengatakan bahwa
mustahil seseorang bertindak seburuk apa pun secara bebas nilai, maka nilai
yang dipegang pelaku tindak KDRT ketika tindakan tersebut terjadi adalah
nilai-nilai ketidakmenentuan yang terkandung dalam situasi anomie.

Anomie adalah sebuah konsep cemerlang yang diajukan Durkheim
ketika menjelaskan sebab-sebab orang melakukan tindakan bunuh diri (suicide)
untuk menggambarkan kekacauan yang dialaminya. Keadaan tersebut dicirikan
oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, perasaan alienasi
atau keterasingan, dan ketiadaan tujuan dalam hidupnya. Anomie umumnya
terjadi ketika masyarakat sekitar mengalami perubahan-perubahan besar dalam
ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk. Anomie lebih umum terjadi
ketika terdapat kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis
yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian
masyarakat.26

25 Situasi anomie yang dicirikan dengan kekacauan sesungguhnya juga sedang terjadi
di lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu negara atau pemerintahan. Sejarawan Anhar
Gonggong ketika menyampaikan orasi sejarah dalam Refleksi 100 Tahun M. Natsir:
Pemikiran dan Perjuangannya, di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka
Barat, Jakarta pada tanggal 15 Juli 2008 mengatakan, “Demokrasi Indonesia tengah menuju
kehancuran yang disebabkan karena ketiadaan etika di kalangan elit politik di DPR maupun
aparat pemerintah di semua instansi. Ini ditandai dengan munculnya kasus-kasus tidak
etis seperti kasus suap dan seksualitas atau pemesanan perempuan, dan kasus maraknya
korupsi di berbagai tempat. Pelanggaran etika ini terjadi karena pemimpin tidak mau belajar
dari sejarah dan tidak melihat makna di balik sejarah meskipun membaca sejarah, sehingga
akhirnya tidak pernah belajar dan memiliki etika. Lihat juga, Kompas, “100 tahun Natsir.
Demokrasi Indonesia Ditengarai ke Arah Kehancuran”, 17 Juli 2008, hlm. 22.
26 http://id.wikipedia.org/wiki/anomie.
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Kekacauan pikiran yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan
bunuh diri sejatinya menggambarkan situasi kejiwaan dan emosionalnya yang
tidak stabil. Karena itu, situasi anomie pada mulanya lebih merupakan persoalan
dalam ruang lingkup psikologi. Bagaimanapun, perkara ini tidak dapat
dipisahkan begitu saja pembahasannya dari dimensi sosiologis karena kecauan
pikiran dan ketidakstabilan emosi tersebut terjadi lebih karena sebab-sebab
yang dari datang dari luar diri individu bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan
dengan gamblang oleh Durkheim, sebab-sebab luar tersebut terutama adalah
perubahan-perubahan besar dalam masyarakat dalam bidang ekonomi dan
kesenjangan signifikan antara cita-cita ideal (das sain) yang dibangun
masyarakat dan kenyataan-kenyataan sosial yang ditemui dalam kehidupan
(das sollen).

Oleh sebab itu, KDRT di luar faktor psikologis individu pelaku, seperti
karakter yang pemarah, mudah bosan dan suka dengan tindakan-tindakan
yang dapat mengakibatkan kesakitan pada orang lain, disebabkan pula oleh
faktor-faktor eksternal di luar individu bersangkutan. Dalam hal ini, kata kuncinya
adalah perubahan sosial budaya sebagai sebuah gejala perubahan struktur
sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Meskipun perubahan sosial
budaya merupakan sesuatu yang alamiah sesuai perkembangan zaman dan
hasrat manusia untuk melakukan perubahan, perubahan sosial budaya terjadi
karena beberapa faktor internal, seperti komunikasi, cara dan pola berpikir
masyarakat, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, dan revolusi.
Perubahan sosial budaya juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor luar
atau eksternal, seperti bencana alam, perubahan iklim, peperangan dan pengaruh
kebudayaan asing atau kebudayaan masyarakat lain.27  Karena itu, situasi
anomie pada satu segi dan konflik pada segi yang lain dapat secara serentak
berperan dalam mendorong terjadinya KDRT. Kedua kondisi tersebut saling
berkaitan sebagai satu kesatuan organik sehingga sulit membedakan dengan
pasti antara tindak KDRT yang dipicu oleh konflik pribadi dan atau
konflik permanen dalam rumah tangga, dan tindak KDRT karena pengaruh
situasi anomie lantaran perubahan sosial yang drastis.

Kenyataan menunjukkan banyak kasus KDRT terjadi ketika
masing-masing pihak dalam rumah tangga gagal menyikapi kondisi sosial
di luar rumah tangga secara cerdas sehingga berimbas ke dalam rumah tangga.

27  http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan_sosial_budaya.
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Dalam banyak kasus KDRT, faktor pemicu yang umum mengakibatkan
kekacauan emosi dan pikiran itu adalah ketidakseimbangan dalam
aspek ekonomi. Dengan kata lain, cita-cita ideal rumah tangga akan
terganggu dan terhambat diwujudkan jika kesulitan-kesulitan ekonomi
melilit rumah tangga berkenaan. Akibatnya, pelaku merasa frustrasi dengan
keadaan yang dialaminya dan terdorong untuk melampiaskan perasaan
frustasi tersebut kepada anggota lain dalam rumah tangga melalui tindakan-
tindakan penyimpangan yang antisosial dan antikemanusiaan seperti
halnya KDRT.

KDRT yang secara spesifik disebabkan oleh persoalan ekonomi
sejatinya dapat digolongkaan kedalam dua kelompok, yaitu persoalan ekonomi
murni dan persoalan ekonomi yang muncul lantaran pengaruh kebudayaan luar.
Kelompok yang pertama merupakan persoalan yang timbul untuk memenuhi
kebutuhan dasar atau primer (basic needs), sementara kelompok kedua
merupakan persoalan ekonomi yang muncul karena pemenuhan kebutuhan
tambahan atau sekunder yang dipengaruhi oleh budaya konsumerisme
sebagaimana nampak menonjol di kalangan masyarakat perkotaan.

Kebutuhan dasar hidup suatu rumah tangga memang bukan hanya
pangan, tetapi juga papan (perumahan), pendidikan, dan kesehatan, yang
semuanya itu termasuk ke dalam persoalan ekonomi murni. Malah bagi sebagian
kelompok masyarakat yang agak mapan, kebutuhan dasar tersebut termasuk
juga rekreasi dan penyaluran hobi. Meskipun pangan merupakan yang terpenting,
keberhasilan dalam pemenuhan semua kebutuhan dasar tersebut amat
bergantung kepada kekuatan ekonomi rumah tangga bersangkutan. Kegagalan
dalam pemenuhan semua kebutuhan dasar tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya KDRT.

Di atas telah dijelaskan betapa perbedaan individu-individu dalam rumah
tangga dalam hal karakter, latarbelakang dan tingkat pendidikan, kedudukan,
status sosial dan berbagai bentuk latarbelakang sosial lainnya menjadi penyebab
terjadinya KDRT. Bagaimanapun, sitausi anomie yang muncul karena
perubahan-perubahan sosial dan juga ekonomi ditengarai kuat menjadi
pemicunya. Masyarakat sering dikejutkan oleh media massa yang melaporkan
kejadian-kejadian ekstrim antisosial dan antikemanusiaan dalam rumah tangga
yang sepenuhnya merupakan peristiwa atau kasus KDRT.
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Meskipun tidak lagi ingat persis setiap peristiwa dan pelakunya, kita
tentu pernah mendengar kasus seorang ibu tega meracun anaknya sampai tewas
yang kemudian disusul dengan tindakan membunuh dirinya sendiri dengan cara
yang sama lantaran dia tak kuat lagi menanggung beban hidup yang semakin
berat. Demikian pula kasus-kasus tentang kejengkelan istri terhadap kebiasaan
suami yang pemalas dan suka main perempuan serta berjudi yang berujung
dengan tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri.

Upaya Mencegah Tindak KDRT

Banyak hal positif dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari
hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam rumah tangga. KDRT
sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan
menjalankan berbagai prinsip positif  dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota
menurut hak dan kewajiban masing-masing.

Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-
sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat
banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar KDRT terelakkan atau
setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Di antaranya ialah:

Memperkuat Jaringan Sosial

Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu angggota-
anggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang
mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti
nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan. Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itu
lah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari
anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak dan sebagainya dalam suatu
hubungan antarsesama yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga dalam
mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya KDRT,
sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antar individu bersangkutan.
berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran
agama maupun tradisi atau kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap
tradisi dan budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan
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lokal (local wisdom) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya
yang lain, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal.

Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama
mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik
kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi begitu penting. Karena begitu
pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai
tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik
antarindividu yang berakibat terjadinya tindak KDRT. Oleh karena itu, suami,
istri, dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latarbelakang tradisi dan
budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekpresikan nilia-nilai positif
budaya masing-masing dalam kesalehan lingual atau kesalehan verbal melalui
ucapan dan tuturkata yang santun, sejuk, damai dan menyenangkan. Selain itu,
mereka juga dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku
yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.

Pemahaman yang memadai tehadap nilai-nilai budaya lokal akan
membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya
luar dalam bungkusan globalisasi yang kini gencar melanda seluruh pelosok
dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap daripadanya,
akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi
anomie. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh
derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup
manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal
(Indonesia) dan agama.

Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga

Menjalani hidup berkeluarga seadanya dalam tingkat kepasrahan yang
tinggi tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks
dengan sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak
hanya berlaku di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan sejumlah persamaaan
dan perbedaannya.  Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan
ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan KDRT. Karena
itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-
masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan
struktur bangunan ekonomi keluarga mereka.
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Tanggungjawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai
kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan
tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah
melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami
juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan
inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan
bidang pekerjaannya yang utama.

Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat
melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja
dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak
yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat
menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat
melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan
meminta kedua orangtuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok
saja.

Mengamalkan Ajaran Agama

Agama, khususnya Agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber
dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran, dan bukan sistem nilai, nilai-
nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan merasuk dalam hati dan pikiran
untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam
kehidupan berkeluarga.

Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 21 dan 154 menegaskan bahwa
perkawinan sebagai bentuk kesepakatan yang kokoh (mitsqan ghalizan) yang
dibangun di atas landasan prinsip pergaulan yang santun (‘muasyarah bi al-
ma’ruf) akan membawa suami, istri, dan seluruh anggota keluarga kepada
kehidupan yang damai, tenteram, dan bahagia.  Dalam pada itu, sebuah hadits
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Muawiyah
ibn Hidah mengindikasikan pembelaan yang sangat kuat terhadap perempuan
dan kecaman terhadap perilaku buruk suami terhadap istri. Hadits tersebut
artinya ialah,

 “Ya Rasulullah, apakah yang patut kita perbuat terhadap
para istri? Rasul menjawab, “pergauilah istrimu sesuai seleramu,
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berilah ia makan jika kamu makan, berilah pakaian jika kamu
berpakaian, tetapi janganlah kamu tampar wajahnya dan jangan
pula kamu pukul.”

Hadits ini menyiratkan maksud bahwa sikap suami yang tidak memukul
dan suka memberi maaf mencerminkan tindakan terpuji sejalan dengan
kandungan makna ayat 237 Surah Al-Baqarah.

Penutup

KDRT dalam perspektif sosiologis merupakan fakta sosial yang bersifat
lintas etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat
dari berbagai golongan, status dan lapisan sosial hampir di semua tempat. Sebagai
sebuah tindakan antisosial dan anti kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara
tiba-tiba dan terencana oleh dan terhadap semua aktor atau anggota dalam
suatu rumah tangga yang bertindak sebagai pelaku maupun korban. KDRT
dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan
dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan
penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya.  Pada dimensi yang lebih
luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat
manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia (HAM).

Pada awalnya, KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang
bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain,
termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling
ringan hingga ke yang paling ekstrim sampai menyebabkan cacat fisik tetap
bagi korban bahan kematian. Perkembangannya yang kian meluas di masyarakat
dengan akibat yang tak terperikan membuat perkara ini mulai terkuak dan
mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari masyarakat sekitar, pemerintah,
dan dunia internasional.

Tindak KDRT dalam berbagai bentuk dan kasus terjadi karena dominasi
dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pelaku. Namun demikian,
sejumlah faktor internal pada pribadi aktor-aktor pelaku dalam rumah tangga,
dan faktor-faktor eksternal yang berpusat pada sistem nilai budaya lokal dan
perubahan sosial yang berlangsung cepat , turut berperan sebagai penyebab
dan pemicunya.
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Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan
berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan
oleh semua pihak sebagai wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama,
terutama oleh mereka yang terkait lansung dengannya sebagai pelaku dan korban.
Semua langkah menuju ke arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai
dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui
penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat
dalam kearifan budaya lokal (local wisdom), dan penguatan fondasi dan struktur
bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan kreasi baru. Mengatasi semuanya
itu adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui
langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya
ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga.
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PENEGAKAN HUKUM
KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh: Rita Serena Kolibonso, S.H.,LL.M.*

Pendahuluan

Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT
(disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual
atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah
tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang
mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja
membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Domestic violence atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap
istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau
kekerasan dalam keluarga. Menurut Laporan Bank Dunia tahun 1994, bentuk
kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan
terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi
hubungan intim yang mengarah pada sistimatika kekuasaan dan kontrol, dimana
penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan
intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi.
Disebutkan pula bahwa seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan
dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami,
pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau
seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Dan perlu diketahui

*  Advokat, Ketua Pengurus Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
“Mitra Perempuan”.
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bahwa tidak semua bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi hubungan intim
berlangsung antara seorang penyiksa laki-laki terhadap seorang perempuan
(korban), penyiksaan terjadi pula diantara pasangan homoseksual (lesbian dan
gay), meskipun mayoritas kasus domestic violence dilakukan oleh laki-laki
terhadap perempuan.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap
Perempuan1 (PBB, 1993) membagi ruang lingkup terjadinya Kekerasan
terhadap Perempuan atas 3 lingkup, yaitu di keluarga atau domestic, di
masyarakat atau public domain serta dilakukan oleh negara atau state.
Pembagian ruang lingkup ini yang kemudian menguak kejahatan yang selama
ini tersembunyi dan ter-’lindungi’ dari intervensi luar untuk membantu korban
dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga yang terakhir ini dikenal dengan
sebutan domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga.
Tercatat sejumlah negara telah lebih dahulu memberlakukan Undang-Undang
mengenai domestic violence ini diantaranya Malaysia memberlakukan Akta
Keganasan Rumah Tangga (1994), Selandia Baru, Australia, Jepang, Karibia,
Meksiko dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Di Malaysia, tindak
penderaan [penganiayaan] fisik terhadap perempuan cukup tinggi jumlahnya,
penderaan tersebut dilakukan oleh suami atau teman lelaki korban. Di tahun
1989 diperkirakan sebanyak 1.800.000 (36%) perempuan Malaysia yang
berumur diatas 15 tahun telah pengalami pemukulan secara fisik oleh suami
atau teman lelakinya.2

Bagaimana tindak KDRT ini di Indonesia? Sejauhmana penegakan hukum
terhadap UU Penghapusan KDRT diterapkan di negara kita? Tulisan berikut
ini akan membahas topik tersebut diatas.

Fakta KDRT di Indonesia

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai statistik nasional untuk
tindak KDRT.  Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah
institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan
KDRT dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

1 The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993.
2 Rashidah Abdullah et all, Kes Memukul Wanita di Malaysia: prevalens, masalah dan
sikap orang awam (Selangor Darul Ehsan Malaysia: WAO, 2000), hal. 6.
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3 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang
kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2007, hal. 5.

dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut Komnas
Perempuan, mencatat bahwa di tahun 2006 sebanyak 22,512 kasus kekerasan
terhadap perempuan dilayani oleh 258 lembaga di 32 propinsi di Indonesia
74% diantaranya kasus KDRT dan terbanyak dilayani di Jakarta (7.020 kasus)
dan Jawa tengah (4.878 kasus)3. Lembaga-lembaga tersebut termasuk RPK
[Ruang Pelayanan Khusus] atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di
kepolisian, Pusat Krisis Terpadu & Pusat Pelayanan Terpadu [PKT & PPT] di
Rumah Sakit atau Layanan Kesehatan, Women’s Crisis Centre (WCC) dan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyediakan layanan pendampingan
bagi Korban serta Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Data tahun 2007 Mitra Perempuan WCC mencatat 87% dari perempuan
korban kekerasan yang mengakses layanannya mengalami KDRT, dimana
pelaku kekerasan terbanyak adalah suami dan mantan suaminya (82,75%).
Fakta tersbut juga menunjukkan 9 dari 10 perempuan korban kekerasan yang
diampingi WCC mengalami gangguan kesehatan jiwa, 12 orang pernah mencoba
bunuh diri; dan 13,12% dari mereka menderita gangguan kesehatan
reproduksinya. Diagram-diagram berikut adalah Statistik kasus yang didampingi
oleh Mitra Perempuan WCC (2004-2006).

Diagram 1
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Diagram 2
Bentuk-bentuk Kekerasan yang dialami 336 Perempuan Dampingan
Mitra Perempuan WCC, 2006:

Diagram 3
Perbandingan Dampak Kekerasan terhadap Kesehatan Psikis dan
Reproduksi Perempuan Dampingan Mitra Perempuan WCC, 2004-
2006:
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Dampak tindak perkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap
kesehatan perempuan yang mengalami kekerasan sangat memprihatinkan karena
berdampak pada kesehatan perempuan secara menyeluruh, karena kekerasan
seksual selalu disertai dengan kekerasan fisik dan psikis.

Salah satu dampak yang menimbulkan masalah serius adalah dampak
secara khusus pada kesehatan reproduksi perempuan, di samping gangguan
atau kesakitan fisik, gangguan kesehatan mental bahkan potensial terjadi
kematian atau korban bunuh diri. Gangguan kesehatan reproduksi yang dialami
perempuan yang mengalami perkosaan diantaranya Infeksi Saluran Reproduksi
(ISR), Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk infeksi HIV dan AIDS,
kehamilan yang tidak dikehendaki, abortus spontan, pemaksaan abortus, Berat
Bayi Lahir Rendah (BBLR), kecacatan pada bayi dan kerusakan organ genital
atau reproduksi.

Memaksakan dilanjukannya kehamilan yang tidak diinginkan oleh
Korban Perkosaan akan meningkatkan resiko kehamilan perempuan. Tekanan
psikis dan trauma yang dialami oleh perempuan hamil tersebut akan membayangi
kehidupannya.

Diagram 4
Perbandingan Jumlah Kasus Percobaan Bunuh Diri Perempuan Korban
Kekerasan Dampingan Mitra Perempuan WCC, 2004-2006:

5

26

18

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006

Perbandingan Percobaan Bunuh Diri

N = 329 N = 455 N = 323



40

Vol. 5 No. 3 - September 2008

Penegakan Hukum Kasus KDRT

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU
Penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara
dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan
yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta
penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak
sebelum persidangan dimulai.

Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda

Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT di Jakarta, Bogor
Tangerang, Depok dan Bekasi, penegakan hukumnya selain menggunakan
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan
KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat
sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan.
yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan
pasal-pasal UU No. 23 Tahun 2004 diantaranya Pasal 49 jo Pasal 9 dan
Pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa
ijin istri; Pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; Pasal 45 untuk tindak kekerasan
psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi
pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah
kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan
pasal-pasal KUHP (Pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 dan 335 untuk
kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); Pasal 81 dan 82 UU No. 23
Tahun 2002 dan Pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum
ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda
maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.

Penerapan Pidana Tambahan

Hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman
pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU
No. 23 Tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:
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“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat
menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk
menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu,
maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah
pengawasan lembaga tertentu.”

.
Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan

hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah
berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk
menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku
melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif
untuk merancang program dan menyelenggarakan konseling bagi pelaku KDRT
sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor
laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul
untuk layanan konseling yang dibutuhkan.

Data di WCC mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya
hukum secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam
gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal ini dipilih
oleh mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya, namun
memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang
dilakukan oleh suaminya selama perkawinan4.

Penerapan Perlindungan Bagi Korban oleh Pengadilan

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus
untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya
adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh
Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 UU
No. 23 Tahun 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan

4  Mitra Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women’s
Crisis Centre: Laporan 2007, hal. 2.



42

Vol. 5 No. 3 - September 2008

yang beisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28).
Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Pasal 29 UU ini mengatur:

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat
diajukan oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping;atau
e. pembimbing rohani.”

Bentuk perlindungan hukum ini juga belum banyak dikenal dan
diterapkan oleh para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Berdasarkan pemantauan LSM hingga tahun 2008 ini, baru satu Pengadilan
Negeri di Jawa Tengah yang telah beberapa kali mengeluarkan surat penetapan
perintah perlindungan bagi korban, dan memprosesnya dalam tenggang waktu
kurang dari 7 (tujuh) hari.

Kesimpulan dan Saran

Beberapa catatan atas penegakan hukum dan penerapan UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selama hampir 4 (empat) tahun
terakhir, cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan KDRT
merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan penegakan
hukum yang konsisten.

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Penghapusan KDRT dan
Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan
penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan mendesak yang
perlu direncanakan dengan baik.

Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan
KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya
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memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap
nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin
oleh konsititusi.

Selain itu dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan
bersih dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum,
layanan sosial dan layanan publik yang terkait.
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* Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum dan Politik Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan 2008.

IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SUATU  TANTANGAN  MENUJU
SISTEM HUKUM YANG RESPONSIF GENDER

Oleh: Mudjiati, S.H.*

I.  PENDAHULUAN
Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh

pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri
atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dengan suatu undang-
undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-
hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan
tindakan diskriminasi.

Dalam konsep domestic violence, cakupan atas tindakan yang
dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan
yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang
bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan
hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan
yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi
korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut  dapat
terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan
keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT).

Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun
2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan,
khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut
Pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku:
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orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6%(pelaku: tetangga);
2,5%(pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru);
dan 8,0% (pelaku: lainnya).1

Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan
dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami
(tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah  orang tua/mertua, anak/cucu
dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan. Hal ini tentu saja cukup
memprihatinkan.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa
seseorang  korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan
perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja  pada
saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan
masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah
suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari
pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan
bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan
kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat
terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu
aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-
tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan
kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun
psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat
tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja
perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini
praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena
belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal
istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan
terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan
psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme

1 Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Survei
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006, (Jakarta: Badan Pusat Statistik,
2000), hlm.24.
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untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga
korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal
ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban
KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun
pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat
pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya
praktis sama yakni sangat patriarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT
termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara
proporsional. Sehingga, harapan besar korban  menjadi pupus dan harus
menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya
tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat
penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan
publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena
akhirnya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang
diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang
didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap
korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga
keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT
bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik,
maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan  secara
proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan
terhadap pelaku. Hal ini pun sudah  dijamin perlindungannya dalam konstitusi
kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan langkah tersebut, maka penulisan ini dimaksudkan
dalam rangka  menyampaikan sekilas gambaran mengenai pelaksanaan UU-
PKDRT  dan seberapa jauh efektifitasnya. Adapun metodologi dalam penulisan
ini didasarkan pada pencermatan atas pengaturan dalam beberapa ketentuan
UU-PKDRT dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan.
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II. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MERUPAKAN
BENTUK  KEKERASAN BERBASIS GENDER.

Menengok sejarah mengapa para aktivis dan pemerhati perempuan
sangat memperjuangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa
bukan saja Konstitusi Indonesia  telah secara tegas dan jelas melindungi hak-
hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun
kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, sudah sangat
memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap
bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam:

“Pasal 28A menentukan bahwa:”Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; Pasal 28B ayat
(1) berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; Ayat (2) Pasal
28B menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”; dan Pasal 28G ayat(1) bahwa: “Setiap orang bebas
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms
Discrimination Against Women/ CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap
negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan
undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi,
dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan
sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan
menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar
persamaan dengan laki-laki.
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CEDAW telah memberikan arti ’diskriminasi’ secara komprehensif
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 CEDAW bahwa:

“Dalam Konvensi ini istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti
setiap pembedaan, pengucilan, atau  pembatasan yang dibuat atas
dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk
mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya
bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas
dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah “diskriminasi” tersebut
meliputi:
1. Ideologi, berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan

kemampuan perempuan;
2. Tindakan, pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan;
3. Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung;
4. Akibat;
5. Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak

dan  kebebasan;
6. Diskriminasi dalam semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,)

dan oleh setiap pelaku.2

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian diskriminasi tersebut
sangat jelas digambarkan adanya pembedaan perlakuan berupa pengucilan
atau pembatasan terhadap perempuan (atas dasar jenis kelamin) yang
mempunyai ‘pengaruh’ atau  ‘tujuan’ untuk mengurangi atau menghapuskan
pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan lainnya.

2 Partners for Law in Development, United Nation Development Fund for Women,
Mengembalikan Hak-Hak Perempuan, (New Delhi: Partner for Law in Dvelopment,
2004), hlm. 27-30.
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Dalam perjalanannya, pengertian diskriminasi  sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 1 CEDAW mengalami perkembangan yang cukup positif,
hal mana bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan juga menjadi cakupan
dalam pengertian  diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana
ditetapkan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun
1993 (Sidang ke-11, Tahun 1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan
(Violence Against Women), diantaranya mengemukakan mengenai bentuk-
bentuk diskriminasi yang menghalangi kaum perempuan dalam mendapatkan
hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Butir 1 dari latar belakang
Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap
Perempuan, menyatakan bahwa: “Kekerasan berbasis gender adalah sebuah
bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita
untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak
dengan laki-laki”.

Selanjutnya,  Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor
19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan
bahwa  :

“Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi
terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga
kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan
kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-
hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional.
Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan
kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau
ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan
lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu
dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang
kekerasan”.

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW, maka dalam
rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan-
kebijakan pelaksanaannya, Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk
pembentukan perundang-undangan baru atau penyempurnaannya melalui
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“reformasi hukum, yakni, pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan
memperbaiki apa yang dipandang jelek atau salah dari sistem hukum tersebut
agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.3

Dalam hal ini, Indonesia antara lain telah membentuk Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(UU-PKDRT)  yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan
muatan yang memperhatikan perspektif gender. Satu hal yang tampak jelas
dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah dicantumkannya pengertian
“kekerasan dalam rumah tangga”, yang dalam perumusannya juga telah
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam CEDAW
beserta  rekomendasinya (Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun1993 tentang
Kekerasan terhadap Perempuan).

Definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 butir 1 UU-PKDRT sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian “kekerasan dalam rumah
tangga/KDRT” praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian
“kekerasan berbasis gender” dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993,
diantaranya:  setiap perbuatan terhadap seseorang,  dan dalam hal ini
ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasi ada
kesamaan, yakni, mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban
KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sementara
dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum

3 A.A. Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan
Perundang-undangan, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006),
hlm.74.
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Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa….tindakan-tindakan yang
mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual
atau ancaman-ancaman seperti itu.

Ketentuan Pasal 5 UU-PKDRT juga menegaskan bahwa “Setiap
orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis; c.kekerasan seksual; atau penelantaran rumah
tangga.”

Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan
berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Alinea ke-empat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang
menegaskan: “........Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan
terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi”. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat
Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap
orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”.

Ketentuan mengenai  definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 CEDAW/
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,  dan pada Butir ke-6 Rekomendasi
Umum Nomor 19 Tahun1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian “kekerasan
dalam rumah tangga” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan
satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti
diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan
atau kekerasan berbasis gender.
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Hubungan diantara ketiganya semakin menegaskan bahwa cakupan
diskriminasi adalah berupa bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan
ancaman-ancaman lain serupa. “Ancaman lain” yang dimaksud dalam  ketentuan
Pasal 1 UU-PKDRT disebut dengan istilah “penelantaran rumah tangga”.
Bahkan UU-PKDRT pun telah menegaskan dalam pengaturan normatifnya
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 mengenai larangan kekerasan
dalam rumah tangga dengan cara kekerasan: fisik, psikis, seksual, atau
penelantaran rumah tangga, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 mengenai
apa yang dimaksud kekerasan fisik, Pasal 7  tentang kekerasan psikis, Pasal 8
tentang kekerasan seksual, dan Pasal 9 tentang penelantaran dalam rumah
tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dikenai
sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal
49. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga
merupakan suatu bentuk diskriminasi adalah sebagaimana dilandaskan pada
ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun  1945, sehingga  bentuk-bentuk kekerasan
berbasis gender juga telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

III. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
       KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Pada tahun 2008 ini memasuki hitungan tahun keempat sejak
pengundangan dan pemberlakuan atas UU-PKDRT. Dalam pengaturannya,
selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap
korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam
rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan adanya
perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan
perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya
berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk kekerasan dalam rumah
tangga itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap
anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Namun demikian,
masih banyaknya hambatan dalam proses penanganan perkaranya sangat
dirasakan adanya.  Hal ini  dapat diindikasi, antara lain, masih kurangnya
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pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan
sebagian masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, sarana dan
prasarana pelayanan  yang belum/kurang memadai, hingga persoalan dark
number atas kasus-kasusnya yang tidak terungkap, maka hal ini menjadi sangat
relevan untuk disikapi dan dipecahkan solusinya, baik terkait dengan akar
permasalahan maupun hal-hal yang bersifat represif.

Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan
karena hukum itu pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan
pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang
harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan
adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis
itu hukum  lalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena
bentuknya lebih mudah untuk melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum
tertulis mudah tercipta  kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang
diaturnya.4

Sejak diberlakukannya UU-PKDRT, semakin nampak adanya
peningkatan  atas  pelaporan kasus-kasus KDRT. Hal ini dapat diindikasikan
adanya keberanian masyarakat dalam mengungkapkan hal yang selama ini
dianggap tabu/aib, atau juga dapat ditandai sebagai munculnya kesadaran hukum
dalam masyarakat akan perlindungan hak-hak asasinya serta kewajibannya
sebagai warga negara, utamanya dalam turut serta menciptakan suasana
kerukunan dan keharmonisan suatu keluarga/rumah tangga dan masyarakat
disekitarnya, yang dilandasi atas penghormatan harkat dan martabat dengan
sesamanya baik dalam kapasitasnya sebagai suami, isteri, maupun anak dan/
atau sebagai anggota rumah tangga terkait.

 Catatan KOMNAS PEREMPUAN dalam Pelaporan Kasus KDRT
Pasca UU-PKDRT menggambarkan adanya peningkatan julah kasus KDRT
dari tahun ke tahun, yakni, dimulai tahun 2004 (2.425 kasus), tahun 2005
(6.029 kasus), tahun 2006 (2.789 kasus), dan tahun 2007 (19.253 kasus).
Sehingga keseluruhan kasus KDRT sejak tahun 2004 sampai dengan 2007
adalah sebanyak 30.496 kasus. Diantara korban tersebut, terbanyak adalah
isteri, yakni,  mencapai 85% (25.788 kasus)dari total korban. Anak
perempuan merupakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar

4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Semarang: PT Cipta Aditya bakti, 2000), hlm.191.
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(2.548 kasus) dan pembantu rumah tangga menduduki posisi keempat
terbanyak (467 kasus)”.5

A.  Kebijakan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang
bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam
suatu rumah tangga. Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea
Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).
Permasalahannya, sejauh mana hal ini teraplikasikan sesuai dengan pengaturan
dan implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat sekitar
kita, hal ini perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya
pencegahan maupun upaya yang bersifat  represif melalui kebijakan-kebijakan
operasionalnya.

Untuk upaya pencegahan, UU-PKDRT telah memberikan mandat
kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan
perempuan (pada saat ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), untuk
melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam
Bab V mengenai Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Pasal 11 dan
Pasal 12 UU-PKDRT, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah
bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT, yang dilakukan dengan:
a) merumuskan kebijakan tentang KDRT;
b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT;
c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT; dan
d)  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT
    serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-
instasi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UU-PKDRT ke berbagai
kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian

5 KOMNAS Perempuan, 10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan
Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender, (Jakarta: KOMNAS Perempuan,
2008), hlm.8.

.
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Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan  Nomor 01 Tahun 2006 tentang Forum
Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga (PerMenegPP No.01/2006). Forum sebagimana disebut dalam
PerMenegPP No.01/2006 dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas
bidang atau sektor dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga, baik di pusat maupun di daerah. Adapun tujuannya adalah
untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan
kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT.  Untuk hal itu, upaya-
upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-
lembaga lain, yakni, lembaga sosial  yang berada di lingkungan masyarakatnya.
Bahkan sangat dihimbau untuk melakukan penyebaran informasi serta
pemahaman/pengertian mengenai KDRT dalam rangka mewaspadai akan
munculnya KDRT dilingkungannya.

Hal ini mengingat, masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban
terkait dengan KDRT, yakni, melakukan upaya-upaya sesuai dengan
kemampuannya untuk:
a) mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b) memberikan perlindungan kepada korban;
c) memberikan pertolongan darurat;
d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal
    15 UU-PKDRT)
Untuk hal itu, masyarakat dapat segera melaporkan atau melakukan upaya-
upaya segera sesuai dengan kemampuannya dalam hal terjadi KDRT
dilingkungannya masing-masing. Pelaksanaan atas kewajiban tersebut, tentunya
sangat diharapkan agar dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan,
dengan harapan juga akan tetap dan terus tercipta kepedulian sosial yang tinggi
serta keharmonisan yang selalu terbina baik di lingkungan rumah tangga yang
bersangkutan maupun lingkungan masyarakat bertetangga.

Penjabaran dalam berbagai kebijakan pelaksanaan sesuai dengan
maksud dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah
sebagaimana telah dituangkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan atas UU-
PKDRT, baik berupa  kebijakan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/



57

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  ...

kota, maupun desa, yang menurut Catatan Komnas Perempuan hingga Maret
2008 paling tidak telah tercatat sebanyak 18 kebijakan, sejak diundangkannya
UU-PKDRT.6

Beberapa kebijakan di tingkat nasional, diantaranya telah disahkannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;  ditetapkannya  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah
Tangga, yang telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi
Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan Himbauan Menteri Kesehatan Nomor 659 Tahun 2007 untuk
Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban
di Puskesmas.

Adapun pada tingkat daerah, berbagai dukungan kebijakan teknis telah
dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK),
diantaranya, Provinsi Jawa Timur (Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan),
Provinsi Jawa Barat (Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak,
termasuk untuk memberikan kesehatan dan psikologi/konseling serta bantuan
hukum), Provinsi Lampung (Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan
Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan); dan bentuk MOU
antara Polda Jawa Tengah dangan Lembaga Perlindungan Anak. Provinsi
Sulawesi Utara (SK Gubernur Nomor 268 Tahun 2006 tentang Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak /P2TP2A di Sulawesi
Utara). Tingkat Kabupaten, diantaranya, SK Bupati Bone Nomor 504 Tahun
2006  tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bone,
Kepala Kepolisian Resort Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Ketua
Pengadilan Negeri Bone dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone
tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

6 Komnas Perempuan, 10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan
Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender, (Jakarta:KOMNAS Perempuan,
2008). hlm.11.
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Untuk tingkat desa, diantaranya, Peraturan Desa Sunda Kelapa, Bengkulu Utara
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.

B.  Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kerja Sama Penanganan
      Korban.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah pusat
dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan
upaya: a) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b) penyediaan
aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; c) pembuatan
dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang
melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d) memberikan
perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Untuk
penyelenggaraan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerja
sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 13 dan Pasal 14
UU-PKDRT). Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini sudah barang tentu
memerlukan dukungan  sarana dan prasarana yang dapat menunjangnya, agar
korban dapat tertangani secara proporsional, termasuk ketersediaan sumber
daya manusia yang memiliki keterampilan dan kepekaan terhadap korban,
misalnya, rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap korban.

Laporan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan UU-KDRT dengan sasaran
wilayah di  5 (lima) provinsi, yakni, Provinsi: Sumatera Utara, Kalimantan Barat,
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung7, telah dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
pada tahun 2007, yang pada intinya melakukan evaluasi atas implementasi
kebijakan yang telah dibuat baik oleh instansi di tingkat nasional maupun instansi
yang sama di tingkat provinsi.

Secara garis besar, hasil penelitian menggambarkan tentang pelaksanaan
kebijakan beberapa lembaga di daerah, yang terkait dengan penanganan
pencegahan dan pemulihan korban KDRT, yakni, Daerah Provinsi: Sumatera
Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan
Lampung, antara lain sebagaimana akan digambarkan dalam pokok-pokok
uraian di bawah ini.
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1.  Peran Instansi Pusat dan Program Terkait KDRT (Pasal 10 dan
     Pasal 11):

a.  Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), telah
mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pemberdayaan
perempuan, termasuk pemberdayaan untuk korban KDRT;

b.    Departemen Kesehatan, telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu
pemulihan medis bagi korban;

c.    Departemen Sosial, membantu pemulihan psikososial bagi korban;
d.    Kepolisian R.I. melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK), melakukan

penangan hukum terhadap korban;
e.    Rumah Sakit Pemerintah, memberikan pelayanan medis bagi korban;
f.     Lembaga Swadaya Masyarakat, diantaranya, melakukan

pendampingan korban dan/atau penanganan korban.

2.  Peran Instansi Daerah dan Program terkait KDRT:
a.    Biro Pemberdayaan Perempuan (Biro PP)

  1)  Membuat kebijakan-kebijakan terkait PKDRT di daerah, diantaranya:
  a) Sumatera Utara: SK Gubernur tentang Pembentukan P2TP2A;
  b) Nusa Tenggara Barat: SK Bersama Biro PP, Biro KeSos, dan
       Polda mengenai Penanganan Korban KDRT;
  c) Lampung: Kebijakan mengenai Pembentukan Unit Pelayanan
     Terpadu Perempuan Korban Kekerasan (UPT-PKTK);

  2)  Melakukan advokasi hukum, sosialisasi, dan pelatihan sensitif gender;
  3) Melakukan KIE, diantaranya melalui pengembangan model desa
       prima,
  4) Rumah Aman, untuk menampung korban KDRT yang mengalami

    trauma (ditemui di Sumut, Kalbar, dan NTB).
b.  Dinas Kesehatan.

 1)  Adanya Kebijakan Departemen Kesehatan/Pusat, yakni,  Pedoman
   Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di
   Tingkat Pelayanan Dasar (Bagian dari Informasi Kesehatan
   Reproduksi);

  2)  Melakukan sosialisasi pedoman Depkes-Pusat tersebut, melalui
    pelatihan untuk tenaga kesehatan (Pasal 40 UU-PKDRT, kewajiban
   tenaga kesehatan);



60

Vol. 5 No. 3 - September 2008

  3)  Wajib memeriksa korban sesuai standar profesi;
  4)  Wajib melakukan pemulihan dan rehabilitasi korban;
  5)  Berwenang melakukan pembinaan terhadap Dinkes kabupaten/kota

   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
   6)  Adanya kebijakan provinsi mengenai pembentukan tenaga kesehatan

   untuk menangani korban kekerasan (SK Gubernur).
c.  Dinas Sosial.
     1)  Berkewajiban melakukan pemulihan psikososial, rehabilitasi, atau

   pendampingan korban KDRT;
          2)  Di Shelter:  tersedia tenaga medis dan adanya petunjuk pelaksanaan

   penanganan korban
     3)  Melakukan sosialisasi, KIE melalui pelatihan rutin di bidang sosial,

   pelatihan keterampilan kepada korban, antara lain, bidang usaha,
   untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.
   Misalnya, pada Dinas Sosial Prov. Sumatera Utara, sudah ada Buku
   Panduan Profesi Pekerja Sosial;

     4)  Dalam penanganan korban, dapat dirujuk ke rumah penampungan
   (shelter), hal ini tersedia di NTB, Lampung, dan Sumut. Sedangkan
   di Kalbar  tersedia rumah aman untuk korban, yakni, rumah sosial
   perlindungan anak, ruang untuk konseling. Di Sulawesi Selatan baru
   akan tersedia trauma center.

d.  Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda.
     1)  Untuk melakukan penanganan hukum bagi korban kekerasan

   terhadap perempuan/anak dan KDRT;
      2)  Adanya rasa nyaman/tidak menyeramkan, petugas tidak berseragam

    kepolisian, dipimpin oleh polisi wanita (Polwan), termasuk untuk
    penanganan korban juga dilakukan Polwan atau PNS perempuan;

      3)  Terstruktur, di Sumatera Utara sudah terstruktur 3(tiga) tahun yang
    lalu, dan dampaknya positif terutama adanya motivasi yang  kuat
   terhadap Staf;

     4)  Visi RPK: “Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat
    perlindungan dan bantuan medis, psikologi, maupun hukum sampai
    masalah terselesaikan;

    5)  Misi RPK adalah :
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   a) memberikan rasa aman dan nyaman;
   b) memberikan pelayanan secara cepat, profesional, empati, dan
         rasa kasih;
   c) membangun jaringan kerja sama antar instansi/badal/lembaga untuk

menyelesaikan masalah kekerasan  terhadap perempuan dan anak.
    6)  Tugas RPK:

   a) menerima pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan KDRT,
membuat laporan, permohonan visum jika diperlukan, dan
merujuk korban ke rumah sakit;

   b) menjelaskan hak-hak korban dan merahasiakan identitasnya;
   c) memberikan konseling bagi korban yang datang dalam keadaan

depresi, atau menempatkan korban ke shelter, jika perlu
perlindungan.
Catatan: Belum semua Polda mempunyai shelter tersendiri, untuk
itu dapt korban ditempatkan di shelter milik instansi lain atau LSM/
LBH;

   d)    memberikan kemudahan bagi korban KDRT yang melaporkan
kasusnya  dengan tujuan selain untuk memberikan pelayanan yang
nyata membantu korban juga untuk menghilangkan stigma adanya
prosedur yang berbelit-belit jika berurusan dengan polisi.
Namun demikian, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan,
karena masyarakat masih menganggapnya sebagai aib keluarga
dan mereka juga malu jika kasusnya diketahui oleh lingkungan
sekitarnya;

   e) upaya bantuan hukum juga diberikan kepada korban dengan cara
mendatangi korban;

    f)    melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang yang telah melakukan
  kekerasan fisik  dalam hal korban menderita cacat, dengan terus
 memproses kasusnya walau korban menarik laporannya.
  Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena dampak yang di
  derita  korban, dan kasus tersebut juga bukan delik aduan sehingga
  dengan meneruskannya ke pengadilan diharapkan pelaku menjadi
  jera dan memberi efek pada penurunan kasus;
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   g)   sosialisasi KDRT di lingkungan ibu-ibu bhayangkari dan
 masyarakat langsung bekerja sama dengan Biro PP, dengan
  harapan adanya pemahaman yang sama terhadap masalah KDRT
  dan dampak  yang dialami akibat adanya KDRT.

e.  Rumah Sakit.
 1) Fokus untuk pelayanan medis bagi korban KDRT, di samping juga

memberikan pelayanan konseling bagi korban yang memerlukannya;
 2) Harus membentuk pusat pelayanan terpadu/PPT, pada

RS.Bhayangkara di Polda   sudah terbentuk PPT, kecuali di  Kalimantan
Barat yaitu di RS Pemda dan Lampung sudah memiliki kebijakan khusus
untuk pembentukan PPT sebelum diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;

 3) Pihak rumah sakit telah mengeluarkan kebijakan mengenai prosedur
penanganan medis, agar korban ditangani sesuai prosedur dan standar
profesi;

  4) Rumah sakit yang sudah memiliki PPT tidak memungut biaya
penanganan medis termasuk visum et repertum, jika korban telah
mendapat rujukan dari instansi/lembaga yang menangani;

  5) Tidak membedakan korban yang mampu atau tidak mampu, namun di
Lampung terhadap korban yang mampu biasanya dirawat di RS.Swasta;

  6) RS. Bhayangkara memberikan advokasi hukum kepada korban yang
membutuhkan, bekerja sama dengan LBH. Bahkan di  Sulawesi
Selatan meski dengan sarana terbatas, telah memiliki rumah aman, untuk
memulihkan psikis korban dan tempat perlindungan korban.

f.  Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Bantua Hukum (LSM/LBH)
1) Lembaga yang dikunjungi adalah LBH APIK, kecuali di Lampung LSM

Damar. Kasus-kasus yang ditangani sekitar kekerasan terhadap
perempuan dan anak, termasuk korban KDRT;

2)   Penanganan yang diberikan kepada korban, diantaranya dengan
pemberian penjelasan tentang hak-hak korban untuk selalu didampingi
pada setiap proses pemeriksaan dan pengadilan jika kasusnya berlanjut
ke meja hijau.

3) Merahasiakan informasi dan identitas korban, dengan fasilitasi
perlindungan di shelter jika memang dibutuhkan (misalnya, di Sumut,
Kalbar, Lampung, dan NTB);
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4) Memberikan bimbingan rohani bagi korban yang dalam kondisi mental
tertekan;

5) Melakukan sosialisasi (melalui brosur, leaflet, pamflet), pelatihan untuk
peningkatan staf dan relawan guna memulihkan kondisi korban;

6) Beberapa kasus yang ditangani, diantaranya kasus penelantaran rumah
tangga atas korban yang berstatus kawin siri (Sulawesi Selatan dan
Kalimantan Barat). Kendala yang dialaminya, sulit mencari bukti berupa
surat keterangan RT/RW atau pernyataan saksi yang menghadiri
pernikahan, maka untuk penyelesaian kasusnya lebih  dianjurkan agar
korban dan pelaku untuk berdamai (Sumatera Utara). Dalam hal
kasusnya adalah kekerasan fisik, maka untuk bukti visum digunakan
pasal KUHP untuk menjerat pelaku.

3.  Pemahaman Narasumber dan Persepsi tentang Kasus KDRT.
Berdasarkan uraian mengenai langkah-langkah yang diperankan oleh

masing-masing instansi/lembaga daerah di 5 (lima) provinsi, diperoleh gambaran
bahwa pemahaman para narasumber yang dimintai keterangan dan penjelasan
hal-hal terkait dengan KDRT, pada umumnya mereka mengartikan bahwa segala
bentuk kekerasan, termasuk  KDRT, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang
harus dihapus. Dalam kenyataannya, kasus-kasus kekerasan banyak terjadi,
sedangkan sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan
terhadap korban KDRT.  Untuk hal itu, sangat diharapkan agar semua instansi
atau pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penghapusan KDRT
dapat  mengetahui dan memahami tentang  keberadan dan fungsi UU-PKDRT.

Umumnya, dalam kasus-kasus KDRT sasaran korban lebih sering
tertuju pada diri perempuan dan anak, dan upaya perlindungan perlu segera
ditangani agar tidak berlanjut mejadi kasus yang lebih parah. Dalam hal ini,
keluarga dan masyarakat menjadi penting dan merupakan  kunci utama dalam
upaya pelindungan korban, misalnya, untuk segera tanggap atau melaporkan
kejadiannya, atau penanganan-penanganan lain sesegera mungkin. Sebagian
masyarakat memahami bahwa KDRT merupakan isu publik dan sebagian lain
masih berasumsi bahwa KDRT sebagai suatu masalah pribadi.
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4.  Penyebab terjadinya KDRT.
Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap

Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar, yang diterbitkan oleh Departemen
Kesehatan, antara lain mengetengahkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam
lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan
interaksi dari faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik seperti riwayat
kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata. Selain itu juga dipengaruhi oleh
faktor resiko dan protektif. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat
hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di
kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan,. Namun
demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya
KDRT adalah lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, baik dalam
kondisi ekonomi yang sudah mapan/kuat maupun ekonomi pas-pasan/lemah.
Hal yang membedakan diantara keduanya bahwa  dalam hal ekonomi lemah
permasalahannya lebih kepada karena keatidakcukupan penghasilan; sebaliknya
dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru karena  implikasi dari
kelebihan materi dan konflik terjadi, misalnya, karena pelaku telah memiliki
pasangan lain atau terjadinya perselingkuhan.

KDRT dalam bentuk kekerasan fisik lebih sering terungkap, karena
mudah pembuktiannya. Sementara, dalam kekerasan psikis dan penelantaran
rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak
atau pembantu rumah tangga, padahal kasus ini banyak terjadi. Hasil penelitian
juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus KDRT, yang paling banyak
terjadi  adalah konflik antara suami dan isteri ketimbang kasus orang tua dan
anak, majikan dan pembantu, dan bentuk kasus KDRT yang lain.

Akibat yang harus diderita oleh  korban KDRT, pada umumnya mereka
menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik,
atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap
dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan/atau memilih
dengan perceraian pula.

Identifikasi atas penyebab terjadinya KDRT pada dasarnya juga dapat
dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan atau dalam
merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan
advokasinya, langkah koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap
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efektivitasnya serta langkah represifnya..  Pada hemat penulis bahwa kebijakan
yang sifatnya akan membuat solusi bagi akar permasalahan menjadi sangat
penting untuk ditempatkan sebagai  prioritas. Di sisi lain, upaya terus melakukan
pengikisan terhadap pandangan-pandangan yang  patriarkhis, diskriminatif, dan
subordinasi harus terus diusahakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan
sensitisif gender dan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga di kalangan aparat
penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, yang perlu terus
digencarkan dan ditingkatkan.

5. Kendala dalam Penanganan Korban.
a. Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti

karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan
itu adalah tindak pidana. Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang
telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan
berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan
pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa
KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga;

b. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap KDRT;
c. Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum , sehingga hasil visum

menjadi  kurang mendukung terhadap proses hukum;
d. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau,

sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter baik untuk
bangunan maupun operasionalnya;

e. Bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi merasa kesulitan/tidak ada
kekuatan perintah kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, sebagai
dampak dari pemberlakuan otonomi daerah, akibatnya pembentukan PPT
di RS dan Puskesmas hanya sebatas pembinaan dan saran saja;

f.  Penanganan kasus KDRT belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan
PPT masih tersendat;

  g. Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
44 dan Pasal 49 UU PKDRT menghambat penghapusan KDRT, karena
terdakwa dengan ekonomi mapan cenderung memilih hukuman denda
ketimbang hukuman penjara. Pada hemat penulis bahwa hal ini sebetulnya
akan sangat ditentukan oleh peran hakim yang akan menentukan berat -
ringannya putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara KDRT.



66

Vol. 5 No. 3 - September 2008

Untuk hal itu sang diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan sensitisasi
gender di kalangan para hakim termasuk sensitisasi untuk keberpihakan
pada keadilan korban, hal mana korban lebih sering pada perempuan
dan/atau anak.

IV.  PENUTUP

Berdasarkan pada uraian  tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dalam  pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai
dari pengertian “kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), dengan rumusan
yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam perkara KDRT. Hal ini juga
hampir identik dengan berbagai kejadian yang sering muncul mengenai bentuk-
bentuk KDRT dan tertuju pada diri korban/perempuan dan anak. Di sisi lain,
substansi pengaturan bahwa KDRT adalah delik biasa, hal ini masih merupakan
kesulitan bagi para penegak hukm. Hal ini mengingat bahwa seringkali korban
yang pada awalnya mengadukan perkara KDRT, misalnya karena dianiaya
atau kekerasan fisik, maka ditengah-tengah proses hukum sedang berjalan,
tiba-tiba korban menghendaki agar kasusnya dihentikan atau dicabut dengan
dalih karena sudah memaafkan pelaku, atau ketergantungan korban terhadap
pelaku.

Kasus-kasus KDRT masih didominasi pada  konflik suami-isteri dan
korban lebih banyak tertuju pada diri perempuan/isteri. Adapun penyebab
terjadinya KDRT lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi,  baik dalam kondisi
ekonomi lemah maupun ekonomi mapan.

Perhatian pemerintah terhadap permasalahan KDRT melalui
kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya baik pada jajaran
pemerintah maupun pemerintah daerah, utamanya oleh aparat yang bertanggung
jawab dibidangnya sudah mulai berjalan. Namun masih diliputi oleh banyak
kendala, diantaranya, terbatasnya anggaran/pendanaan, pemahaman aparat yang
kurang sensitif gender termasuk dalam mengupayakan penyediaan dan
perencanaan sarana dan prasarananya yang belum seluruhnya  memadai baik
kuantitas maupun kualitasnya.
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Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi
permasalahan KDRT  juga sudah mulai nampak perhatiannya, namun masih
perlu ditingkatkan pemahaman dan kewaspadaannya akan akibat KDRT melalui
peningkatan kepedulian sosial di lingkungan sekitarnya.

Adanya sistem hukum yang belum bersahabat dengan perkara-perkara
KDRT bukan semata karena isi undang-undangnya, namun lebih pada mindset
para aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas yang
masih dilingkupi pandangan yang patrarkhis sehingga tindakan-tindakan
diskriminatif kerapkali mewarnai pada kehidupan sehari-hari sebagai bukti
adanya KDRT terjadi dalam masyarakat. Langkah untuk menuju adanya sistem
hukum yang responsif gender masih butuh perjuangan keras melalui berbagai
upaya, termasuk untuk solusi pemecahan akar-akar permasalahannya.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN

UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN

Oleh: Ninik Rahayu, S.H.,MS.

Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT

adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh  jadi,
pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan
adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa
perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia
mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang
telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT
sebagai hal yang wajar dan pribadi .

Definisi  KDRT, sebagaimana dikemukakan  dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang PKDRT ini
lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan
para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak
tahun 2004. Misi dari Undang-Undang PKDRT ini adalah sebagai upaya, ikhtiar
bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa
berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu
hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan
internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan
kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga

(penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan
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tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara
pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya.
Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan
pengaturan sanksi pidana, Undang-Undang PKDRT ini juga mengatur tentang
hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada
korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini
adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan
hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini
dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat dalam Undang-
Undang PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat
dalam kekerasan. Pada Pasal 2 Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa
lingkup rumah tangga meliputi: (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang
yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a karena
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang
menetap dalam rumah tangga dan atau  (c) orang-orang yang bekerja membantu
rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang
sebagai anggota keluarga.

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai
kekerasan domestik sempat mengundang kontraversi karena ada yang
berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi
pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, Undang-
Undang PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini
undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga.
Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami
kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif
dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi
wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-Undang PKDRT ada, kasus-kasus
KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak
mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan
suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan
menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali
dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi
ditindaklanjuti.
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Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan
2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali
lipat. Sebelum Undang-Undang PKDRT lahir yaitu dalam rentang 2001 – 2004
jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Sejak diberlakukannya
Undang-Undang PKDRT 2005 – 2007, terhimpun sebanyak 53.704 kasus
KDRT yang dilaporkan.

Data kekerasan 3.169 tahun 2001, 5.163 tahun 2002, 7.787 tahun
2003, 14.020 tahun 2004, 20.391 tahun 2005, 22.512 tahun 2006, dan 25.522
tahun 2007. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) mulai meningkat
dengan cukup tajam sejak tahun 2004 (lebih dari 44% dari tahun 2003) dan
tahun-tahun berikut kenaikan angka KTP berkisar antara 9% - 30% (tahun
2005, 30% tahun 2006), 9% dan tahun 2007 11%.

Kekerasan Terhadap Perempuan  ini mayoritas ditempati menurut ranah
kekerasan. Maka KDRT cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan
lonjakan tajam antara tahun 2004 (4.310 kasus) ke tahun 2005 (16.615 kasus).
Dari data 25.522 kasus KTP pada tahun 2007, KDRT terdapat 20.380 kasus,
KtP di komunitas 4.977 kasus, dan KtP dengan pelaku negara 165 kasus.
Dari 215 lembaga dan tersebar dari 111 pulau yang memberikan datanya kepada
Komnas Perempuan, data terbanyak berasal dari Pulau Jawa (2 di Banten, 7
di Yogyakarta, 22 di Jawa Barat, 29 di Jawa Tengah, dan 31 di Jawa Timur).

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini
menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat tentang kekerasan
khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya  dan
kesadaran serta keberanian perempuan korban  untuk melaporkan kasus KDRT
yang dialaminya.

Banyaknya  kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang
sekaligus juga korban, lebih karena banyaknya beban gender perempuam
korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi,
doktrin agama, dan adat menempatkan perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkar kekerasan yang
dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya, bahkan
korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.
Keyakinan’berdosa’ jika menceritakan ’kejelekan, keburukan, atau aib’ suami
membuat banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya.
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Perempuan korban menggapai keadilan
Pengadilan Agama merupakan tempat rujukan terbanyak perempuan

korban KDRT menggantungkan keadilan, meskipun fakta KDRT terbanyak
tersembunyi dalam gugat cerai, para perempuan korban, sehingga pengungkapan
kekerasannya sendiri tidak terungkap. Dengan demikian proses hukum KDRT
itu sendiri tidak pernah berjalan. Kasus KDRT terbanyak terdapat di lingkungan
Peradilan Agama yakni 41% dari 20.380 kasus. Ini menunjukkan bahwa kasus
gugat cerai di Pengadilan Agama sebagian besar berkaitan dengan kasus KDRT.
Di lingkungan Peradilan Agama ada 6.212 kasus penelantaran ekonomi dan
1.582 kasus kekerasan psikis. Dari jumlah kasus KDRT ini ada 17.772 kasus
terindentifikasi sebagai kekerasan terhadap isteri.

Sayangnya, sekalipun pengadilan agama menjadi lembaga yang paling
banyak menangani kasus KDRT (penelantaran ekonomi dalam perkara gugat
cerai) tetapi mereka tidak menggunakan Undang-Undang PKDRT sebagai
acuan. Pemisahan antara perkara perdata (cerai) dan pidana (KDRT) dalam
sistem peradilan Indonesia ternyata tidak menguntungkan kepentingan
perempuan korban untuk mendapatkan keadilan.

Dalam rangka memberikan layanan bagi perempuan korban KDRT
diantara beberapa lembaga yang terlibat yakni Pertama, Women Crisis Center
(WCC), atau organisasi perempuan penyedia layanan. Setidaknya ada delapan
macam pelayanan yang biasa diberikan WCC adalah hotline, layanan konseling,
support group, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman atau shelter,
terapi psikologi, pelayanan medis, dan penguatan ekonomi. Kedua, Rumah
Sakit (RS). Peran aktif  RS dalam memberikan layanan bagi perempuan korban
kekerasan dikembangkan oleh Komnas Perempuan dan RSCM Jakarta. Yang
kemudian diadopsi diberbagai lembaga kesehatan lainnya. Ketiga, Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) adalah tindak lanjut dari Ruang
Pelayanan Khusus (RPK) yang dibentuk sejak tahun 1999 di Kepolisian, saat
UUPA menjadi unit tersendiri dalam struktur kepolisian berdasarkan Peraturan
KAPOLRI No.10 Tahun 2007. Dan terakhir keempat, Kejaksaan yang telah
mengalokasikan dana secara rutin untuk menangani kasus KtP. Lembaga ini
juga mengintegrasikan jender sebagai salah satu bidang pendidikan yang
diajarkan kepada aparatnya.
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Menuju Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban
Harus diakui kehadiran Undang-Undang PKDRT membuka jalan bagi

terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana,
awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun diluar
lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak
pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalannnya Undang-Undang PKDRT
ini masih ada beberapa  pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban
kekerasan.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan
peraturan pelaksana dari Undang-Undang PKDRT ini, yang diharapkan
mempermudah  proses implementasi Undang-Undang sebagaimana yang tertera
dalam mandat Undang-Undang  PKDRT ini.

Selain itu, walapun UU PKDRT ini dimaksudkan memberikan efek
jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman
minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman
alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan
dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan
ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban
mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai Undang-
Undang yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan
penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis diluar diri korban
guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka
mengungkapkan kasus KDRT yang menimpanya.

Komitmen Komnas Perempuan
Sebagai Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

(Komnas Perempuan) yang independen, sesuai mandatnya Komnas Perempuan
memfokuskan diri pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan
serta upaya menciptakan suasana kondusif bagi pemenuhan hak asasi
perempuan, termasuk hak-hak perempuan   korban kekerasan, yaitu hak atas
kebenaran, keadilan dan pemulihan. Untuk mewujudkan mandatnya, Komnas
Perempuan bekerja dengan membentuk 4 sub Komisi, yaitu sub Komisi
Reformasi Hukum, Sub Komisi Pemulihan, Sub Komisi Pemantauan dan Sub
Komisi Litbang dan Pendidikan.
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Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya bermitra kerja
dengan institusi pemerintah, LSM,Organisasi sosial dan budaya, organisasi
agama dan Perguruan Tinggi/Universitas di pusat maupun daerah, regional
maupun internasional.Sub Komisi  Reformasi Hukum dan Kebijakan pada
periode 2007-2009 salah satu program kerjanya menjalin hubungan dengan
aparat penegak hukum dan organisasi kemasyakatan sipil (Penguatan Penagak
Hukum/PPH). Hasil dari kerjasama ini telah terwujud dari Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (SPPT) antara aparat penegak hukum dan para advokat/
pengacara.

Pada bulan November 2007, telah terselenggara  Pelatihan  bagi  Hakim
Pengadilan Agama dengan materi KDRT. Pelatihan ini  dimasudkan untuk
mengembangkan bangunan pengetahuan tentang KDRT, tidak hanya yang diatur
dalam hukum nasional  (Undang-Undang PKDRT), tetapi juga hukum Islam.
Menangkap antusiasme permintaan dari para Hakim Pengadilan Agama dalam
pelatihan tersebut di atas, agar ada buku referensi bagi mereka tentang KDRT,
maka Komnas Perempuan menyelenggarakan workshop untuk penyusunan
materi buku. Buku Referensi ini telah dilaunching pada bulan Juli 2008 bersama
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-RI dan Dirjen Badan
Peradilan MA-RI. Keberadaan buku referensi ini nantinya diharapkan mampu
memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang KDRT bagi Hakim
Pengadilan Agama, sebagai tempat terakhir bagi kebanyakan perempuan
korban menggapai keadilan dan mengungkap kebenaran. Tugas ini akan terus
dilanjutkan dan dikembangkan dengan menggandeng Mahkamah Agung dan
penegak hukum lainnya seperti pelatihan untuk para Hakim Pengadilan Negeri
tentang KDRT, SPPT bagi pendamping korban, pendataan kasus KDRT di
kejaksaan, dan advokasi  revisi KUHAP.

Hal lain yang menjadi harapan besar bagi Komnas Perempuan  sebagai
upaya perlindungan terhadap korban yang belum maksimal diberikan oleh
negara, adalah keberadaan LPSK. Dengan terpilihnya anggota Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban usaha perindungan sebagaimana yang tertera
dalam Undang-Undang PKDRT yakni segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,
advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya
baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan dapat segera
terwujud. Sehingga terjadi kerja sinergi dalam memenuhi hak-hak korban.
Semoga.
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KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT):
PERSOALAN PRIVAT YANG JADI PERSOALAN PUBLIK

Oleh: Dra.Yeni Huriyani, M.Hum.

Abstrak

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(UU- PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena

dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. Tidak dapat dimungkiri,

bahwa masalah domestic violence bagi sebagian masyarakat kita masih

dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak

diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski Undang-Undang ini sudah

berlaku lebih dari tiga tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa

dihitung jari. Terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, Undang-Undang

ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan

yang ada di masyarakat, justru dari akar agen pengubah kebudayaan, yaitu

keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga,

diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan

kesederajatan, keperdulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan

pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya,

tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini,

akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.

Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tiba-tiba saja menjadi
perbincangan hangat masyarakat Indonesia pada tiga tahun terakhir ini,
Utamanya setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004. Wacana ini sebenarnya bukan hal yang asing bagi
para aktivis dan pemerhati masalah perempuan, karena masalah  domestic
violence telah mengemuka seiring dengan munculnya concern terhadap masalah
perempuan.
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Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang
terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang
(offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh penggunaan kekuatan
kepada orang lain. UU no. 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ps. 1:1).

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan
kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam
rumah tangga secara mendasar, meliputi:
(a)  kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
(b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang

mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,

(c) kekerasan seksual, yaitu stiap perbuatan yang mencakup pelecehan
seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan
seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak
menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara
yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya
(mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,

(d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang
(perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang
menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk
di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.1

1 Secara lebih luas Kristi Poerwandari memerinci bentuk-bentuk kekerasan terhadap
perempuan sebagai berikut :
a. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
b. Kekerasan Psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan

dan sebagainya.
c. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan

seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan
korban dan sebagainya.

d. Kekerasan berdimensi finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak
memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.

e. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa
korban mempraktikkan ritual keyakinan tertentu.(dalam Luhulia, Achie ed.2000.
Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan  Alternatif
Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja” Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita
dan Jender Universitas Indonesia.hlm.11).
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Mengapa Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan?

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya
dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal2, yang dengan
hal itu laki-laki secara kultural telah dipersilakan menjadi penentu kehidupan.
Menurut Foucault,3 laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik ‘kuasa’ yang
menentukan arah ‘wacana pengetahuan’ masyarakat. Kekerasan terhadap
perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya
kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik
dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi
melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai
pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh
sistem sosial tersebut yang kemudian melahirkan identitas jender4 yang
membedakan laki-laki dan perempuan.

2 Merupakan suatu ideologi yang dikembangkan laki-laki untuk menghilangkan peran
perempuan dalam relasi sosial; suatu simbol keberadaan laki-laki yang prinsipil; suatu
kekuasaan yang dominan dari sang bapak; suatu bentuk tekanan laki-laki atas seksualitas
dan fertilitas perempuan; dan suatu gambaran tentang  dominasi laki-laki dalam struktur
lembaga dan institusi. Dalam antropologi budaya, patriarkal  pada awalnya mengacu
kepada struktur sosial di mana ayah (pater) atau laki-laki tertua (patriarch) memiliki
kekuasaan mutlak dalam keluarga sehingga perempuan dalam keluarga tersebut menjadi
harta dan hak miliknya (Kramarae dan Treichler. 1991. Feminist Dictionary. Boston: The
University of Illinois Press. hlm. 323 ).
3  Pertama, bermacam hubungan kekuatan, yang imanen di bidang hubungan kekuatan
itu berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya; kedua,
permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah,
memperkokoh, memutarbalik; ketiga, berbagai hubungan kekuatan yang saling
mendukung sehingga membentuk rangkaian atau system, atau sebaliknya, kesenjangan,
dan kontradiksi yang saling mengucilkan; terakhir, strategi tempat hubungan-hubungan
kekuatan itu berdampak, dan rancangan umumnya atau kristalisasinya dalam lembaga
terwujud dalam perangkat Negara, perumusan hukum, dan hegemoni social (Foucault,
Michel. 1997. Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas. Rahayu S. Hidayat (Penerj.)
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  hlm. 113-114).
4 Identitas gender bermakna definisi seseorang (laki-laki dan perempuan) tentang
eksistensi dirinya sebagai proses pembelajaran atau interaksi yang kompleks antara
status biologisnya dengan atribut-atribut dan karakteristik perilaku yang dikembangkan
sebagai hasil dari pembelajaran, interaksi, dan sosialisasinya dalam masyarakat dan
budaya. Karena berbeda dalam status biologis, maka berkembang stereotip dalam
masyarakat bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda, yang menyebabkan hubungan
yang asimetris. Atas dasar ini, kemudian berkembang persepsi diri dan konsep diri yang
berbeda di antara keduanya. Identitas gender lebih dilihat sebagai sebuah konstruksi
sosial, baik disadari maupun tidak, oleh laki-laki dan perempuan melalui proses interaksi,
sosialisasi, dan lain sebagainya, dalam relasinya sebagai anggota masyarakat.
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Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki – perempuan (relasi jender)
di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada
kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula.
Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan
fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan
intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.

2. dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki
terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-
laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok,
dan media pada umumnya.

3. realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan
dari orang pada siapa dia bergantung.

4. pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal
yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki
melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban
kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan
tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.

5. pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan
kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang
dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan
pengendalian terhadap satu sama lain. 5

Maka  ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan ketidakadilan
menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul. Tetapi dalam kasus
tertentu, bisa jadi kenyataan itu terbalik, dan laki-lakilah yang menjadi korban.

Melacak Munculnya Kekerasan Domestik

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda.
Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan
lain sebagainya. Sifat nature perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik

5     Poerwandari dalam Luhulima. 2000.  Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja “Con-
vention Wacth” Pusat  Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. hlm. 18



79

 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik

dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif.6 Perempuan merupakan
produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang
mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan
menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini
menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang
mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya
mengkonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut
untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya,
laki-laki diuntungkan dan mendominasi perempuan.

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh
adanya perbedaan biologis atau jenis kelamin. Teori nurture melihat perbedaan
tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan
laki-laki lebih unggul dari perempuan.7 Kelemahan struktur biologis perempuan
menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan
dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak
mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak,
dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan
tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini,
perempuan selalu tertinggal dalam peran dan kontribusinya dalam hidup
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial
menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda.

Konstruksi gender dalam masyarakat itu telah terbangun selama
berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun
temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori pembelajaran sosial
(Social Learning Theory) menjelaskan bahwa kita belajar banyak tentang
tingkah laku kita dalam konteks interaksi dengan orang lain. Teori ini
beranggapan bahwa perilaku hubungan seks misalnya, dapat dipelajari tanpa
meneliti ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi melalui observasi
terhadap orang lain dan kejadian lain. Misalnya jika kita melihat seseorang
dihukum karena melakukan hubungan seks pranikah, kita harus menghilangkan
kesukaan pribadi pada hubungan serupa itu. Untuk masalah penyerangan seksual

6 Humm, Maggie,1990. Dictionary of Feminist Theory. Ohio: Ohio State University
Press. hlm. 308. 8.
7 Budiman, Arief,1981. Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan
Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat. Jakarta: Gramedia. hlm. 16.
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secara luas, teori ini menggaris bawahi faktor-faktor yang memang penting dari
pengalaman masa lalu, seperti pengaruh pengasuhan, norma-norma sosial,
kejadian biologis, dan bagaimana pengalaman seksual terakhir membentuk cara
berpikir dan cara bertindak secara seksual.8

Hasil penelitian tentang kekerasan terhadap istri dan kesehatan
perempuan di Jawa Tengah memperlihatkan data tentang perempuan yang
ayahnya pernah memukul ibu mereka, atau mertuanya tega memukul istrinya,
lebih mungkin dianiaya oleh suaminya. Hasil serupa ditemukan dalam banyak
studi internasional yang lain di Amerika serikat, Amerika Latin, dan Asia. Pada
umumnya, para peneliti percaya bahwa perempuan yang tak terlindungi terhadap
kekerasan semasa kecilnya mungkin akan melihatnya sebagai suatu kejadian
yang normal, dan karenanya tak pernah memperhatikan tanda-tanda peringatan
dari suami penganiaya. Di sisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan
ayahnya memukul ibunya, dia akan belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik
untuk memperlakukan perempuan, dan karena itu dia lebih mungkin untuk
kemudian menganiaya istrinya sendiri. Ini disebut sebagai “penularan kekerasan
antar generasi (intergenerational transmission of violence)”. 9

Proses inkulturasi dalam rumah tangga yang dilakukan melalui proses
pengasuhan anak, menjadi cara belajar peran jender yang paling effektif tentang
bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan yang diizinkan
oleh masyarakat.10 Luce Irigaray, seorang feminis postmodernisme dari Perancis
menandaskan bahwa “demokrasi dimulai dari rumah”. Demokrasi yang

8 Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. 1991. Sexual Interaction. Third
Edition. Toronto: DC Health and Company. hlm. 84-88.
9 Mohammad Hakimi et. All. Membisu Demi Harmoni “Kekerasan Terhadap Istri dan
Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia”. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.
hlm. 64.
10 Secara lebih gamblang dapat dijelaskan, keluarga adalah agen sosialisasi sangat penting
dalam kehidupan individu. Melalui keluarga individu belajar tentang konsep perempuan,
laki-laki, istri, suami, ayah, ibu, juga belajar tentang diri sendiri. Ia belajar bagaimana
orang lain memperlakukan dan menghargai dia, dan melalui sikap-sikap orang lain tersebut,
ia juga belajar memperlakukan diri sendiri. Anak yang terus menerus dicela dan dihukum
orangtua misalnya, akan menanamkan pemahaman dalam diri bahwa ia kurang sesuai
dengan harapan orangtua, tidak dicintai, ditolak, atau hanya dihargai bila memenuhi
syarat-syarat tertentu. Dalam keluarga anak juga belajar bagaimana harus berelasi dengan
orang lain: apakah dapat berelasi saling menghargai, atau justru harus mengancam untuk
dapat memperoleh yang diinginkan? ( Poerwandari, Kristi. 2006. Penguatan Psikologis
untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual.
Jakarta: Program Kajian Wanita – PPs-UI. hlm. 25.
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menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan,
menurutnya, ditanamkan pada awalnya dari rumah. Oleh sebab itu, ia yakin
benar bahwa peranan ibu atau perempuan dalam mendidik anaknya di rumah
menjadi sangat menentukan. Terutama pendidikan yang mengajarkan saling
mengasihi, pengembangan aspek emosional, kesensitifan, keperdulian dan
keterhubungan satu sama lain menjadi penting.11

Fenomena Gunung Es

Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman
dan nyaman untuk ditempati. Rumah adalah tempat bermuaranya seluruh
petualangan dan kelelahan. Di rumahlah orang bersikap paling natural, tidak
dibuat-buat, tidak harus jaga image, dan sebagainya. Secara umum masyarakat
beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika
rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang
memberikan respons yang beragam.

Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi
emosi, penyelesaianya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks
publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestik cenderung membisu.
Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena
gunung es,12 lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum
ketika terjadi kekerasan, antara lain:

11 Gadis Arivia. Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian. Dalam Jurnal
Perempuan vol. 26 th 2002. hlm. 5.

12 Perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memilih penanganan hukum (melapor
kepada polisi) sebagai langkah  pertama. Hanya 15,3% korban kekerasan domestik yang
mengadu pada penegak hokum (polisi atau pengadilan untuk bercerai) sebelum mengadu
ke crisis center sebagai lembaga yang dipercayainya untuk mendapatkan perlindungan
(Kalibonso dalam Luhulima, 2000. hlm. 139). Tinjauan yang dilakukan atas sekitar 50
penelitian berbasis populasi yang diadakan di 36 negara menunjukan bahwa 10 – 60%
perempuan yang pernah menikah atau mempunyai pasangan, setidaknya mengalami satu
kali insiden kekerasan fisik dari pasangan intim atau mantan pasangan intimnya (Heise,
dalam Hakimi. 2001. hlm. 6). Dan sebagai perbandingan, di Amerika Serikat disebutkan
bahwa hanya ada satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10
kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi (Luhulima. 2000. hlm. 117).
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1. Bahwa tidakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah
terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan 13 yang dilakukan
suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini
dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin
keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan
kekerasan) terhadap anggota keluarganya.

2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan
mempunyai “siklus kekerasan” 14 yang menipu.  Hal itu dibungkus
sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus
berulang.

3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian
ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga,
tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.15

4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi
korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan
mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang
berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami,
sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas
rumah tangga yang dijalaninya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam

13 Pandangan penganut mazhab Syafi’i (yang banyak dianut di Indonesia) melihat
perkawinan sebagai aqad tamlik (kontrak kepemilikan), di mana dalam pernikahan seorang
suami melakukan pembelian perangkat seks sebagai alat melanjutkan keturunan. Sehingga
pihak laki-laki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada
tubuh istrinya dan pemilik anak yang dihasilkannya. Hak seksual perempuan dipersepsi
secara dangkal. Dalam banyak kasus, hubungan seksualitas hanya diartikan sebagai
kewajiban isteri terhadap suami atau laki-laki mempunyai inisiatif untuk melakukan
hubungan tersebut. Hubungan asimetris ini mengakibatkan dominasi sehingga
perempuan banyak dirugikan dalam hal kesehatan seksual dan reproduksinya. Bahkan
sering terjadi tindakan kekerasan dalam bentuk marital rape (perkosaan dalam
perkawinan), Masdar F. Mas’udi, memberikan pemikiran antitesa dengan melihat
perkawinan adalah aqad al-ibahah (kontrak untuk  membolehkan sesuatu, dalam hal ini
hubungan seks, yang semula dilarang). Artinya, dengan perkawinan, organ seksual
perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja organ ini
kemudian menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya.
Berdasarkan definisi ini, hubungan seksual dilaksanakan bukan semata-mata urusan
suami belaka  melainkan urusan kedua belah pihak (Mas’udi, Masdar F,1997. Islam Dan
Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Bandung: Mizan. hlm. 105-118).
14 Fase romantis, saling tertarik, mengembangkan harapan-harapan positif. Lalu terjadi
konflik, karena tuntutan-tuntutan tertentu tidak terpenuhi. Terjadilah tindakan kekerasan.
Setelah itu cooling down, muncul rasa bersalah, dan saling memaafkan. Kemudian masuk
lagi pada fase “bulan madu” dan fase romantis, demikian terus berulang-ulang
15 Hakimi. 2001. hlm. 93.
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budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria
digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan
mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para
perempuan, menurut Daly,16 harus mampu mengatakan “tidak” terhadap
moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan atau etika diri
(ethic of personhood) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan
dan kebutuhan personal perempuan.

5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari
keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda
membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan
perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat
stigma tersebut.

6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan
anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Secara teoritis, para ahli studi perempuan menyebut alasan-alasan di
atas dengan istilah sindrom tawanan (hostage syndrome)  yaitu gambaran bagi
perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya
dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan
harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar
suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk
menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom
ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom
tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari
tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya),
dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai
korban. Efek tawanan itu kemudian dikembangkan, baik oleh orang yang
menawan atau oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai tawanan masyarakat,
perempuan korban sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya, karena
lingkungan sosial kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup
untuk melakukannya. Variabel dari realitas sosial kemasyarakatan itu antara

16 Mary Daly menggunakan istilah Moralitas Pengorbanan (Morality Of Victimization)
mengenai konsep penyerahan diri secara total (total surrender) perempuan terhadap
nilai-nilai maskulin, dikarenakan konstruksi sistem patriarkal terhadap sistem nilai feminin
dalam budaya (Adriana Venny dalam Jurnal Perempuan edisi 15. hlm. 28).
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lain norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang
diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya dukungan dalam keluarga dan
masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa
hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai.

Dengan situasi sosial seperti itu, perempuan korban kemudian beralih ke
sumber daya personalnya sendiri. Untuk dapat bertahan, ia merasionalisasi
penganiayaan yang dialaminya sebagai respons alami yang ditampilkan
pasangannya dalam menghadapi tekanan. Jadi, perempuan korban kemudian
mengadopsi norma-norma budaya yang mengabsahkan kekerasan pasangan
(laki-laki). Bahkan perempuan, pada akhirnya menginternalisasi pandangan
bahwa perempuan bertanggungjawab untuk memastikan keberhasilan
perkawinan. Dalam kondisi atau keadaan keterjeratannya, perempuan akan
dengan mudah menginternalisasi, menghayati banyak perasaan negatif, seperti
rasa malu, bimbang, merasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya.
Kondisi keterjebakan seperti ini dan ketidakmampuan mencari jalan alternatif
pemecahan, menyebabkan perempuan sulit keluar dari kekerasan yang ada. 17

Penutup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang
melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan
publik. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya
terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari
wilayah yang paling menetukan yaitu rumah. Stereotype jender yang telah
melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin
ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak
pada wilayah feminist legal theory yang berusaha merekonstruksi sistem hukum
yang netral, obyektif, dan transformative, mulai menuai hasil. Netralitas hukum
yang mengandaikan imparsial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan,
sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan

17 Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.),2000. 10 Tahun Program
Studi Kajian Wanita:Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah,
Jakarta: Ford Foundation, EHWA, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian
Wanita UI. hlm. 315.
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perempuan. Obyektivitas hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin-
feminin dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan di wilayah domestik juga
dianggap sebagai tindak kejahatan. Transformatif bermakna tidak hanya
perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang
adil bagi perempuan. Feminist legal theory memperjuangkan konsep hukum
yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai starting point. Kesadaran
hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan
kesempatan yang sama.

Jika ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam menempatkan posisi laki-
laki dan perempuan adalah konstruksi masyarakat, maka kekerasanpun adalah
bagian dari konstruksi itu. Masyarakat bertanggung jawab atas pembelajaran
tentang bagaimana menjadi laki-laki, sehingga laki-laki mengaktualisasi
kemaskulinannya melalui tampilan diri yang macho, gagah, kuat, agresif. Maka
sekarang saatnya bagi masyarakat mengubah pelabelan jender ini menjadi lebih
manusiawi, sehingga cara-cara mengaktualisasikan diri juga menjadi lebih assertif
di masyarakat. Dengan demikian, keadilan jender sebagai suatu kondisi dan
perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat terwujud.
Diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis,
politik, dan sosial budaya menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa
berperan dan menikmati hasil dari perannya itu. Kesetaraan yang adil merupakan
suatu konsep yang mengakui faktor-faktor khusus seseorang serta memberikan
haknya sesuai dengan kondisi orang tersebut (person-regarding equality).
Jadi, bukan memberikan perlakuan yang sama kepada individu yang berbeda
kebutuhan dan aspirasinya, tapi memberikan perhatian yang sama kepada setiap
individu agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Sudah waktunya pemerintah bersama-sama masyarakat mencanangkan
Zero tolerance terhadap kekerasan. Artinya tidak ada toleransi sekecil apapun
terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga,
masyarakat, dan negara. Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan PBB (united
Nations) yang telah membentuk Komisi Kedudukan Perempuan (Commission
on the Status of Women) yang bertugas menentukan langkah-langkah,
kebijakan, serta memantau tindakan PBB bagi kepentingan perempuan. Hal
ini dilakukan karena PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan tetap
berlangsung di banyak negara sehingga perlu dikeluarkannya sebuah Deklarasi
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
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EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL
MENGINTAI ANAK KITA

Oleh: Arist Merdeka Sirait, S.H.*

Sesungguhnya, jauh sebelum pemerintah Indonesia mengadopsi
Deklarasi Kongres Dunia menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak
(Stochkolm, 1996), serta meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang tindakan
segera penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, kasus perdagangan
anak di Indonesia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, sudah cukup
lama dikenal. Fakta ini dapat dilihat bahwa di kota-kota besar, anak-anak usia
13-15 tahun dapat ditemukan di tempat-tempat bordil, diskotik, bar maupun
tempat-tempat perbelanjaan atau mal.

Menurut laporan situasi Anak dan perempuan (Unicef 2000), anak
dibawah usia 18 tahun  yang tereksploitasi secara seksual dilaporkan mencapai
40-70 ribu anak. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi CNSP
Center, pada tahun 2000, terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial
yang terselubung ataupun yang “terdaftar”. Sementara itu,  menurut M. Farid
(2000), memperkirakan 30 % dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah
perempuan berusia 18 tahun ke bawah atau setara dengan 200-300 ribu anak-
anak. Di Malaysia dilaporkan terdapat  6.750 pekerja seks komersial (PSK).
62,7 % dari Jumlah  PSK tersebut  berasal dari Indonesia atau sekitar 4.200
orang dan 40% dari jumlah tersebut adalah anak-anak berusia antara 14-17
tahun.

Daerah pengirim perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual
komersial tersebut umumnya adalah dari daerah-daerah kantong kemiskinan,
seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatra
Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan daerah penerima atau transit
di Indonesia adalah kota-kota besar, kota industri, daerah wisata seperti

* Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak.
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Lombok, Bali, Batam dan daerah wisata lainnya. Di Luar Indonesia negara
penerima atau tujuan (destination) adalah Singapura, Malaysia, Thailand,
Hongkong, Arab Saudi, Taiwan , Australia bahkan Eropa Timur.

Sementara itu, aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan anak adalah
keluarga, teman, agen perantara pengiriman tenaga kerja, agen pemerintah
antara lain dalam pembuatan KTP, paspor palsu maupun organisasi sindikat
seks komersial, pedofile dan distributori narkoba. Sedangkan faktor-faktor
yang mempengaruhi masalah ini adalah tiadanya akte kelahiran, perkawinan
usia muda, pekerja migran, kekerasan terhadap perempuan, juga dampak dari
konflik sosial, etnik dan konflik bersenjata yang berlangsung di beberapa daerah.

Berdasarkan penelusuran CNSP Center (2001), di Jakarta, pusat-
pusat perbelanjaan atau mal adalah “sarang” untuk mendapatkan anak-anak
untuk siap diajak kencan. Pada umumnya mereka berusia dibawah usia 16
tahun dengan berpenampilan menarik dan cantik. Sebut saja Mal di daerah
Blok M, Kalibata, Senen, Bekasi, atau Rawamangun. Anak-anak sekolah yang
siap untuk diajak bermain apa saja dikoordinasi secara terorganisir oleh jaringan
sindikat eksploitasi seksual komersial.

Anak-anak tersebut tidak saja ditemukan di mal-mal ataupun pusat
perbelanjaan, namun juga di hotel menengah hingga hotel mewah. Sebuah hotel
berbintang di Jakarta Timur, misalnya dikenal sebagai basis untuk memperoleh
anak-anak sekolah. Modus operandinya, konsumen tinggal datang ke hotel
tersebut, memesan kamar, dan kemudian memesan anak yang diinginkan. Di
Hotel tersebut tidak sulit untuk mengenal orang-orang yang berprofesi sebagai
mucikari. Jumlah mereka banyak, bahkan mereka terlihat agresif dengan
mendatangi tamu yang memesan kamar untuk menawarkan anak-anak bawaan
mereka.

Tarif rata-rata untuk anak-anak usia SMP atau SMU untuk short time
berkisar antara Rp. 200.000,- - Rp. 300.000,- tarif ini sudah termasuk jasa
untuk mucikarinya. Setelah  negosiasi harga  disepakati, mucikari siap
menghubungi temannya yang berada di mal atau pusat-pusat perbelanjaan untuk
membawa anak yang dimaksud sesuai dengan pesanan.

Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial tidak
hanya terjadi di Indonesia saja.  Menurut Laporan Badan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), secara global  memperkirakan bahwa dalam kurun waktu 10
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 tahun terakhir di dunia terdapat 30 juta anak perempuan diperdagangkan.
225.000 orang  diantaranya berasal dari Asia Tenggara dan 150.000 orang
dari Asia Selatan. Dari Kawasan Asia Tenggara, menurut laporan tersebut,
Indonesia diduga yang paling terbanyak memperdagangkan perempuan dan
anak. Masih menurut sumber badan PBB tersebut,  dari perdagangan anak
diperkirakan memperoleh keuntungan US$ 7 Miliar per tahun

Definisi Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial
Untuk mengetahui definisi dan pengertian yang baku terhadap  bentuk-

bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak, Kongres  Dunia menentang
Seksual Komersial terhadap Anak (The world Congress for Against Sexual
Commercial Exploitation of the Children)  yang diselenggarakan di
Stockholm, Swedia tahun 1996, menetapkan bahwa semua bentuk Eksploitasi
Seksual Komersial  terhadap anak adalah merupakan pelanggaran mendasar
atas hak-hak anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Oleh karena itu,
setiap negara yang menjadi peserta Konvensi Hak Anak (state Party),  bila
membiarkan  semua bentuk  Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak
tanpa melakukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan maupun
pembasmian terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut, maka negara peserta
Konvensi Hak Anak (KHA) dapat dianggap  melanggar Hak Asasi Manusia.
Sebab, salah satu hak mendasar yang melekat dalam diri anak adalah hak
mendapat  perlindungan (protection rights) yang memadai dari negara.

Merujuk ketentuan Pasal 34 dan Pasal  35 Konvensi Hak Anak (KHA),
setiap negar di dunia yang telah meratifikasi KHA diwajibkan melindungi anak
dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalagunaan seksual. Kemudian untuk
mengimplementasikan  maksud  dari Pasal 34 dan Pasal 35 KHA tersebut,
ketentuan KHA mensyaratkan negara-negara peserta  diharuskan mengambil
semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral guna mencegah
bujukan atau pemaksanaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan
seksual,  penyalahgunaan  anak-anak secara eksploitatif dalam bentuk pelacuran
atau praktek seksual lainnya serta pengggunaan anak-anak untuk pertunjukan
porno dan bahan-bahan pornografis.
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Bentuk-bentuk dari kegiatan Seksual Komersial terhadap anak, baik
Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap
anak maupun ketentuan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak
mendefinisikan bahwa eksploitasi seksual komersial terhadap anak  meliputi
kegiatan penyalagunaan seksual anak oleh orang dewasa dengan cara  paksa
(coercion), pemberian uang atau sejenisnya kepada anak yang bersangkutan
ataupun kepada pihak ketiga,  anak dijadikan sebagi objek seks serta objek
komersial. Eksploitasi seksual Komersial anak juga dapat dilihat dalam   bentuk
paksaan serta kekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan
bentuk perbudakan modern (comtemporary form of Slavery).

Dalam merespon kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan
Eksploitasi Seksual Komersial,  Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi
Manusia, Unicef, Organisasi International untuk Migran (IOM) dan organisasi
international ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) memberikan
definisi yang luas dan menyeluruh tentang perdagangan anak ( child trafficking).
Definisi perdagangan tersebut memuat rujukan khusus tentang trafficking
sebagai kegiatan yang mengandung perekrutan (recruitment), pengangkutan
(transportation), Pengiriman (transfer), pemberian perlindungan (harboring)
atau penerimaan (receipt) atas siapapun dengan menggunakan ancaman atau
kekerasan, paksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan
kekuasaan untuk tujuan perbudakan, kerja paksa termasuk kerja yang terikat
atau karena tujuan perbudakan. Dengan demikian, apabila unsur-unsur yang
menjadi rujukan telah terpenuhi, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan
sebagai perdagangan anak, baik untuk keperluan eksploitasi seksual maupun
eksploitasi ekonomi.

Langkah-langkah dan Tanggung jawab Pemerintah
Untuk pencegahan dan perlindungan terhadap kasus-kasus eksploitasi

Seksual Komersial terhadap anak, penulis menyarankan agar pemerintah dalam
hal ini Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan  dan
Departemen Sosial sebagai leading sector segera berkonsentrasi menyiapkan
agenda nasional dan indikator kemajuan, dengan serangkaian tujuan yang
menekankan tujuh aspek penting yakni:
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pertama,  Pemerintah termasuk legislatif, yudikatif, Kepolisian,Departemen
Luar negeri dan kantor Imigrasi agar memberikan prioritas utama pada
tindakan untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak dan
mengalokasikan sumber daya yang memadai.
Meningkatkan kerjasama yang lebih mantap antar Negara dan semua sektor
masyarakat untuk mencegah anak-anak memasuki perdagangan seks serta
memperkuat peran serta keluarga dalam melindungi anak-anak dari
eksploitasi seksual komersial.

Kedua, menindak pelaku eksploitasi seksual komersial anak, dan bentuk-
bentuk lain dari eksploitasi seksual anak, serta mengutuk dan menghukum
semua yang terlibat dalam pelanggaran, baik itu warga lokal maupun asing,
serta menjamin agar anak-anak yang menjadi korban praktek eksploitasi
seksual komersial  tidak dihukum.

Ketiga, memobilisir penegakan hukum, kebijakan, program-program yang
melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial dan memperkuat
komunikasi dan kerjasama antar pihak penegak hukum, mendorong
penerapan, implementasi serta diseminasi Undang-Undang Perlindungan
Anak. Mengembangkan dan melaksanakan rencana dan program yang
sensitif gender untuk mencegah eksploitasi seksual komersial anak,
melindungi dan membantu anak yang menjadi korban serta memfasilitasi
pemulihan juga program-program  reintegrasi anak kedalam masyarakat;

Keempat, pemerintah segera mengimplementasikan dua Protokol tambahan
dari Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, prostitusi anak dan
pornografi anak dan  Konvensi transnational organized Crime beserta dua
protokolnya, yakni protokol tentang pencegahan dan penanggulangan
perdagangan perempuan dan protokol penyelundupan orang.

Kelima, pemerintah segera menciptakan iklim pendidikan, mobilisasi sosial,
juga aktivitas pengembangan untuk menjamin agar orang tua  bertanggung
jawab atas anak-anak untuk memenuhi hak-hak anak, kewajiban dan
tanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual
komersial;
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Keenam, pemerintah dan masyarakat segera memobilisir mitra politik,
masyarakat nasional maupun internasional, termasuk lembaga pemerintah
dan LSM, untuk membantu menghapus segala bentuk eksploitasi seksual
komersial anak serta memacu peran partisipasi masyarakat yang popular,
termasuk partisipasi anak-anak, dalam mencegah serta menghapus
eksploitasi seksual komersial anak.

Ketujuh,  memobilisir sektor bisnis, termasuk industri wisata, untuk
menentang penggunaan jaringan dan pembentukannya bagi eksploitasi
seksual komersial dan mendorong kalangan profesional, media untuk
mengembangkan strategi yang memperkuat peran media dalam memberikan
informasi yang bermutu, bisa dipercaya serta standar etika yang mencakup
semua aspek ekploitasi seksual komersial.
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PUTUSAN BADAN PERADILAN TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

oleh: Drs.Zafrullah Salim, M.H.1

Abstrak

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbagai bentuk tindak
pidana dengan locus delicti rumah tangga terus meningkat, namun tidak
banyak yang diproses dalam peradilan pidana. Makalah ini bermaksud
melaporkan 9 (sembilan) macam putusan Mahkamah Agung yang terkait
dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dari penelusuran terhadap kasus
tersebut terlihat bahwa terdakwa yang divonis hakim karena melakukan tindak
pidana KDRT (UU 23/2004) ada 4 (empat) kasus, sedangkan yang dihukum
berdasarkan KUHP (penganiayaan dan cabul) ada 5 (lima) kasus, meskipun
tindak pidana tersebut kelihatannya sama. Hal itu menunjukkan bahwa sangat
mungkin hakim memandang suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga, sementara hakim yang lain
menganggapnya sebagai penganiayaan atau cabul yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan tinjauan ringkas tersebut, tampaknya para penegak hukum
masih memerlukan waktu untuk menelaah dan memahami Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 dan hubungannya dengan KUHP, khususnya telaah
banding antara tindak pidana penganiayaan, ancaman kekerasan,  dan
percabulan, dan hubungannya dengan  tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga berdasarkan UU 23/2004 yang justru pembentukannya dimaksudkan
untuk menjerat berbagai kasus tindak pidana dalam rumah tangga yang
diasumsikan tidak bisa terjangkau oleh delik-delik dalam KUHP.

Pengantar

Kekerasan (fisik, psikis dan seksual) terjadi dimana-mana dan
cenderung makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah
tangga (domestic violence) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak
sebagaimana mestinya, dan makin sedikit lagi yang diselidiki, disidik, dan dituntut

1 Direktur Publikasi, Kerja Sama, dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan,
Ditjen. Peraturan Perundang-undangan  Departemen Hukum dan HAM.
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di depan pengadilan. Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat
tentang kekerasan tersebut sangat langka, yang sesungguhnya diperlukan untuk
menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah merajalelanya kekerasan.
Tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan
perempuan dan anak adalah dua bentuk kejahatan yang sangat menyengsarakan
dalam waktu yang panjang, Sebagai akibat “non-reporting crimes” seperti ini
selain para korban harus menderita dalam kediaman (suffering in silence),
para pelakunya juga tidak pernah diproses dalam sistem peradilan pidana.2

Dari data yang dilaporkan pada Lembaga Bantuan Hukum untuk
Perempuan Jakarta (2002) sebelum pembentukan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 yang diolah oleh Harkristuti Harkrisnowo, kita memperoleh
gambaran tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:3

Tabel 3. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang
dilaporkan ke LBH APIK Jakarta (1998 s/d 2002)

Untuk sekedar memperoleh gambaran tentang bagaimana tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diputuskan oleh badan peradilan,
berikut ini diuraikan dengan ringkas sembilan kasus KDRT yang diputus oleh
Mahkamah Agung.

2   Harkristuti Harkrisnowo, Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia, dalam Sri Windarti (editor): Mardjono Reksodiputro – Pengabdian
Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Jakarta, FH – UI, 2007), hlm. 142.
3   Ibid, hlm. 143.

2001

86

250

135

7

0

0

5

7

1

2001

82

76

16

0

0

0

14

0

0

Jenis Kasus

Kekerasan Fisik

Kekerasan psikologis

Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Seksual

Perkosaan

Pelecehan Seksual

Pelanggaran janji

Kekerasan dalam masa
pacaran

Kekerasan terhadap anak

1998

33

119

58

3

1

2

0

0

0

1999

52

122

58

15

10

5

0

0

0

2000

69

174

85

1

0

1

3

0

0
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Kasus KDRT

1. Kasus Rusdi Sepriadi (Rudi)4: Memukul Isteri karena stres dan
Dalam Keadaan Mabuk

Rusdi Sepriadi (Rudi), 23 tahun, karyawan Hotel Ibis di Pekanbaru,
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya Astuti (Dewi)
(September 2005). Merasa terusik dengan telepon isteri, ketika terdakwa
bertemu dengan isterinya di halaman parkir Senapelan Plaza yang datang ke
sana dengan menggunakan taksi, terdakwa langsung memukul dan menjambak
rambut saksi korban dan memerintahkannya naik ke atas sepeda motor yang
dikendarai terdakwa. Motor itu berhenti di depan Salon Meme, dan pada saat
itu terdakwa langsung menyiram saksi korban dengan bir, dilanjutkan dengan
pukulan, tendangan serta injakan terhadap tubuh saksi korban. Belum puas
dengan siksaaan seperti itu, terdakwa menelanjangi saksi korban sambil terus
melanjutkan pukulannya. Agus Leonardo, teman saksi korban, yang kebetulan
lewat di tempat kejadian berusaha menghentikan aksi kekeraan fisik itu, dan
saksi korban berusaha menghindar dari tindakan terdakwa dengan cara
bergantung di kaki Agus. Terdakwa tidak menghiraukannya bahkan berusaha
mendorong saksi dan menarik rambut saksi korban serta menyeretnya sejauh
satu meter. Saksi korban dibawa kembali dengan motor menuju Pelita Pantai.
Di sana saksi korban dipukuli lagi dan kemudian dibuang ke Sungai Siak. Namun
tindakan tersebut ditegor dan dicegah oleh seseorang yang melihatnya, sehingga
terdakwa tidak jadi melemparnya ke sungai. Terdakwa terus membawa lagi
isterinya dengan motor yang sama ke Furaya. Di sana aksi kekerasan terhadap
saksi korban dilanjutkan lagi dengan menggunakan tangan. Terdakwa
membawanya lagi ke Hotel Holiday, dan di dalam kamar itu aksi kekerasan
masih dilanjutkan kembali. Saksi korban dibiarkan tinggal di sana, dan terdakwa
kembali bekerja di Hotel Ibis. Saksi korban pulang ke rumah dan melaporkan
kejadian itu kepada pihak yang berwajib.

4   Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, no. 617/Pid/B/2005/PN.Pbr, tgl. 2 Mei 2006;
Putusan Pengadilan Tinggi Riau, no. 136/PID/2006/PTR/, tgl. 9 Oktober 2006; putusan
Mahkamah Agung, no. 801 K/Pid/2007, tgl. 14 Agustus 2007
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Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat Dr.Romi Sophian
dari RS Kepolisian Daerah Riau (21 September 2005), terdapat di kepala
saksi korban benjol dan bengkak  pada kepala, memar pada kening kanan,
anggota badan sebelah kiri dan kanan bengkak, memar pada tulang kering dan
punggung, yang seluruhnya disebabkan oleh benda keras dan tumpul. Jaksa/
Penuntut Umum mendakwa terdakwa “bersalah melakukan tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU 23/2004. Jaksa/Penuntut umum menuntut
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada
dalam tahanan sementara. Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan terdakwa
Rudi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga, dan karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan, dikurangi dengan masa penahanan dalam rumah tahanan
sementara. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permintaan banding baik
dari penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dengan menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan.

Dalam permohonan kasasi terdakwa pada Mahkamah Agung,
terdakwa keberatan dinyatakan melakukan perbuatan terhadap korban
(isterinya) cukup sadis dan di luar perikemanusiaan, karena pemukulan yang
dilakukan dipicu oleh antara lain sang isteri sulit diatur, sering keluar malam
tanpa tujuan dan tanpa izin terdakwa, yang mengakibatkan terdakwa
(suaminya) stres berat dan karenanya sering meneguk minuman keras yang
mengakibatkan terdakwa dalam kondisi mabuk yang bersamaan terjadinya
dengan pertengkaran antara dia dengan saksi korban, dan tanpa disadari
melakukan pemukulan dan lain perbuatan terhadap isterinya yang berakibat
cukup fatal. Terdakwa juga keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau,
karena menghukum dengan menggunakan mengambil alih pertimbangan
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melanggar Pasal 185 ayat (2) KUHAP,
yang menegaskan bahwa “keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap
sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa” (unus
testis nullus testis). Di samping itu, perkara tetek bengek dalam rumah tangga
yang kemungkinan setiap orang mengalaminya tidak cukup adil dijadikan alasan
untuk menyatakan terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah
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tangga, sehingga Pasal 5 huruf a UU 23/2004 belum cukup terbukti dilakukan
oleh terdakwa.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi
Riau tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena hanya
berdasarkan keterangan satu saksi saja. Demikian pula berdasarkan keterangan
terdakwa pemicu dari kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya adalah
karena saksi korban sering keluar malam tanpa tujuan dan tanpa izin terdakwa,
yang menyebabkan terdakwa mengalami stres berat dan untuk menenangkan
pikirannya sering meneguk minuman keras. Berdasarkan pertimbangan tersebut
Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan dalam
rumah tahanan negara.

2. Kasus I Nyoman Watha Aryawan5: Menelantarkan Orang Lain
Dalam Lingkup Rumah Tangga Dihukum Dua Bulan

I Nyoman Watha Aryawan (43 tahun), seorang pegawai negeri sipil,
didakwa melakukan tindakan “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya” yaitu terhadap isterinya Ni Nyoman Adhi Yusadhi dan terhadap
kedua anaknya Ni Luh Gede Mayta Puspa Dewi dan Ni Made Ayu Nanda
Kartika Putri, yaitu meninggalkan isteri dan kedua anaknya dengan alasan tidak
ada kecocokan. Selama meninggalkan isterinya, terdakwa tidak memberikan
kehidupan lahir dan batin, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan kedua
anaknya. Niat terdakwa menceraikan isterinya tidak mendapatkan izin dari
atasannya. Ketika isteri mengalami kecelakaan lalu lintas dan operasi usus buntu
terdakwa tidak membiayai semua pengobatan selama di rumah sakit, sehingga
terpaksa ditanggung sendiri oleh saksi korban dengan bantuan orang tuanya.
Keadaan demikian menyebabkan saksi korban tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya untuk mengontrak rumah dan membiayai kebutuhan kedua
anaknya.

5  Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, no. 114/Pid.B/2006/PN.TBN, tgl. 2 Januari 2007;
putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, no. 13/PID/B/2007/PT.DPS, tgl. 15 Maret 2007;
putusan Mahkamah Agung, no. 111.K/Pid.Sus/2007, tgl. 28 September 2007.
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Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”,
sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a UU 23/2004 dan karena itu menuntut
terdakwa dengan hukuman pidana selama 4 (empat) bulan. Hakim Pengadilan
Negeri Tabanan menyatakan terdakwa I Nyoman Watha Aryawan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan
orang dalam lingkup rumah tangganya”, dan menjatuhkan pidana penjara selama
2 (dua) bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan
tersebut. Terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan alasan antara lain
dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung obscuur libel (dakwaan samar-
samar dan menyesatkan) tidak mengarah kepada kebenaran hakiki (ultimate
truth), karena terdakwa masih terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan
isteri (saksi korban), dan urusan rumah tangga semacam itu pada hakekatnya
adalah perkara perdata yang kemudian dialihkan dengan celah-celah tertentu
menjadi tindak pidana dengan cara melaporkan terdakwa ke Polres Tabanan.
Jelaslah isteri (saksi korban) tidak mempunyai itikat tidak baik dan bermaksud
menghancurkan karir suami (terdakwa). Selanjutnya terdakwa berdalih bahwa
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) bulan
yang berarti perampasan kemerdekaan terdakwa karena kasus ini merupakan
delik aduan yang masih terikat dengan tali perkawinan, dan karena itu seharusnya
terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan (onstlag van alle rechtsvervolging).
Mahkamah Agung menilai bahwa alasan yang dikemukakan terdakwa tidak
dapat dibenarkan, dan judex facti tidak salah menerapkan hukum. Mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang judex facti, yang tidak
tunduk pada kasasi. Karena itu Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan
terdakwa.

3. Kasus Asgar Hattape6: Memperkosa Ipar Dihukum Delapan Tahun

Asgar Hattape (37 tahun), seorang pegawai negeri sipil, didakwa
melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap perempuan, adik iparnya,.
A. Kasima yang menetap dalam rumah tangganya. Pada bulan Januari 2006,

6  Putusan Pengadilan Negeri Watampone, no. 86/Pid/B/2007/PN.WTP, tgl. 31 Mei 2007;
putusan Pengadilan Tinggi Makassar, no. 230/PID/2007/PT.MKS, tgl. 27 Juli 2007;
putusan Mahkamah Agung, no. 753 K/Pid.Sus/2007, 30 Januari 2008.
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ketika saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa untuk membersihkan
kamar terdakwa dan membangunkannya, terdakwa langsung menarik tangan
korban dengan paksa, dan memeluk korban dengan kuat sehingga korban
berontak dan melakukan perlawanan, namun tidak sanggup melawan kuatnya
tenaga terdakwa.  Setelah mencium dan meremas buah dada saksi korban
yang menyebabkan rangsangan, terdakwa membuka celana dalamnya serta
celana dalam saksi korban, lalu menaiki korban dan memperkosanya, dengan
jalan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam vagina korban, dan
menggoyang-goyangnya sehingga merasakan enak, yang menyebabkan air mani
terdakwa keluar lalu ditumpahkan di atas perut korban, Perbuatan itu berulang
kembali  (Juni 2006), ketika terdakwa kembali dari desa Mattiro Sompe,
terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, namun
ajakan itu ditolaknya. Terdakwa memaksa dan menarik korban masuk ke dalam
kamar, dan langsung membuka paksa pakaian saksi korban, lalu memperkosa
korban di atas lantai kamar. Perkosaan itu terjadi untuk ketiga kalinya (Agustus
2006), yaitu saat terdakwa pulang dari pesta perkawinan dan berlangsung di
kamar tidur korban.

Pemeriksaan visum et repertum oleh Dr. H. Muskamal Tabbate,
SPOG yang dilakukan terhadap saksi korban menunjukkan bahwa uterus terase
besar dan normal, dan tes kehamilan positif, USG gombara sisa jaringan.
Tindakan yang dilakukan kuretase (mengeluarkan sisa jaringan dalam
kandungan) dan pemberian cairan perimpus. Keadaan tersebut diperkirakan
(karena) keguguraan. Jaksa/Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 UU 23/2004;
atau melanggar Pasal 285 KUHP; atau Pasal 289 KUHP, oleh karena itu
menuntut terdakwa dengan pidana penjara 12 (duabelas) tahun penjara.
Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan seksual yang dilakukan dalam
lingkup rumah tangganya”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan)
tahun. Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Watampone.

Terdakwa dalam permohonan kasasinya menyatakan bahwa putusan
tersebut tidaklah didukung alat bukti yang meyakinkan, sebab berdasarkan
keterangan saksi korban bahwa ia tidak pernah diancam oleh terdakwa ketika
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akan berhubungan badan. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan badan tersebut
berulang-ulang yang semakin menunjukkan bahwa hal itu terjadi atas keinginan
bersama tanpa ada paksaan terdakwa. Lagi pula selama berlangsungnya
hubungan badan tidak terjadi keributan/kegaduhan sebagaimana layaknya
melakukan hubungan badan secara paksa. Alat bukti yang ada tidak satupun
yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual atas diri saksi korban.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi tersebut harus ditolak.

4.  Kasus M. Agus Salim7: Mengancam Anak Dengan Parang Dihukum
Satu tahun

M. Agus Salim (30 tahun), seorang wiraswasta, didakwa melakukan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya terhadap anak kandungnya
Muh. Alif Riwage Arya Parewe. Diawali dengan pertengkaran terdakwa dengan
isterinya Masriyah, terdakwa mengambil sebilah parang dan dalam keadaan
emosi mendatangi korban (anaknya) yang sedang bermain-main. Tangan kanan
terdakwa memegang parang terhunus dan tangan kiri menangkap kaki kiri
korban kemudian mengangkatnya ke atas sehingga kepala saksi korban  berada
di bawah, dan korban sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela
diri karena umurnya masih 4 tahun. Melihat kejadi itu. Hj. Kumala (mertua
terdakwa) dan saksi Nur Alam (ipar terdakwa) cepat melerai dengan cara
merebut parang dari tangan terdakwa, dan merebut korban dari tangan
terdakwa.

Jaksa/Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan menuntutnya
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara. Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan Pengadilan Tinggi Makassar
menguatkan putusan tersebut.

7     Putusan Pengadilan Negeri Maros, no. 47/Pid.B/2007/PN.Maros, tgl. 27 Juni 2007;
putusan Pengadilan Tinggi Makassar, no. 266/PID/2007/PT.MKS, tgl.20 Agustus 2007;
putusan Mahkamah Agung, no. 647 K/Pid/SUS/2007, tgl. 7 Januari 2008.
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dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah
dan meyakinkan dan karena itu membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

Dalam memori kasasinya, terdakwa menyatakan bahwa Pengadilan
Negeri Maros telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ytang
berlaku yakni menyalahi Pasal 183 KUHAP8, karena pembuktian mengenai
tuduhan terdakwa hanya disandarkan pada satu alat bukti (keterangan saksi)
saja dan tidak ada alat bukti lainnya. Selain itu pengadilan telah lalai memenuhi
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal
44 ayat (1) UU 23/2004, bahwa syarat-syarat kekerasan fisik yang dimaksud
dalam Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 UU 23/2004 adalah kekerasan fisik yang
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Hal itu tidak dapat
dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa
alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak
tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau
peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Atas dasar pertimbangan
tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa.

5. Kasus Rachmat Hidayat Santoso:9 Anak Kandung Penderita Paru
dan Asma Dianaya Yang Menyebabkan Kematiannya

Jumat 5 Mei 2006, Rachmat yang bertempat tinggal di desa
Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo melakukan
kekerasan fisik dalam rumah tangganya terhadap Hanif Hibatullah Soleh, anak
kandungnya sendiri, hasil perkawinannya dengan Ruli Yuliana. Hanif (5 tahun)
menderita sakit radang paru-paru, yang baru 4 bulan tinggal bersama ayahnya,
karena sebelumnya bocah itu diasuh neneknya. Rachmat berusaha mengobat
penyakit anaknya dengan cara terapi sendiri seperti yang dia pelajari dari televisi
dan buku-buku pengobatan.

8    Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.”
9    Putusan Pengadilan Negeri Situbondo,  no. 362/Pid.B/2006/PN.STB, tanggal 28
November 2006; putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, no. 27/PID/2006/PT. SBY, tanggal
15 Februari 2007; putusan Mahkamah Agung no. 1102 K/Pid/2007, tanggal 22 Mei 2007.
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Semula Soleh diberi makan, kemudian dibawa ke ruang tamu. Hidung
dan mulutnya disumbat beberapa detik, yang menyebabkan Soleh muntah nasi
campur air. Setelah itu dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan dan disiram
dengan air sampai bersih. Anak kecil itu disiram terus menerus kurang lebih
selama satu jam dengan kran air. Ketika Soleh memberontak terhadap
perbuatan ayahnya, anak itu dicubit dan tentu tidak kuasa melawan ayahnya,
sehingga jatuh ke lantai dalam posisi telungkup. Ayahnya membantu
membangunkannya dan mengambil handuk. Kemudian anak kecil itu jatuh lagi,
dan ayahnya berteriak memanggil isterinya. Suami isteri itu panik melihat kondisi
anaknya, dan segera melarikan anaknya  dengan mengendarai sepeda motor
ke RS Elizabet Situbondo.

Soleh mengalami kondisi kritis. Dokter Iwan Yulianto tidak berhasil
menyelamatkan nyawa Soleh. Hasil visum dokter menunjukkan bahwa terdapat
memar pada kepala bagian atas samping kanan, luka lecet pada bahu belakang,
lengan kiri, dan kaki kiri. Pemeriksaan bagian dalam menunjukkan bahwa anak
itu mengalami pendarahan di otak karena benda tumpul dan serangan asma.
Dengan demikian visum dokter menyimpulkan bahwa Soleh meninggal dunia
akibat pendarahan di otak, trauma benda tumpul, dan serangan asma.

Jaksa menyimpulkan bahwa meninggalnya Soleh karena penganiayaan
yang dilakukan ayah kandungnya, dan karena itu ayahnya Rachmat diancam
dengan hukuman pidana Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga10.
Jaksa mendakwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana
“kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat mati”, dan karena itu menuntut
hukuman 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan.

Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan bahwa terdakwa Rachmat
Hidayat Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana karena “kealpaan menyebabkan matinya orang”, dan menjatuhkan

10 Pasal 5: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan
psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga. Pasal 44 ayat (3) Dalam
hal perbuatan sebagaiana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat
puluh lima juta rupiah).
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pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan. (28 November 2006).

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Situbondo. Sebaliknya  Jaksa Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi, dengan alasan:

- Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 (4 dan (6)
KUHAP , yaitu tentang adanya hubungan dan persesuaian antara
keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, akan tetapi
Majelis Hakim hanya mengambil sepotong-sepotong dari rangkaian
keterangan saksi tersebut.

- Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 187 huruf b KUHAP,
yaitu tidak mempertimbangkan adanya alat bukti surat berupa Visum
et Repertum Jenazah yang dibuat oleh dokter yang menyimpulkan
bahwa sebab kematian karena perdarahan di otak, trauma benda
tumpul, karena asma, sehingga penderita meninggal karena
penganiayaan.

- Majelis Hakim salah menafsirkan unsur tindak pidana bahwa apa yang
dilakukan terdakwa terhadap korban merupakan kealpaan, sebab
menurut doktrin yang ditulis oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa
culpa (kealpaan) harus memenuhi dua syarat: (a) tiada kehati-hatian
yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan; (b) akibat
yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat
diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan
yang dapat dihukum. Apa yang dilakukan terdakwa yang mengetahui
bahwa korban menderita radang paru-paru/sakit asma kemudian
diobati dengan bekal ilmu sendiri dengan cara memberi latihan
pernafasan dengan menutup hidungnya beberapa detik sebelum makan
dan lalu dimandikan terus menerus dengan menggunakan gayung,
sehingga korban memberontak dan terlepas dari pegangan terdakwa
yang menyebabkan korban terjatuh dan kepala membentur lantai kamar
mandi, yang menyebabkan kematiannya bukanlah merupakan kealpaan
atau kurang hati-hati.

- Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam
Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa
hukum pidana mengenakan 3 gradsi opzet, yaitu: (1) opzet als oogmerk
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(kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
(2) opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn (kesengajaan yang
secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu
mempunyai akibat sampingan); dan (3) opzet bij
mogelijkheidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet (kesengajaan yang
mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Mahkamah Agung dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dalam putusannya menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo. Karena itu terdakwa dihukum
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo (2 tahun 6 bulan).

6. Kasus Hein Kaluku:11 Anak Kandung Dicekik Sampai Mati

Terdakwa Hein Kaluku (46 tahun)  dikaruniai anak 3 orang: Nadha
Masitha, Nur Kherani Ardita, dan Ardian, dari hasil perkawinan dengan isterinya
Hj. Kusumawaji Wardaniyah. Meskipun telah bercerai selama empat tahun
dengan isterinya sejak awal tahun 2002, dan hubungan mereka tidak harmonis
dan tidak saling baku sapa, namun terdakwa masih tinggal satu rumah bersama
isterinya, dengan menempati salah satu kamar dari rumahnya di Makassar.
Terdakwa sering berlaku kasar pada isteri dan anak-anaknya. Tahun 2004
pernah menganiaya anaknya (Nanda) dengan cara mencekik dan membenturkan
kepala anak tersebut ke dinding. Jika minta uang, anak-anak tersebut dimarahi
bahkan sampai dipukul. Ketika anaknya Ardian bermaksud memperbaiki sadel
sepedanya yang rusak dengan tali rafia, tapi tidak berhasil sepeda itu dibawa
ke bengkel (13 Agustus). Tukang di bengkel minta supaya bapaknya (Hein
Kaluku) membeli saja sadel baru, karena sadel yang rusak tidak bisa diperbaiki.
Setelah dicoba memperbaiki  dengan lakban tidak juga berhasil, dan Ardian
merengek terus minta uang pada bapaknya. Tiba-tiba Hein Kaluku mencekik

11 Putusan Pengadilan Negeri Makassar, no. 1224/PID.B/2006/PN.MKS, tanggal 15
Februari 2007; putusan Pengadilan Tinggi Makassar, no.96/PID/2007/PT. MKS, tanggal
23 April 2007; putusan Mahkamah Agung, no. 223 K/Pid/Sus/2007, tanggal 5 Oktober
2007
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leher anaknya dan menjeratnya dengan tali rafia, sehingga anak itu mengalami
gagal pernafasan yang menyebabkan dia meninggal dunia seketika. Hasil
pemeriksaan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Bagian Ilmu
Kedokteran Forensik Medikolegal, yang ditandatangani oleh Dr. Berti J.
Nelwan, menunjukkan seperti dilaporkan dalam Visum et Repertum bahwa
korban yang berusia sekitar 9 tahun itu  dalam keadaan kaku, terdapat lebam
mayat di leher belakang, warna kulit kuku jari-jari kedua tangan berwarna
merah livid dan pucat, luka lecet di bawah rahang, ... dan seterusnya sehingga
menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat kegagalan pernafasan
(asfiksia) oleh karena terhalangnya jalan nafas akibat adanya tekanan yang
kuat pada leher.

Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa terdakwa dikenakan lima
macam dakwaan berlapis karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,  Pasal 80 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 33812,
Pasal 351 ayat (3),13 dan Pasal  306 ayat (2) KUHP14. Oleh karena itu Jaksa
menuntut bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak kandungnya
Muhammad Ardian yang mengakibatkan mati.” sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, dan menuntut terdakwa dijatuhkan pidana 12 (duabelas) tahun
penjara dikurangi tahanan sementara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan, Hakim
Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa Hein Kaluku
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan
sengaja membiarkan orang dalam keadaan sengsara yang

12  Pasal 338 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.“
13  Pasal 351 ayat (3) KUHP: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.” Ayat (3) terkait dengan ayat (1) yaitu mengenai penganiayaan.
14 Pasal 306 ayat (2) KUHP: “Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama
sembilan tahun.” Ayat (2) dikaitkan dengan perbuatan pada Pasal 304, sehingga
perbuatan yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan
sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia
wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang
mengakibatkan kematian orang tersebut dipidana penjara paling lama sembilan tahun.
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mengakibatkan mati, sedang ia wajib memberi perawatan pada orang
itu karena hukum yang berlaku atasnya”. Hakim menghukum terdakwa
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya Pengadilan Tinggi
Makassar menguatkan putusan tersebut. Demikian pula permohonan kasasi
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ditolak oleh
Mahkamah Agung. Dengan demikian terdakwa Hein Kaluku dihukum 7 (tujuh)
tahun penjara.

7.  Kasus Unggul Nicanor Siahaan: Pemukulan Terhadap Isteri Dihukum
2 Tahun15

Terdakwa Nicanor melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap
isterinya Riama Fransiska Boru Manik hanya karena masalah sepele. Terdakwa
kehilangan uang Rp. 100.000,- dan menuduh isterinya yang mengambil. Merasa
tidak pernah mengambil uang dimaksud, Isteri membantah sehingga timbul
pertengkaran. Terdakwa merasa jengkel lalu memukul mata kiri dan pelipis
sebelah kiri isteri, sehingga ia merintih kesakitan. Terdakwa terus mendesak
supaya isteri mengaku, yang memaksanya mengeluarkan kata-kata menyakitkan
terdakwa: “Enggak ada, kalau kau terus menuduh saya, besok saya ganti sama
tanah perkuburanmu”. Mendengar kalimat tersebut, terdakwa melakukan aksi
kekerasan berikutnya dengan cara menumbuk bagian lengan tangan sebelah
kiri dan kanan. Perbuatan itu menyebabkan isteri yang menjadi saksi korban
menderita kesakitan, karena pelipis, mata, dan lengan  sebelah kiri bengkak,
yang seluruhnya dinyatakan dalam visum et repertum oleh Dr. Donny Mega
Surya dari RSU Sarah Medan.
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melakukan:

- pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal
44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004;16 dan

15  Putusan Pengadilan Negeri Medan, no. 3464/Pid.B/2006/PN.MDN, tanggal 4 Oktober
2006; putusan Pengadilan Tinggi Medan, no. 440/Pid/2006/PT. Mdn. tanggal 4 Desember
2006; dan putusan Mahkamah Agung, no. 705 K/Pid/2007, tanggal 24 April 2007.
16  Pasal 44 ayat (1): “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).”
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- tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ke-1e KUHP17

Atas dasar dakwaan tersebut, terdakwa dituntut hukuman pidana 2
(dua) tahun penjara dan dibebani biaya perkara sebesar  Rp.1.000,- Pengadilan
Negeri Medan  menyatakan terdakwa Unggul Vicanor Siahaan (Nicanor)
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana
penganiayaan” terhadap isterinya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2
(dua tahun). Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dan
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana “perbuatan dengan kekerasan terhadap keluarganya”, dan oleh
karena itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan. Hukuman itu diperberat oleh Pengadilan Tinggi Medan,
dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa terlalu
ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya. Selain itu terdakwa terlalu
merendahkan martabat perempuan, yang seharusnya sebagai suami dapat
menjaga dan mengangkat derajat dan martabat seorang perempuan selaku
isterinya.

Dalam memori kasasinya kepada Mahkamah Agung, terdakwa
menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum
acara pidana, karena mengabaikan hak-hak terdakwa untuk didampingi
penasehat hukum, melarang menghadirkan saksi-saksi terdakwa, keterangan
saksi saling bertentangan, fakta hukum di persidangan tidak dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Mengenai pertimbangan hakim tingkat
banding, terdakwa menyatakan antara lain bahwa saksi korban (isteri)lah yang
justeru melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan cara menggigit
sebelah kiri dan memukul pakai alu, namun terdakwa tidak membuat pengaduan,
sehingga kini masih berbekas di tangan terdakwa. Tindakan saksi korban itu
tidak terungkap di Pengadilan Negeri Medan, sehingga terdapat adanya
manipulasi fakta. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak sesuai dengan tuntutan
Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut hukuman 2 (dua) tahun penjara,

17  Pasal 356 KUHP: “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat
ditambah sepertiga: 1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya
yang sah, isterinya, atau anaknya. 2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang
pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. jika kejahatan itu dilakukan
dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan
atau diminum.” Bab XX tentang Penganiayaan terdiri dari Pasal 351 s/d Pasal 358.
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sehingga putusan tersebut dianggap tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang
 jelas. Selain itu, terdakwa keberatan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan
Tinggi, karena terdakwa melakukan tindak pidana yang merendahkan wanita
tidak dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, sehingga haruslah ditolak.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang
diajukan pemohon terdapat cukup alasan untuk dikabulkan, sehingga putusan
Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan. Dengan menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Medan  yang dianggap sudah tepat, dan pertimbangannya
diambil alih oleh Mahkamah Agung, dan dengan mengadili sendiri Mahkamah
Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi/terdakwa dan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dengan menyatakan terdakwa Unggul
Vicanor Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
penganiayaan terhadap isterinya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2
(dua) tahun.

8. Kasus Max Don dan Imaniar Norsaid:18 Penganiayaan terhadap
Pembantu Rumah Tangga, Dihukum 10 Bulan.

Max Don (34 tahun), seorang pria kelahiran Srilangka berkebangsaan
Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Timur menikahi seorang perempuan
bernama Imaniar Norsaid (35 tahun), pada tanggal 10 Juli 2001 dituduh secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri  menganiaya seorang perempuan pembantu
rumah tangganya bernama Istiroqah yang baru bekerja selama 3 bulan.
Penganiayaan tersebut disebabkan perasaan tidak puas dengan hasil pekerjaan
pembantu mencuci pakaian, yang menyebabkan terdakwa (Imaniar) marah-
marah dan memukul bagian kepala saksi (Istiroqah) dengan tangan dan
kemudian menggunakan kayu gagang pembersih lantai. Imaniar mengancam:
“Kamu itu mencuci tidak bersih, awas kalau kamu mencuci tidak bersih lagi
besok kamu saya tampar dan saya pukul lagi.” Setelah itu itu Max Don
menendang dengan mengenai pinggul Istiroqah yang menyebabkan dia terjatuh
ke lantai. Tidak puas hanya dengan itu, Max Don menjambak perempuan
malang itu serta meremas wajahnya, mencekik dan menendang lagi yang

18   Putusan Mahkamah Agung , nomor 1232 K/Pid/2003, 11 Oktober 2005;  Pengadilan
Negeri Jakarta Timur, nomor 352/Pid.B/2002/PN JKT.TIM, 26 Juni 2002.
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membuat Istiroqah terjatuh untuk kedua kalinya.” Kekerasan fisik tersebut
menyebabkan Istiroqah menderita sakit dan luka-luka yang terdapat di leher
dengan kulit kemerahan 10 x 2 cm, bagian pinggul kiri luka memar (3 x 2 cm),
tulang kering bagian kanan luka memar (3 x 2 cm), mata kanan luka memar (3
x 1,1/2 cm). sesuai dengan laporan visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Ny.
Yanti Arbi dari RS. Persahabatan Jakarta Timur.

Jaksa penuntut umum dalam dakwaan primair (29 Mei 2002)
menyatakan bahwa Max Don dan Imaniar Norsaid terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “penganiayaan secara bersama-
sama sebagai orang yang melakukan, beberapa kali dipandang sebagai satu
perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling), sebagaimana diatur dalam
Pasal 351 ayat (1)19, 1e jo. Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana. Jaksa penuntut
umum menuntut hukuman penjara terhadap Max Don dan Imaniar masing-
masing 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.Pengadilan Negeri Jakarta Timur
dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah
dan meyakinkan dan karena itu membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya (2 Juli 2002)
berpendapat bahwa meskipun terdakwa diputus dengan putusan bebas murni
yang menurut Pasal 244 KUHAP  permohonan kasasi harus dinyatakan tidak
dapat diterima, namun apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran
yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan
dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang
didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan
putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah
Agung harus menerima permohonan kasasi.

Jaksa menunjukkan fakta adanya hubungan hukum antara terdakwa
dengan saksi korban yaitu selaku pembantu rumah tangga, dan saksi korban
ditemukan di atas rumah Zakaria Zen dalam keadaan luka memar bawah kanan
dan kulit kemerahan. Saksi korban mengaku sebagai pembantu rumah tangga
terdakwa yang melarikan diri karena tidak tahan atas perlakuan terdakwa yang
tanpa mempertimbangkan kaitan fakta-fakta sebagaimana dimaksud Pasal 185

19  Pasal 351 ayat (1) KUHP: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
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ayat (2) KUHAP dengan alat bukti lainnya berdasarkan Pasal 185 ayat (3)
KUHAP20 berupa keterangan saksi Zakaria Zen, Sri Maloeyarti, Suwito
Donoasmoro (selaku Ketua RW setempat) dan visum et repertum  yang dibuat
dokter atas sumpah jabatan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat
membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri  merupakan pembebasan yang
tidak murni sifatnya sebab didasarkan penafsiran yang keliru tentang sebutan
tindak pidana yang didakwakan in casu  tindak pidana yang diatur dalam Pasal
351 ayat (1) jo Pasal 35  ayat (1) 1e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP21. Oleh
karena itu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut
Umum dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan
sebagai perbuatan berlanjut, dan karena itu menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa-terdakwa masing-masing 10 (sepuluh) bulan.

9. Kasus Benjamin Purba22: Mencabuli Anak Dihukum 3 Bulan 10 Hari

Benjamin Purba (58 tahun), seorang guru di Serbelawan, Dolok
Batunanggar, Kabupaten Simalungun, didakwa melakukan perbuatan cabul
terhadap anak kandungnya sendiri Devi Natalia Purba (19 Februari 2005).
Gadis kecil itu semula diajak untuk memijat/mengusuk badan terdakwa yang
hanya memakai kain sarung. Selesai dipijat, terdakwa memaksa saksi korban
mengocok kemaluan terdakwa berulang kali sampai mengeluarkan air mani
(sperma). Terdakwa bereaksi dengan mencium pipi dan leher saksi korban,
setelah itu memegang tangan dan menindih badan saksi korban yang masih

20  Pasal 185 ayat  (2): “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat (3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan
suatu alat bukti yang sah lainnya.”
21  Pasal 64 ayat (1) KUHP: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan
pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang
paling berat.”
22 Putusan Negeri Simalungun, nomor 102/Pid.B/2005/PN.Sim, tanggal 16 Juni 2005;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan, nomor 228/Pid/2005/PT. MDN, tanggal 5 Oktober
2005; dan Putusan Mahkamah Agung, nomor 1705/K/Pid/2006, tanggal 23 September
2006.
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berpakain lengkap. Saksi meronta dan menunjang  terdakwa serta menggigit
tangan terdakwa . Saksi korban lepas dari terdakwa dan menceritakan kepada
ibunya apa yang dilakukan ayah kandungnya. Perbuatan itu dilakukan  secara
paksa, karena diancam dengan kata-kata apabila tidak menuruti kemauan
terdakwa maka saksi korban tidak akan disekolahkan.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa  dengan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak23, Pasal 46 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga24, dan Pasal 294 ayat (1) KUHP25, dan menuntut dengan hukuman
penjara selama 3 (tiga) tahun ditambah denda Rp. 60.000.000 karena terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan
kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.”
Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan vonis 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh)
hari karena Benjamin Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul dengan anaknya
yang belum dewasa.” Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.
Memori kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung, dan
akhirnya perbuatan mencabuli anak tersebut dihukum hanya 3 (tiga) bulan 10
(sepuluh) hari.

23  Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: “Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul,, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
24  Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: “Setiap orang yang melakukan
perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
25 Pasal 294 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,
anak tirinya, atau anak piaranya, anak yang dibawah pengawasannya, semua di bawah
umur, orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, didiknya
atau dijaganya, atau bujangnya atau orang yang di bawahnya keduanya di bawah umur,
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
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Analisis Putusan Hakim

1. Pada kasus pertama, perbuatan menganiaya isteri yang dilakukan
suami terus menerus di berbagai tempat yang mengakibatkan luka di
beberapa bagian fisik isteri didakwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai
perbuatan “bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jaksa/Penuntut umum
menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan
Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan terdakwa Rudi secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga, dan karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan dalam rumah
tahanan negara.

Meskipun dalam memori kasasi, terdakwa keberatan dinyatakan
melakukan perbuatan cukup sadis dan di luar perikemanusiaan terhadap
korban (isterinya), karena pemukulan yang dilakukan dipicu oleh antara
lain sang isteri sulit diatur, sering keluar malam tanpa tujuan dan tanpa
izin terdakwa, yang mengakibatkan terdakwa (suaminya) stres berat
dan karenanya sering meneguk minuman keras yang mengakibatkan,
namun, namun Mahkamah Agung menghukum terdakwa dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa
penahanan dalam rumah tahanan negara. Dibanding dengan ancaman
maksimal dalam UU 23/2004,  hukuman tersebut terasa terlalu ringan,
karena perlakuan kekerasan dalam rumah tangga berbentuk kekerasan
fisik yang terjadi berulang kali dalam sehari, meskipuun terdakwa
berlindung di balik kondisi “stres berat dan mabuk dan isteri sulit diatur
dan sering pulang malam”. Dikuatirkan putusan tersebut menjadi
preseden tidak baik dan merangsang suami, ayah, ibu, atau majikan
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melakukan KDRT terhadap isteri, anak, atau pembantu rumah tangga,
karena tokh dihukum cuma 10 bulan, itupun dipotong masa tahanan
dalam rumah tahanan negara.

2. Pada kasus kedua, perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup
keluarga (isteri dan anak-anak) cuma dihukum dua bulan penjara. Namun
putusan ini cukup menarik diperhatikan karena dapat disimpulkan bahwa
kelalaian suami menjalankan kewajiban memberikan nafkah keluarga
dan mempergauli isteri dengan baik sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
terjadi karena suami meninggalkan begitu saja isteri tanpa kabar dan
tidak peduli terhadap musibah yang menimpa isteri sehingga terpaksa
harus dirawat di rumah sakit, dianggap sebagai perbuatan tindak pidana
“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”. Dengan
demikian perbuatan atau kelalaian tidak memberikan nafkah keluarga
dari aspek pidana dianggap sebagai tindak pidana menelantarkan orang
dalam lingkup keluarga, sedangkan dari aspek perdata tidak memberikan
nafkah kepada isteri dan anak-anak tersebut dapat menjadi alasan bagi
isteri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama atau
pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan kemungkinan timbulnya
ketegangan antara hukum pidana di satu pihak dengan hukum perdata
di pihak. Ketegangan semacam itu (antara hukum pidana dengan hukum
perdata adat) pernah diungkapkan oleh J.E, Jonkers dalam kasus tindak
pidana bigami berdasarkan Pasal 229 KUHP yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Maros (Sulawesi).26

26     J.E.Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda (terjemahan), (Jakarta: Bina Aksara,
1987), hlm. 8 – 9. Dalam kasus dimaksud, seorang perempuan bumiputra dituntut di muka
pengadilan Negeri Maros (Sulawesi) dan dipersalahkan karena kawin untuk kedua kalinya,
meskipun ia mengetahui bahwa perkawinannya yang masih ada merupakan halangan
yang sah bagi perbuatan itu. Ia dipersalahkan melakukan bigami (Pasal 229 KUHP). Dalam
pemeriksaan ternyata perempuan tersebut telah minta cerai pada suaminya, dan
menawarkan daun sirih pada suaminya yang diterima dan diletakkan di hadapannya.
Menurut adat ini berarti bahwa ia (suami) setuju dengan perceraian yang diminta, tetapi
mempertahankan hak-hak terhadap anak-anaknya. Apabila ia meneruskan perbuatan dan
mengunyah sirih yang diletakkan di hadapannya, maka ia tidak hanya menceraikan
isterinya tetapi juga melepaskan hak-hak atas anak-anaknya. Berdasarkan cara perceraian
adat ini (putusan tanggal 22 September 1931), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa
perempuan itu dipersalahkan melakukan bigami, telah bercerai dengan sah ketika
melakukan perkawinan kedua kalinya dan karena itu membebaskannya dari perbuatan
yang dipersalahkannya.
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3. Pada kasus ketiga, perbuatan memperkosa ipar (adik isteri) yang
dilakukan berulang kali dipandang sebagai tindak pidana “kekerasan
seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangganya”, oleh
karenanya dihukum dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun.
Keberatan terdakwa bahwa tidak mungkin terjadi perkosaan, karena
selama berlangsungnya “perkosaan” tidak terjadi keributan/kegaduhan
sebagaimana lazimnya peristiwa perkosaan serta alasan lainnya tidak
diterima hakim. Berbeda dengan kasus pertama (kekerasan fisik
terhadap isteri) dan kasus kedua (menelantarkan anak dan isteri), yang
dihukum dengan hukuman penjara yang sangat ringan, kasus perkosaan
diputus dengan hukuman yang relatif berat, yaitu  8 (tahun).  Disparitas
pidana dalam vonis KDRT yang sangat mencolok seharusnya menjadi
perhatian Mahkamah Agung, karena akan mengusik rasa keadilan bagi
keluarga narapidana yang menerima hukuman demikian berat, dibanding
dengan kasus KDRT lain dengan vonis yang sangat ringan.

4. Pada kasus keempat, perbuatan terdakwa mengancam anak dengan
parang dihukum satu tahun dapat dipertanyakan, seperti keberatan
terdakwa, karena hakim memvonis terdakwa melakukan kekerasan
fisik berdasarkan Pasal yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004, jo Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004, pada hal  kekerasan fisik dimaksud harus
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Hal itu tidak dapat
dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Jika terdakwa terbukti bersalah,
mengapa hakim menggunakan delik kekerasan fisik (yang tidak
mengakibatkan sesuatu pada fisik badan), mengapa tidak menggunakan
delik “kekerasan psikis” yang  sulit membedakannya dengan “ancaman
dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam KUHP?

5. Pada kasus kelima, pengadilan memutuskan terdakwa dihukum 2
tahun 6 bulan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang,
padahal Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyimpulkan
bahwa terdakwa telah melakukan  “kekerasan dalam rumah tangga
yang berakibat mati”, dan karena itu menuntut hukuman 8 (delapan)
tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Putusan
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pengadilan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pendapat
Jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa bukan melakukan kelalaian
(culpa) melainkan kesengajaan (opzet) tidak diterima oleh badan
peradilan.

Putusan hakim tidak berdasarkan Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga; Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004, melainkan yang diterapkan adalah Pasal 359 KUHP,
yaitu tindak pidana “karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain”.

Kealpaan sebagai terjemahan dari istilah culpa sebenarnya tidak sama
dengan  schuld yang terdapat dalam KUHP yang diterjemahkan dengan
ketidaksengajaan. Pasal 359 KUHP berbunyi: “ Barangsiapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan
paling lama sembilan bulan.”27

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang
disebut schuld (ketidaksengajaan atau kealpaan). Menurut Lamintang,
dengan mengutip pendapat Prof. Simons, seseorang dapat dikatakan
mempunyai culpa  di dalam melakukan perbuatannya apabila orang
tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai “de nodige en
mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid, atau tanpa disertai
kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan.
Oleh karena itu culpa pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-
masing “het gemis aan voorzichtigheid  dan het gemis van de
voorzienbaarheid van het gevolg, atau masing-masing “tidak adanya
kehati-hatian” dan “kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul.”28

27  Teks aslinya dalam Bahasa Belanda berbunyi: “Hij aan wiens schuld de dood van een
ander te wijten is, wordt gesraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis
van ten hoogste negen maanden. (Engelbrecht, hlm. 1352).  Istilah “aan wiens schuld te
wijten is” dalam Pasal 359 ini ada yang menerjemahkan dengan “karena kesalahannnya”
(Engelbrecht), “karena kekhilafannya” (Budiarto – Wantjik Saleh),  atau “karena salahnya”
(Soesilo).
28   P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Adytia
Bakti, 1997), hlm.336.
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Dalam kasus ini, putusan Mahkamah Agung menghukum terdakwa
dengan alasan tidak hati-hati mengobati anak - yang menderita penyakit
asmatis dan paru-paru - dengan caranya sendiri yaitu menyumbat
hidungnya dan memandikan terus-menerus selama satu jam, yang
mengakibatkan anak yang malang itu meronta sekuat tenaga sampai
kepalanya membentur lantai, serta kurang memperhatikan (karena
keawamannya terhadap jenis penyakit yang diderita anaknya) bahwa
perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian anaknya. Terdakwa
tidak mempunyai suatu kesengajaan (opzet) bagi kematian anaknya,
melainkan hanyalah terdapat suatu culpa (ketidaksengajaan atau
kealpaan). Ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah
mengartikan culpa (ketidaksengajaan atau kealpaan) sebagai “een
manco aan coorzienigheid” atau “een manco aan voorzichtigheid”
atau “suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang
kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan
sikap berhati-hati”.

Dalam kasus ini hakim tidak menerapkan tindak pidana KDRT
melainkan melihat konsepsi pidana penganiayaan karena kealpaan/
kesalahan dalam Pasal 359 KUHP. Hal itu  lebih mudah dipahami
dibanding dengan tindak pidana “kekerasan  fisik dalam rumah tangga”
berdasarkan Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dengan kata lain pidana penganiayaan mengandung unsur delik yang
lebih jelas dan mudah diterapkan dengan pidana KDRT, meskipun Jaksa
menuntut dengan pidana KDRT, yaitu kekerasan fisik yang
menyebabkan matinya korban (Pasal 44 ayat (3).

6. Pada kasus keenam, perbuatan terdakwa mencekik anak kandungnya
sampai mati, oleh pengadilan dituntut oleh Jaksa pidana 12 (duabelas)
tahun penjara dikurangi tahanan sementara karena “melakukan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak
kandungnya Muhammad Ardian yang mengakibatkan mati.”
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa “dengan sengaja
membiarkan orang dalam keadaan sengsara yang
mengakibatkan mati, sedang ia wajib memberi perawatan pada
orang itu karena hukum yang berlaku atasnya”. Hakim
menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun,
yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam kasus ini pun ternyata hakim tidak memutus berdasarkan pidana
KDRT melainkan dengan Pasal 304 KUHP yang memuat pidana
“meninggalkan orang lain yang perlu ditolong” (verlating van
hulpbevoevenden), yang berarti perbuatan terdakwa mencekik anak
kandungnya sampai mati dipandang sebagai perbuatan “menyebabkan
atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu karena
hukum yang berlaku...”  Terasa agak sulit memahami putusan hakim
terhadap kasus ini, karena perbuatan mencekik sampai mati lebih mudah
dipahami sebagai salah bentuk penganiayaan fisik, mengapa yang
diterapkan adalah Pasal 304 KUHP tentang meninggalkan orang lain
yang perlu ditolong? Dakwaan Jaksa terhadap perbuatan tersebut
dengan menerapkan Pasal 44 ayat (3) kelihatannya lebih tepat, namun
hakim memilih Pasal 304 KUHP, yang menurut Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 disebut “penelantaran rumah tangga” yang diatur dalam
Pasal 9 ayat (1).

7. Pada kasus ketujuh perbuatan kekerasan fisik terhadap isteri yang
menyebabkan saksi korban menderita kesakitan, karena pelipis, mata,
dan lengan  sebelah kiri bengkak, oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa
didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004, dan menuntut hukuman 2 (dua) tahun penjara. Putusan
Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana dua tahun penjara
kepada terdakwa karena terbukti melakukan “tindak pidana
penganiayaan”. Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi
Medan, dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana “perbuatan dengan kekerasan terhadap
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keluarganya”, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman
tersebut diperberat oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan pertimbangan
bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan dan
tidak setimpal dengan perbuatannya. Selain itu terdakwa terlalu
merendahkan martabat perempuan, yang seharusnya sebagai suami
dapat menjaga dan mengangkat derajat dan martabat seorang
perempuan selaku isterinya. Mahkamah Agung membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga
terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Ini juga berarti hakim tidak menerapkan pasal tindak pidana KDRT
yang didakwakan Jaksa melainkan menerapkan pasal tindak pidana
penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Putusan Pengadilan Tinggi
Medan yang menjatuhkan pidana penjara dua tahun enam bulan karena
terbukti melakukan “perbuatan dengan kekerasan terhadap keluarganya”
seperti dimaksud dalam pidana KDRT (meskipun tidak menggunakan
kalimat “kekerasan fisik), dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena
terdakwa lebih tepat dijatuhkan hukuman karena melakukan “tindak
pidana penganiayaan” seperti yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Medan. Sekali lagi hakim mengabaikan pidana KDRT.

Tindak pidana penganiayaan (mishandeling) yang diatur dalam Pasal
351 s/d Pasal 358 pada intinya adalah perbuatan yang dengan sengaja
dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) atau
sengaja mengakibatkan kerugian pada kesehatan orang lain (opzettelijk
benadeling van de gezondheid van een ander).29

Dengan memperhatikan sejarah lahirnya, sistimatika dan substansi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat kesan bahwa
pembentukan undang-undang tersebut adalah dengan maksud untuk
mengembangkan konsepsi hukum pidana tentang tindak pidana

29  N.E. Algra &  H.R.W. Gokkel, Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek, (Alphen
aan den Rijn:Tjeenk Willink, 1985), hlm. 309.
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penganiayaan. Hal itu dengan alasan bahwa pidana penganiayaan terlalu
sempit, sehingga tidak dapat menjaring berbagai bentuk penganiayaan
lain yang banyak muncul dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu
perlu ada tindak pidana baru dengan unsur delik yang lebih luas,
khususnya di dalam rumah tangga, yang diatur dengan undang-undang
sendiri (di luar KUHP) yang disebut tindak pidana “kekerasan dalam
rumah tangga”.

Pengembangan konsepsi “penganiayaan” menjadi “kekerasan dalam
rumah tangga” menyebabkan perluasan makna dan diversifikasi
penganiayaan, sehingga – menurut UU-KDRT- mencakup: kekerasan
fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah
tangga.30 Jika diperhatikan dengan cermat mungkin sulit membedakan
antara kekerasan psikis (psychological violence) dengan ancaman
kekerasan seperti yang dipahami dalam hukum pidana. Demikian pula
bagi para penegak hukum mungkin sulit memahami konsepsi pidana
“penelantaran rumah tangga” karena unsur delik “ketergantungan
ekonomi” yang disebut dalam Pasal 9 ayat (2) bersifat kualitatif, sehingga
hakim pidana mungkin kembali akan menerapkan konsep pidana
penganiayaan.

8. Pada kasus kedelapan, kekerasan dalam rumah tangga yang
dilakukan suami isteri terhadap pembantu rumah tangga (yang terjadi
sebelum berlakunya UU 23/2004) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
dakwaan primair   menyatakan terdakwa melakukan  “penganiayaan
secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, beberapa
kali dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan
(voorgezette handeling), sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat
(1), 1e jo. Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana, dan menuntut terdakwa
dengan hukuman penjara terhadap masing-masing 1 (satu) tahun dan
10 (sepuluh) bulan. Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa dari
segala hukuman, namun oleh Mahkamah Agung dakwaan Jaksa dapat
dibuktikan sehingga terdakwa dihukum sesuai dengan dakwaan Jaksa

30   Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
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Penuntut Umum, yaitu dengan hukuman penjara masing-masing 1 (satu)
tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
Kasus ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan pasal-pasal
pidana KDRT.

9. Pada kasus kesembilan, perbuatan mencabuli anak divonis hakim 3
(tiga) bulan 10 (sepuluh) hari karena melakukan tindak pidana
“perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa.” Dari
ketiga undang-undang yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk
menjaring perbuatan cabul dengan anak di bawah umur, tidak ada
satupun yang mengatur dengan vonis penjara yang ringan,
-  Undang-Undang KDRT - 12 tahun penjara;
-   Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan 15 tahun penjara,

dengan pidana minimum  3 tahun penjara,
-   KUHP – 7 tahun penjara

Hakim memvonis perbuatan cabul hanya 3 bulan 10 hari. Terlepas dari
adanya berbagai pertimbangan hakim tentang kondisi terdakwa,
haldispority pidana yang terlalu jauh antara putusan hakim dengan
ancaman pidana yang dirumuskan oleh pembentuk (wetgever) dengan
hukuman yang sangat tinggi bagi perbuatan cabul dimaksudkan agar
seseorang berpikir masak-masak sebelum berbuat cabul, karena tidak
hanya melanggar kaidah agama, susila, dan hukum melainkan juga
mengantarkan anak menuju masa depannya dengan trauma psikologis
ketika masa kanak-kanak yang tak akan pernah dapat dilupakan.

Selain itu, pada kasus ini pun hakim tidak memutus perkara tindak
pidana “perbuatan kekerasan seksual” terhadap anak  berdasarkan
Undang-Undang KDRT melainkan kembali merujuk kepada KUHP.
Apakah hal itu disebabkan karena ancaman hukuman dalam Undang-
Undang KDRT yang amat tinggi (12 tahun) terhadap tindak pidana
“kekerasan seksual” atau karena uraian delik (delictsomschrijving)
dalam Undang-Undang KDRT yang tidak jelas? Pasal 8 UU-KDRT
dua bentuk “kekerasan seksual”, yaitu:
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- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga;

- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial.

Apakah kekerasan seksual sama dengan cabul sebagaimana dimaksud
dalam KUHP? Tampaknya kekerasan seksual (sexual violence)
diartikan sebagai perkosaan atau pemaksaan seksual, sedangkan cabul
lebih menitikberatkan dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan (anak
di bawah umur atau terhadap seseorang yang tidak karena kemauannya).
Menurut hukum pidana cabul terjadi terhadap anak di bawah umur
atau dengan seseorang tanpa kemauan yang bersangkutan,31 sedangkan
kekerasan seksual hanya melihat dari aspek “pemaksaan seksual” tanpa
menyebutkan dengan jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap
“anak di bawah umur, atau lawan jenisnya yang tidak karena
kemauannya”. Undang-Undang Perlindungan anak membatasi
pengertian anak pada “anak berusia belum 18 tahun termasuk anak
yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian cukup beralasan hakim
menggunakan KUHP dengan uraian delik lebih jelas dibanding dengan
Undang-Undang KDRT.

Berbeda dengan kasus pertama sampai kasus keempat, yang terdakwa
dihukum berdasarkan tindak pidana KDRT, pada kasus kelima sampai
dengan kasus kesembilan terlihat  bahwa hakim tidak menerapkan tindak
pidana KDRT, melainkan lebih mudah menerapkan pidana
penganiayaan, dibandingkan dengan pidana KDRT, meskipun tuntutan
jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana KDRT.

31   Lihat misalnya pengertian “cabul” (ontucht) yang didefinisikan (menurut KUHP
Belanda Pasal 246 – 250bis) sebagai berikut berikut: “Ontucht – wellust of
geslachtsgemeenschap buiten echt; is strafbaar indien geplegd met minderjarigen of
met een lid der andere sekse tegen zijn of haar wil…” (Cabul adalah kenikmatan seksual
atau hubungan kelamin yang dilakukan tidak dengan isteri; dapat dipidana jika dilakukan
terhadap anak di bawah umur atau dengan seseorang yang berlawanan jenis yang
bertentangan dengan keinginannya…). (Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek,
hlm. 347).
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Selain itu UU 23/2004, baik judul maupun sebagian substansinya
mencerminkan upaya menjabarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984 tentang Pengesahan  Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Woman), khususnya Article
232 sehingga tidak hanya berlaku bagi kekerasan terhadap wanita
melainkan segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun
seperti  uraian di atas, tidak semua substansi tindak pidana KDRT
dihukum berdasarkan UU 23/2004, melainkan dari 5 macam kasus
yang diungkapkan (1 kasus sebelum berlakunya UU 23/2004) malah
dihukum berdasarkan delik penganiayaan atau cabul berdasarkan
KUHP.

Melengkapi analisis ini, perlu dibandingkan dengan dua kasus lain mengenai
KDRT yaitu :

1. Pembunuhan 3 orang anak oleh ibu kandungna ( 8 Juni 2008 ) yang terjadi
di Bandung, dengan cara menekankan bantal ke mulut anaknya sampai
anak-anak tersebut berhenti bernafas yang menyebabkan kematian mereka.
Hakim memvonis bebas ibu kandung sang pembunuh karena hasil tes
psikologi menunjukkan terdakwa menderita paranoia yang serius.

2. Seorang perempuan muda di Bekasi Jawa Barat dituduh membunuh 2
orang anaknya berusia dibawah 5 tahun ( Maret 2008 ). Perempuan itu
didakwa melakukan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP, dengan
ancaman hukuman 18 Tahun. Polisi melibatkan beberapa psikolog untuk

32   Article 2: “Violence against women shall be understood to encompass, but not be
limited to, the following:
a) Physical, sexual, and psychological violence occurring in the family, including

battering, sexual abuse of female children in the household, dowry related violence,
marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to
women, non-spousal violence and violence related exploitation.

b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community,
including rape, sexual abuse, sexual harassement and intimidation at work, in
educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;

c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State,
wherever it occurs.
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menguji kondisi kejiwaan tersangka. Perempuan itu mengaku terpaksa
membunuh anak-anaknya karena tekanan ekonomi yang sangat berat,
sedangkan suaminya menganggur.33

Penutup

Hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki otoritas
untuk menafsirkan undang-undang terhadap kasus yang diperiksanya. Undang-
undang yang merupakan produk legislasi berdasarkan “persetujuan bersama”
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden memuat norma umum, yang apabila
terjadi sengketa antar para pihak atau pelanggaran terhadap norma tersebut,
maka hakim yang berperan memberikan makna teknis yang terkandung dalam
kalimat normatif (technical meaning of statutory words), yang sesuai dengan
fakta dan situasi yang dihadapkan kepadanya.34

Dari sembilan kasus KDRT yang dilaporkan empat kasus divonis hakim dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan lima kasus lainnya yang
substansinya sama atau mirip dengan KDRT justeru divonis hakim dengan
KUHP. Tampaknya sebagian hakim pidana pada dunia peradilan kita belum
begitu akrab dengan tindak pidana KDRT, atau mungkin belum dapat menelaah
dan memahami sepenuhnya konsepsi pemidanaan KDRT. Namun patut pula
untuk dievaluasi kemungkinan jaksa dan hakim melihat uraian delik dalam KDRT
terlalu sederhana atau tidak jelas, sehingga belum dapat dibedakan dengan
jelas antara kekerasan fisik dengan penganiayaan, antara cabul dengan
kekerasan seksual dan seterusnya.

Para penegak hukum (kepolisian, jaksa, hakim dan pengacara) tampaknya
masih belajar memerlukan waktu untuk memahami kriminalisasi KDRT dan
hubungannya dengan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan undang-
undang lainnya.

33   Ria Fitria, Contemplation on Recent Tragic Cases of Mothers Murdering Their
Children, dalam Postcript Jakarta : (Habibie Centre), Vol V Nomor 3, April 2008, hlm. 17-20.
34   Sir Rupport Cross, Statutory Interpretation, (London: Butterworhts, 1976), hlm.41.
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Selain itu  terdapat kesan yang cukup kuat kurangnya alasan yang diuraikan
oleh hakim agung untuk menolak atau mengabulkan memori kasasi yang
diajukan Jaksa Penuntut Umum, padahal uraian tersebut justeru yang diperlukan
untuk menilai kualitas putusan hakim dalam rangka pengembangan hukum
nasional melalui penerapan hukum di pengadilan (judge mode law).

Suatu hal yang patut dikemukakan bahwa penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan yang akan memuat pasal-pasal mengenai ketentuan pidana
seyogyanya dengan mengikutsertakan institusi yang bertanggung jawab di bidang
penagakan hukum, paling tidak substansi rancangan tersebut disosialisasikan
terlebih dahulu dengan para penegak hukum (law enforcers), guna menghindari
disparitas pemahaman antara maksud pembentuk hukum dengan penegak
hukum yang akan menerapkannya dalam proses peradilan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa
aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan
dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus
dihapus;

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang
kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat
perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan,penyiksaan, atau perlakuan yang
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa dalam kenyataanya kasus kekerasan dalam
rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum
di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap
korban kekerasan dalam rumah tangga;
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam  huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal
28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal
28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I
  KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang
diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
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3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan
rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya
baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh
kepolisian dan/atau lembaga  sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang  dikeluarkan oleh Pengadilan
untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7.   Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan  tanggung jawabnya di
bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2
(1)  Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang  yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.

(2)  Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai
anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga
yang bersangkutan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Penghapusan kekerasan dalam rumah  tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan
d. perlindungan korban.
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Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
a.     mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b.     melindungi  korban kekerasan dalam rumah tangga;
c.     menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
d.     memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap  orang
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang.

Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap

dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
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Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan
atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau
pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN

Pasal 10
Korban berhak mendapatkan:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga.

Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan   ketentuan   sebagaimana  dimaksud dalam Pasal

11, pemerintah:
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga;
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b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
kekerasan dalam rumah tangga;

c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam
rumah tangga;

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu
kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi
pelayanan yang sensitif gender.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
oleh menteri.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing

rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama

program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh
korban; dan

d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman
korban.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-
masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial
lainnya.

Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas
kemampuannya untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu  proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
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BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 16
(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga,
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2)  Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian
wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban
untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
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Pasal 21
(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada  korban, tenaga kesehatan

harus:
a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum

et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan
medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22
(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman
bagi korban;

b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan
perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan;

c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;dan
d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada

korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang
dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan

seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau  tingkat

pemeriksaan  pengadilan  dengan membimbing korban untuk secara
objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dialaminya;

c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban
merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

d.     memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada
korban.
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Pasal 24
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan
taqwa kepada korban.

Pasal 25
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-

hak korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap
memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana
mestinya.

Pasal 26
(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga

kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat
kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik
di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat  dilakukan oleh orang
tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah
perlindungan bagi korban  dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang
patut.
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Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan
oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30
(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau

tulisan.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri

setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman

korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka
korban harus memberikan persetujuannya.

(4)  Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan
korban.

Pasal 31
(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat

mempertimbangkan untuk:
 a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah

perlindungan.
2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan

bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah
tangga.

Pasal 32
(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu)

tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari

sebelum berakhir masa berlakunya.
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Pasal 33
(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah

perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib

mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34
(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat

menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan,

pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga
kesehatan, pekerja  sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing
rohani.

Pasal 35
(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan

tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah
perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat
polisi itu bertugas.

(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diberikan surat perintah  penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam.

(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36
(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat

menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah
melanggar perintah perlindungan.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan
dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu
1 x 24 (satu  kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37
(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan

secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah
perlindungan.
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(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu  3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu
pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38
(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah

perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka
pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis
yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku
paling lama 30 hari.

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat
perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39
Untuk kepentingan pemulihan,  korban dapat memperoleh pelayanan dari:
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pasal 40
(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar

profesinya.
(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib

memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib
memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling
untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.
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Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja
sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta
rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3  (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
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atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).

Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah).

Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam  rumah tangganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit
Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali,  mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya
selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-
turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak
berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling  singkat 5
(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda
paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
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Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan
pidana tambahan berupa:
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku

dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-
hak tertentu dari pelaku;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan
lembaga tertentu.

Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
merupakan delik aduan.

Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(2) merupakan delik aduan.

Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang   pengadilan dilaksanakan
menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-undang ini.

Pasal 55
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja
sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd,
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,
tenteram,dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam
lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus
didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka
membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung
pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas
perilaku dan pengendaliandiri setiap orang dalam lingkup rumah tangga
tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas
dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi
kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau
ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga
tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan
dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan
pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama
kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
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Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik      In-
donesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara
fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya
terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk
menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan
dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah
tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang
ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan,
walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang
yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan  dalam Rumah
Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain
yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981   tentang   Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk   Diskriminasi Terhadap
Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination
Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
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Undang-Undang ini, selain mengatur ikhwal pencegahan dan
perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga, juga mengatur secara   spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak  pidana
penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi
aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka
lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak
awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan
melaksanakan tindakan  pencegahan, antara lain, menyelenggarakan
komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur
secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada
korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada
masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga
merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah
 termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam
 ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Huruf c
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu
keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status
yang setara dan  memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan
secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan
kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
 Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini
adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak  wajar dan/atau
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9
 Cukup jelas.
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Pasal 10
Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial’ adalah lembaga atau
organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan
dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan
hukum.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang  yang
mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial
yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman
praktik di sidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang
diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas
profesional pekerjaan sosial.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap   orang
yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan unruk melakukan upaya kesehatan, sebagimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan.
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah sebagai  wujud peran
serta masyarakat.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini
adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling,
terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban
kekerasan.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam ketentuan
ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai
dengan standar yang ditentukan.Misalnya, trauma
center di  Departemen Sosial.
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal alternatif” dalam
ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa
ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari
pelaku.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan
ini, misalnya : pingsan, koma dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud  “kondisi khusus” dalam ketentuan ini
adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki
tempat tinggal bersama, larangan membuntuti,
mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga
yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan
bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok
konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan
konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana
percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan
terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang
dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4419
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TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN

KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan
Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN  DAN  KERJASAMA
PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan

dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
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2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan
dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi
psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban
kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi.

4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar
penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk  memulihkan
korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya  di bidang
pemberdayaan perempuan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMULIHAN

Pasal 2
(1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi

pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing, termasuk  menyediakan fasilitas yang diperlukan
untuk pemulihan korban.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
b. tenaga yang ahli dan profesional;
c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan  korban.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).

Pasal 3
(1) Menteri menetapkan pedoman pemulihan korban kekerasan dalam  rumah

tangga yang sensitif gender.
(2) Pedoman pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 4
Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :
a.    pelayanan kesehatan;
b.    pendampingan korban;
c.    konseling;
d.    bimbingan rohani; dan
e.    resosialisasi.

Pasal 5
(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan

milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta
dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
korban.

(2) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan
konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan
pemulihan diri korban.

(3) Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan
pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali
permasalahan untuk penguatan psikologis korban.

(4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara
memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan
iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

(5)  Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial
agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam
masyarakat.

Pasal 6
Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing
rohani.

Pasal 7
(1) Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan

kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur
operasional, dan kebutuhan medis korban.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana
kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pemerintah, pemerintah
daerah atau masyarakat termasuk swasta.
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(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 8
(1) Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan

upaya :
a. anamnesis kepada korban;
b. pemeriksaan kepada korban;
c. pengobatan penyakit;
d. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
e. konseling; dan/atau
f. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila di perlukan.

(2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tertentu,
tenaga kesehatan dapat melakukan :
a. pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan
b. pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis.

(3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga
kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (informed consent) dari
korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus
membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psichiatricum
atau membuat surat keterangan medis.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 9
(1) Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat

dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif
milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

(2) Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat
ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau
tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
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(3)  Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif
yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pada
rumah aman, atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, diatur dengan
Peraturan Menteri Sosial.

Pasal 10
Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan, setelah memperhatikan saran dan
pertimbangan menteri, dapat menyelenggarakan pusat pelayanan milik
pemerintah.

Pasal 11
Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial
melakukan upaya :
a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan

atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan

konseling; dan/atau
e. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi

sosialnya di dalam masyarakat.

Pasal 12
Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping
melakukan upaya :
a. membangun  hubungan yang setara dengan  korban agar bersedia membuka

diri dalam mengemukakan persoalannya;
b. berempati  dan   tidak  menyalahkan   korban   mengenai  atau  yang terkait

dengan permasalahannya;
c. meyakinkan  korban  bahwa  tidak seorang  pun  boleh  melakukan tindakan

kekerasan;
d.     menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
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e. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau
perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya;dan/atau

f. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Pasal 13
Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani
melakukan upaya :
a. menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban;
b. mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk

menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan
kepercayaannya itu.

c. menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut
agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.

d.     memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan

Pasal 14
Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12
dapat diberikan juga kepada pelaku dan anggota keluarganya.

BAB III
KERJASAMA PEMULIHAN

Pasal 15
(1)  Menteri dapat melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kerjasama

dalam rangka pemulihan korban.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menteri dapat membentuk forum koordinasi pusat yang keanggotaannya
berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, syarat dan tata
cara pembentukan forum koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16
(1) Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban,

pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan
masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga.
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(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  suatu
badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 17
(1) Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing

rohani dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan
korban.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai
berikut:
a. melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan
b. penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif  bagi korban.

Pasal 18
Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/
atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan :
a. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga;
b. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
c. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses disidang

pengadilan;
d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
f. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Pasal 19
Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan  kerjasama dengan
masyarakat atau lembaga sosial, baik  nasional maupun internasional yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Pemerintah dan pemerintah daerah :
a. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban;
b. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
c. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya

pemulihan korban.
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Pasal 21
Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan
kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga secara transparan
dan bertanggung jawab.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 22
Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
c. Sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  Negara Republik
Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

  ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 15
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu terus
dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan
terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun
kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban
kekerasan dalam rumah tangga, perlu peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan dan kerja sama antar instansi  pemerintah dengan
melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat
dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai
penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan
tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga
kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawan pendamping.
Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini
dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas
pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya
pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi
tersebut dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum
koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah
tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik
maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat
menjalankan  aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat
seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal
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mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban
untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan
dalam rumah tangga. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan
korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin
terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah
tangga, menjamin efektivitas dan  efisiensi bagi proses pemulihan korban
kekerasan dalam rumah tangga dan  terciptanya kerja sama dan koordinasi
yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar
instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud pusat pelayanan adalah yang dikenal
dengan trauma center, sedangkan rumah aman dikenal
dengan shelter.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
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Pasal 4
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah pemberian bantuan
oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian
rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri
korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang
dihadapi.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” ialah konseling yang
diberikan oleh rohaniwan.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Instansi Sosial adalah instansi pemerintah yang  ruang lingkup
tugasnya menangani urusan sosial, dan instansi pemerintah
daerah yang menanggulangi masalah sosial.

Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Profesi” adalah batasan
kemampuan (knowledge, skill and proffesional attitude)
minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat
melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara
mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.Yang dimaksud
dengan “Standar Prosedur Operasional” adalah suatu perangkat
instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan
suatu proses kerja rutin tertentu, yang dibuat oleh sarana
kesehatan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sarana kesehatan antara lain  puskesmas,
balai pengobatan, dan rumah sakit.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rekam medis” adalah berkas yang
berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada
pasien (korban) pada sarana kesehatan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “persetujuan tindakan medis” (informed
consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien (korban)
atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik
yang akan dilakukan terhadap korban tersebut. Persetujuan
dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

Ayat (5)
Visum et repertum dibuat oleh dokter yang memeriksa korban
dan visum et repertum psichiatricum dibuat oleh dokter
spesialis kesehatan jiwa.
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4604



166

Vol. 5 No. 3 - September 2008

ESTU RAKHMI FANANI, S.Pi.
Lahir di Bantul, 8 September 1975, Lulusan Universitas
Diponegoro Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, aktif
di LBH Apik Jakarta dari tahun 2002, menjadi direktur
LBH Apik Jakarta untuk periode 2007-2009, pernah
menjadi volunteer di beberapa organisasi, dan menjadi
fasilitator untuk pelatihan Sensitivitas Gender. Email
estoe.fanani@gmail.com

Drs. MOHAMMAD ‘AZZAM MANAN, MA.
Lahir di Solok Sumatera Barat, 08 Agustus 1958.
Riwayat Pendidikan: Menyelesaikan S1 di Fakultas
Hukum  Ushuluudin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
tahun 1984, Kursus Bahasa Inggris di Australian Language
Centre (ALC) Jakarta tahun 1987, Sarjana S2 (MA) pada
Departemen Asia Tenggara, Fakultas Sastera dan Sains
Sosial Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.2007

Pengalaman Penelitian: 1986-sekarang Penelitian tentang persolan-persoalan
sosial dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh  PMB-LIPI, 1987 Kerjasama
dengan KITLV dalam Penelitian Pandangan Hidup Ulama Indonesia, 1996
Penellitian tentang Kawasan Laut Sulu dari Perspektif Sejarah, atas dukungan
The Japan Foundation-Asia Centre, 2002-2003 Penelitian Problem dan
Prospek Hubungan Industrial: Dimensi Sosial dan Ekonomi Buruh Asing pada
perushaan Perikanandi Sabah, Malaysia Timur, atas dukungan The Nippon
Foundation for API Fellowships, 2007 Penelitian tentang Kajian dan Perumusan
Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di
Indonesia (bersama-sama dengan UI dan LCKI), 2008 Penelitian tentang Pro-
gram Community Development Perusahaan Industri dan Dampaknya
Terhadap Masyarakat Sekitar (Kasus PT Chevron Pacific Indonesia, Riau).

BIODATA PENULIS



167

Biodata  Penulis

RITA SERENA KOLIBONSO, S.H., LL.M.

Lahir di Jakarta, 27 Desember 1961, Qualifikasi
Akademik: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
Sarjana Hukum , Bidang studi Praktisi Hukum 1981-1989.
Fakultas Hukum, Universitas of Sheffield, Inggris, Master
Hukum/Master of Law (LL.M) in International ,
Commercial and European Law, 1996-1997. Kursus “The
Interntional Advanced Programme on Human Right “

(Diploma), Raoul Wallenberg Institute of Human Right and umanitarian
Law, Lund University, Lund, Swedia, Maret-Mei 1992 Pengalaman Kerja
dan Organisasi: Mitra Perempuan women’s Crisis Center, Jakarta, Direktur
Eksekutif  1997-2006, Ketua pengurus Yayasan Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan “Mitra Perempuan” Sejak 2006, Pendiri Tahun 1995.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sebagai Wakil Ketua
1998-2003 Atas Dasar Surat Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
Pusat Studi Perempuan dan Gender, Universitas Indonesia, Pengajar pada
Program Paska Sarjana dan Kursus Singkat 2001-2005.Lembaga Bantuan
Hukum Jakarta, Pembela Umum Senior, Kepala Kantor, Kepala Operational
Sejak 1991. APWLD (ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN LAW AND
DEVELOPMENT), Sebagai Regional Council sejak 1992-1996.APIK
(ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN), Pendiri
dan Sekretaris Jenderal (1995-2000), Sebagai Ketua Asosiasi 2000-2004.

Dra. YENI HURIYANI, M.Hum
Lahir di Majalengka, 12 Januari 1964. Menyelesaikan S1
dari Jurusan Perbandingan Agama IAIN SGD Bandung,
dan S2 dari Kajian Wanita PPS-UI. Menjadi Sekretaris
PSW-IAIN Bandung tahun 1994-1999, dan Ketua Jurusan
Perbandingan Agama tahun 1998-2003. Sekarang menjadi
salah seorang Ketua PP-Wanita PUI, dan konsultan bidang
Jender di IRIS Foundation Bandung.



168

Vol. 5 No. 3 - September 2008

NINIK RAHAYU, S.H., MS.
Place and Date of Birth: Lamongan, 23 september
1963. Formal EducationWork & ExperienceTraining:
1. Master Degree (S2) in Law Science, Airlangga Univer-
sity, 19902. Bachelor Degree (S1) in Law, Jember Uni-
versity, 19863. Senior High School – Mujahidin Surabaya,
19864. Junior High School – Mujahidin Surabaya, 19825.
Elementary School – Muhammadiyah Elementary School

Of  Lamongan, 19791.Lecturer at Law Faculty, Muhammadiyah University,
Jember, 1986-2006. 2.Chairperson at Women Studies Center, Muhammadiyah
University, 1993-2001. 3.Legal Aid Services, Muhammadiyah University,
1993-19984. Lecturer at Law Faculty, Yos Sudarso University, Surabaya,
2003-2006. 5. Chairperson at  Women and Children Crisis Center, Jember,
2004-2007. 6.National Management Consultant (NMC) : Governance/Legal
Drafting Specialist for Initiative for Local Governance Reform Project (ILGRP),
Ministry of Home Affairs, November 2006-present.  7. Vice Chairperson at
National Commission on Violence Against Women, January 2007-2009.8.art
of  Human Right  Center Plan of Action, 2007-present.

MUDJIATI, S.H.
Lahir di Tegal, Jawa Tengah (6 April 1955). Menyelesaikan
S1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang (1980). Karirnya sebagai pegawai negeri dimulai
dari Staf Biro Hukum pada Sekretariat Kabinet –
Sekretariat Negara (1982-1987); Kepala Sub Bagian
Penelitian Masalah Hukum (1987-1989); Kepala Sub Bag.
Penelitian Perancangan Rancangan Perundang-undangan/

Bidang Kesra (1989 - 1993). Ikut serta dalam training legislatif drafting
kerjasama Indonesia – Belanda (1990). Rotasi ke Kementerian Negara Urusan
Peranan Wanita/Meneg UPW sebagai Staf Banas Bidang Perlindungan dan
Norma Kerja Tenaga Kerja Wanita (1993-1997); Kepala Bagian Administrasi
pada Sekreteriat Menteri Peranan Wanita/Menperta (1997-2001); Kepala
Bidang Pembangunan Daerah Wilayah Indonesia Barat pada Deputi Kesetaraan
Gender, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2001); Kepala
Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kualitas Hidup Anak pada Deputi
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (2001-2002); Asisten Deputi Urusan



169

Biodata  Penulis

Pengkajian Peraturan Perundang-undangan pada Deputi Bidang Pengembangan
Kebijakan (2002-2004); Asisten Deputi Urusan Lembaga Swadaya
Masyarakat pada Deputi Kelembagaan Masyarakat (2004-2005); Asisten
Deputi Urusan Anak Bermasalah Hukum pada Deputi Bidang Perlindungan
Anak (2005-2007); Kepala Biro Hukum, Humas dan Tata Usaha pada
Sekretariat KNPP (November 2007 – Maret 2008); Asisten Deputi 4/I pada
Deputi Pengarusutamaan Gender/PUG untuk Sektor Hukum dan Politik (Maret
2008-sekarang). Selama menjalankan tugas di KNPP, beberapa training yang
pernah diikuti, antara lain, terkait dengan peningkatan di bidang Women Lead-
ership and Family Planning (1994) dan di bidang  Enterpreneurship (1995)
keduanya di Korea Selatan; Gender Mainstreaming dalam program IASTP
kerjasama Indonesia-Ausralia (2001). Pernah ikut sebagai Anggota Delegasi
Indonesia dalam  Asia Africa Legal Cooperation Organization di Korea Selatan
(2003), di Bali-Indonesia (2004), di Cape Town – South Africa (2007); dalam
Sidang Komisi CEDAW ke-51 di New York-USA (2007). Ikut dilibatkan
secara aktif, antara lain, dalam Penyusunan RUU Perlindungan Anak  (2002),
sebagai Ketua Penyusun Naskah Akademik RUU Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang/Versi Pemerintah (2002-2003), Anggota Tim
Penyusun RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2003-2004),
Sekretaris Tim Penyusun RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang/Versi Pemerintah (2004), Sekretaris Tim Pembahasan RUU
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/Versi Pemerintah (2007),
dan pada saat ini sedang duduk sebagai Anggota Tim Panja RUU Pornografi.

Drs. ZAFRULLAH SALIM, M.H.
Lahir di Sulit Air, Sumatera Barat 1 April 1953.
Pendidikan: S1 Syariah (Hukum Islam); S2 Hukum
Ekonomi. Pendidikan di bidang Perundang-undangan:
Legislative Drafting – Indiana University;
Wetgevingstechniek – Leiden Universiteit.Riwayat
Jabatan: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat

(2007-2008); Direktur Publikasi, Kerja Sama dan
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (2008-
sekarang).



170

Vol. 5 No. 3 - September 2008

ARIST MERDEKA SIRAIT, S.H.
Lahir 17 Agustus 1960. Riwayat Pendidikan : Sekolah
Dasar Negri  (SDN) Bah Butong, 1972 Tamat dan Lulus
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darma Pertiwi, Bah
Butong 1974, Tamat; dan Lulus, Sekolah Menengah Atas
(SMA) HKBP Nommensen, 1977, Tamat dan Lulus
Fakultas Hukum. UN 1980, Sarjana Hukum, Tamat dan
Lulus.2003. Pengalaman Training dan Seminar Inter-

national : Training Pengorganisasian Masyarakat YBKS di Solo 1985, Urban
Mission Committee International Training for Community Organizing di Korea
Selatan (1986), Asian Training and Trainers for Social Analysis (ASI Manila
1987), Training and Trainers for Industrial Relationship di West Virginia Uni-
versity (1992), Bonded Labour International  Workshop di Italia 1992,
Alternative Dispute Resolution Traning di Netherland 1994, International Clean
Cloth Campaign, Netherland 1995, International conference for Child Labour
di Pakistan 1995, South Asia Conference for Child Trafficking di Bangkok,
Thailand 1995, Kongres Dunia STOP Eksploitasi Seksual Komersial terhadap
Anak di Stockholm, Swedia 1996,  International Conference for Child Labour
Solution di Norwegia 1997, International Workshop Global March Against
Child Labour, India 1998, South Asia Seminar for Sale and Child Pornografy,
di Bangkok Thailand 2004, International Agenda for Action on Child Traffick-
ing 2006 di Perancis.Pengalaman Kerja: Staff PMK (Urban Mission) HKBP
Distrik VIII Jakarta (1985-1987) Sekretaris Eksekutif Social Information and
Legal Guidance Foundation di Jakarta (1988-2002), Direktur Eksekutif Komisi
Nasional Perlindungan Anak (KomNas Anak) di Jakarta (1998-2001), Direktur
Program Yayasan KOMPAK Indonesia di Jakarta (2002-2006), Direktur
Eksekutif Children in Need Special Protection Foundation di Jakarta (2006-
2008), Sekretraris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak di Jakarta
(2002 s/d sekarang)Pengalaman Organisasi :Ketua Badan Pendiri Yayasan
Saluran Informasi Sosial dan Bimbingan Hukum (SISBIKUM) di Jakarta,
Pendiri Yayasan KOMPAK Indonesia di Jakarta, Ketua Badan Pendiri Yayasan
MAHARDHIKA di Medan, Anggota Presidium CNSP Center di Jakarta,
National Coordinator GLOBAL MARCH AGAINST CHILD LABOUR,
Anggota Majelis Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Anggota Presidium Koalisi NGO untuk Pemantauan Hak Anak di
Indonesia, Anggota Kelompok Kerja Chils Workers in Asia (CWA di Bangkok-
Thailand).



171

PANDUAN PENULISAN

1. Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis ilmiah, seperti hasil penelitian
lapangan, survey, hipotesa, kajian teori, studi kepustakaan, review buku,
dan gagasan kritis-konseptual yang bersifat obyektif, sistimatis, analisis,
dan deskriptif.

2. Naskah yang dikirim  merupakan karya tulis asli yang belum pernah dimuat
atau dipublikasikan di media lain.

3. Naskah diketik rangkap 2 (dua) spasi dengan kertas ukuran A4, panjang
naskah antara 8-25 halaman, daftar pustaka dan disertakan gambar atau
foto, tabel jika diperlukan.

4. Naskah yang dikirim disertakan disket dan disebutkan program yang
dipakai.

5. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas,
sederhana dan mudah dimengerti tidak mengandung makna ganda.

6. Judul atau tema penulisan berupa kalimat yang singkat dan jelas, dengan
kata-kata atau frasa kunci yang mencerminkan isi tulisan.

7. Sistematika penulisan sesuai dengan aturan penulisan ilmiah, yang secara
garis besar memuat: abstrak (yang panjangnya antara 100 – 200 kata),
pendahuluan (latar belakang permasalahan, tujuan ruang lingkup, dan
metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan pustaka, data, dan analisis),
penutup (kesimpulan dan saran), dan daftar pustaka ditulis berdasarkan
abjad (alfabetis).

8. Pengiriman naskah disertai pas foto ukuran 4X6 dan biodata penulis untuk
dimuat di jurnal.

9. Isi, materi, dan subtansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi
berhak mengedit teknis penulisan (redaksional) tanpa mengubah arti.

10. Naskah dikirim ditujukan kepada :
Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna
Said Kav. 6-7 Kuningan–Jakarta Selatan Telepon (021)5264517 /
Fax (021) 5267055, e-mail: legislasi@yahoo.com.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


